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 Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
Proses anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis 
kinerja pada Universitas Brawijaya. Agar pengelolaan anggaran Badan Layanan 
Umum (BLU) berjalan dengan baik dan benar, maka Proses pengelolaan 
anggarannya juga harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan 
yang menjadi dasar pedomannya. 
 Penulisan Tesis dengan judul “Proses Anggaran Badan Layanan Umum 
(BLU) Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Universitas 
Brawijaya)” merupakan sebuah studi dengan kajian khusus terhadap Proses 
anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja 
pada Universitas Brawijaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
Bagaimanakah penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya?; Bagaimanakah 
pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya?; Bagaimanakah 
pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran 
berbasis kinerja di Universitas Brawijaya?; Bagaimanakah pelaporan dan 
pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya?. Tujuan penelitian ini adalah: 
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyusunan rencana anggaran Badan 
Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas 
Brawijaya; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengesahan rencana 
anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja 
di Universitas Brawijaya; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan 
anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja 
di Universitas Brawijaya; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaporan 
dan pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Metode pemilihan informan yang digunakan adalah secara 
purposif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode penelitian lapangan 
dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, serta penelitian 
kepustakaan. 
Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Penyusunan rencana 
anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya telah menerapkan 
konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan menerapkan tiga prinsip yaitu 
alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (Output and Outcome oriented), 
fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga 
prinsip akuntabilitas (Let the Managers Manage), dan Money Follow Function, 
Function Followed by Structure. Pengesahan rencana anggaran Badan Layanan 





Nomor Per-30/PB/2011 tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan 
belanja satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) serta Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2015 Tanggal 13 Januari 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
Per-30/PB/2011 tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja 
satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Pelaksanaan anggaran Badan 
Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas 
Brawijaya telah menerapkan konsep Value For Money (VFM) dengan melakukan 
efisiensi terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam menyelenggarakan 
kegiatan operasional pendidikan tinggi yaitu realisasi biaya yang dikeluarkan 
masih berada di bawah realisasi pendapatan. Dari sisi pelaporan dan 
pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya yang terdiri atas Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya yang secara 
prinsip disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Laporan 
Keuangan Universitas Brawijaya-SAP yang secara prinsip disusun mengikuti 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
Untuk mempermudah penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
fakultas/unit kerja, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) fakultas/unit kerja, 
diharapkan Universitas Brawijaya untuk dapat memaksimalkan penggunaan 
teknologi informasi yang terintegrasi dengan baik mulai dari tahap penyusunan 
anggaran, pengesahan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan anggaran dan 
kinerja dalam setiap proses operasional yang berguna untuk memangkas waktu 
dan biaya, sehingga dapat menjadi 3E serta dapat dijadikan alat untuk 
pengambilan keputusan bagi pimpinan Universitas Brawijaya. Seperti halnya 
penggunaan Sistem Informasi Rencana Kerja (SIREKA) dan Sistem Informasi 
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The background of this research is to find out and analyze the budget pattern of 
the Public Service Agency (BLU) based on the performance based budget at 
Brawijaya University. In order for the budget management of the Public Service 
Agency (BLU) to run properly and correctly, the budget management pattern 
must also be in accordance with the prevailing regulations and which form the 
basis of its guidelines. 
 
Thesis writing with the title "Public Service Agency (BLU) Budget Patterns Based 
on Performance Based Budgets (Studies at Brawijaya University)" is a study with 
a special study of the budget patterns of Public Service Bodies (BLU) based on 
performance-based budgets at Brawijaya University. The formulation of the 
problem in this research are: How is the preparation of the Public Service Agency 
(BLU) budget plan based on the performance-based budget in Brawijaya 
University?; How is the ratification of the Public Service Agency (BLU) budget 
plan based on the performance based budget in Brawijaya University?; How is 
the implementation of the budget for the Public Service Agency (BLU) based on 
the performance-based budget in Brawijaya University?; How is the reporting and 
accountability of the Public Service Agency (BLU) budget based on 
performance-based budgets in Brawijaya University?. The objectives of this 
research are: To describe and analyze the preparation of the Public Service 
Agency (BLU) budget plan based on the performance-based budget in Brawijaya 
University; To describe and analyze the ratification of the budget plan for the 
Public Service Agency (BLU) based on the performance-based budget in 
Brawijaya University; To describe and analyze the implementation of the Public 
Service Agency (BLU) budget based on performance-based budgets in Brawijaya 
University; To describe and analyze budget reporting and accountability of the 
Public Service Agency (BLU) based on performance-based budgets in Brawijaya 
University. 
 
The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. 
The method of selecting informants used was purposive with data collection 
techniques, namely field research methods by means of in-depth interviews, 
observation and documentation, and library research. 
 
The results of the research findings indicate that the preparation of the budget 
plan for the Public Service Agency (BLU) Brawijaya University has implemented 
the concept of Performance-Based Budgeting (ABK) by applying three principles, 
namely performance-oriented budget allocation (Output and Outcome oriented), 
flexibility in budget management to achieve results consistently. maintaining the 
principle of accountability (Let the Managers Manage), and Money Follow 





Agency (BLU) budget plan based on the Regulation of the “Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011” concerning the mechanism 
for legalizing the revenue and expenditure of the Public Service Agency (BLU) 
work unit and the Regulation of the “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor Per-2/PB/2015” January 13, 2015 concerning Amendments to the 
Regulation of the “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
Per-30/PB/2011” concerning the mechanism for legalizing revenue and 
expenditure for the Public Service Agency (BLU) work unit. The implementation 
of the Public Service Agency (BLU) budget based on performance-based 
budgeting at Brawijaya University has implemented the concept of Value For 
Money (VFM) by making efficiency with the costs used in carrying out higher 
education operational activities, namely the realization of the costs incurred is still 
below the revenue realization . In terms of reporting and budget accountability of 
the Public Service Agency (BLU) based on performance-based budgeting in 
Brawijaya University, which consists of Brawijaya University Public Service 
Agency (BLU) Financial Statements which are in principle compiled following 
Financial Accounting Standards (SAK) and Brawijaya University -SAP Financial 
Statements. which in principle are prepared following the Government Accounting 
Standards (SAP). 
 
To facilitate the preparation of the Annual Work Plans (RKT) of faculties/work 
units, and Work Budget Plans (RKA) of faculties/work units, it is hoped that 
Brawijaya University can maximize the use of information technology that is 
well-integrated starting from the budgeting stage, ratification, implementation to 
budget and performance reporting in every operational process that is useful for 
cutting time and costs, so that it can become 3E and can be used as a tool for 
decision making for the leadership of Brawijaya University. As is the case with the 
use of the Work Plan Information System (SIREKA) and the Financial Information 
System (SIMKEU), both of which should be integrated with each other. 
 



























 Dengan mengucap Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas 
limpahan berkat, penyertaan dan rahmat-Nya penulis dapat menyajikan tulisan 
tesis yang berjudul: Proses Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Berdasarkan 
Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Universitas Brawijaya). Di dalam tulisan 
ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi anggaran Badan Layanan 
Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Sangat disadari bahwa 
dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah 
dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, akan tetapi masih dirasakan 
banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang 
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1.1.    Latar Belakang 
 Administrasi Publik dapat diibaratkan sabagai sebuah tali penghubung 
antara pemerintah dengan masyarakat atau publik. Administrasi publik digunakan 
untuk lebih memahami hubungan tersebut dan dapat meningkatkan 
responsibilitas sebuah kebijakan publik dan pelayanan publik demi keefektifan 
dan keefisienan pelaksanaannya. Berbicara mengenai kebijakan publik dalam hal 
penggunaan anggaran negara, maka pemerintah melalui Badan Layanan Umum 
(BLU) dalam hal pelayanan publik membuat sebuah Proses anggaran yang 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja, dengan tujuan supaya lebih efektif dan 
efisien dalam penggunaan anggaran negara pada setiap organisasi sektor publik, 
terutama yang bergerak di bidang layanan pendidikan tinggi. 
 Berbicara mengenai pendidikan, saat ini mempunyai sebuah peranan yang 
sangat penting dalam sebuah pengembangan dan peningkatan potensi diri bagi 
setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem 
Pendidikan Nasional, yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 
Menurut pendapat Badrudin (2013: 1), pendidikan adalah 





potensi yang mereka miliki. Proses yang dilakukan tentunya membutuhkan 
pengelolaan yang baik agar menghasilkan sesuatu yang baik”. 
 
 Pendidikan tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh 
setelah pendidikan menengah, baik itu SMK, SMA, maupun Madrasah Aliyah 
(MA). Program yang terdapat dalam jenjang pendidikan tinggi tidak hanya terdiri 
dari sarjana (S-1) dan diploma, melainkan pendidikan profesi, magister (S-2), 
serta doktor (S-3). Sedangkan satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan 
pendidikan tinggi ini adalah disebut dengan nama Perguruan Tinggi (PT), baik itu 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Selain 
itu, perguruan tinggi juga terdiri atas beberapa bentuk yaitu Sekolah Tinggi, 
Institut, Akademi, Universitas, Politeknik, dan Akademi Komunitas. 
 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan 
Tinggi, pada pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bahwa: 
“Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, 
program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 
Indonesia”. 
 
Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 20 tahun 2003, maka dibutuhkanlah sebuah manajemen 
pendidikan untuk dapat mengelola sumber daya-sumber daya yang digunakan 
untuk mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan dari adanya sistem 
pendidikan tersebut. Kemudian hubungan antara Proses anggaran Badan 
Layanan Umum berdasarkan anggaran berbasis kinerja dengan manajemen 
pendidikan ini adalah karena Universitas Brawijaya merupakan salah satu 
instansi pemerintah yang bergerak di bidang layanan publik dalam bidang 
pendidikan tinggi yang berstatus anggaran Badan Layanan Umum, maka dari itu 





pendidikan (manajemen pendidikan) yang lebih baik dan benar sesuai dengan 
aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini memanajemen anggaran pendidikan 
Badan Layanan Umum berdasarkan anggaran berbasis kinerja. 
 Universitas Brawijaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang 
bergerak di bidang layanan publik dalam bidang pendidikan tinggi. Melalui Tri 
Darma pendidikan tinggi, Universitas Brawijaya memberikan layanan kepada 
masyarakat luas dalam hal pendidikan tinggi, baik itu jenjang vokasi, sarjana 
(S-1), Magister (S-2), Doktor (S-3), maupun program spesialis dan program 
profesi. Dalam menjalankan kegiatan pemberian layanan pendidikan dan 
jalannya organisasi, Universitas Brawijaya membutuhkan anggaran yang bisa 
dibilang sangat besar. Oleh karena itu Proses anggaran harus sesuai dan 
berpedoman kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari 
sini dapat diketahui hubungan antara Proses anggaran Badan Layanan Umum 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja dengan administrasi publik, dalam hal ini 
mengenai pengelolaan keuangan publik. 
 Menurut Gruber (2011: 3), dalam istilah yang paling sederhana, keuangan 
publik adalah:  
“studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Ini adalah definisi 
yang sangat luas. Hal ini melibatkan empat pertanyaan keuangan publik 
yaitu Kapan sebaiknya pemerintah campur tangan dalam ekonomi? 
Bagaimana mungkin pemerintah campur tangan? Apa efek dari intervensi 
tersebut terhadap hasil ekonomi? Mengapa pemerintah memilih untuk 
campur tangan dengan cara yang mereka lakukan”. 
 
 Menurut pendapat Mardiasmo (2009: 61), 
“anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai 
dari uang publik”. 
 
Penyusunan anggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah 





penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak 
efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan 
perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for 
action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Untuk mencapai tata 
pemerintahan yang baik, maka organisasi sektor publik harus menerapkan asas 
transparansi. 
 Lahirnya konsep New Public Management (NPM) pada tahun 1980-an 
memiliki kaitan yang sangat erat dengan munculnya reformasi di bidang 
manajemen dan akuntansi keuangan di sektor pemerintah (Hood. 1995; Lapsley. 
1999). New Public Management (NPM) merupakan praktik-praktik manajemen 
yang menekankan pada privatisasi, komersialisasi, desentralisasi, dan orientasi 
pada output (Connolly dan Hyndman. 2006), yang diadopsi dari praktik-praktik di 
sektor swasta ke entitas sektor publik yang memberikan pelayanan (Broadbent 
dan Guthrie. 2008), dan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pelayanan (Osborne dan Gaebler. 1992), meningkatkan kontrol terhadap operasi 
(Hood. 1995), serta meningkatkan tingkat competitiveness entitas sektor publik 
(Hood. 1995). 
 Penerapan New Public Management di sektor keuangan negara di 
Indonesia diawali dengan lahirnya tiga paket undang-undang, yaitu 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, dan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi reformasi 
di bidang keuangan negara, yaitu dari administrasi keuangan (financial 





 Mardiasmo (2009: 27) menyebutkan bahwa reformasi di bidang keuangan 
negara meliputi lima bidang berikut, yaitu: 
1. “Reformasi Sistem Pembiayaan (financing reform). 
2. Reformasi Sistem Penyusunan Anggaran (budgeting reform). 
3. Reformasi Sistem Akuntansi (accounting reform). 
4. Reformasi Sistem Pemeriksaan (audit reform). 
5. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (financial management 
reform)”. 
 
 Menurut Sancoko, dkk. (2008), salah satu wujud reformasi sistem 
penyusunan anggaran (budgeting reform) adalah penerapan Anggaran Berbasis 
Kinerja (Performance Based Budgeting). Sistem ini sudah menjadi tren dan 
perkembangan di banyak negara sejalan dengan budaya manajemen publik 
baru. Di Indonesia, sistem tersebut diamanahkan dalam Undang-Undang No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 14 ayat (1) dan (2) yang isinya 
adalah bahwa dalam rangka penyusunan APBN, pengguna anggaran/pengguna 
barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga 
tahun berikutnya yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 
Undang-Undang ini kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 3 
ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKAKL) 
pasal (4), (7), (8) yang intinya mengatur tentang penyusunan anggaran berbasis 
kinerja. 
 Sistem penyusunan anggaran yang berbasis kinerja (Performance Based 
Budgeting) merupakan sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak 
dipakai oleh negara-negara maju di dunia sebagai pengganti sistem penyusunan 
anggaran lama yaitu sistem Line Item Budgeting (Bastian. 2010: 170). Robinson 





untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik dengan 
mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai 
dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematik. Menurut Carter (1994) 
seperti yang dikutip oleh Young (2003), menyatakan bahwa performance budget 
dapat menggambarkan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran dalam suatu 
organisasi dengan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendanai 
program-program guna mencapai tujuan organisasi. Performance budgeting 
berbeda dari pendekatan tradisional karena berfokus pada hasil dari pengeluaran 
yang dilakukan, bukan jumlah uang yang dikeluarkan. 
 Penekan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada 
pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional 
bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah 
pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan 
data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya 
penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. 
Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya 
perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan 
efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran 
tradisional. 
 Sedangkan menurut pendapat dari Young (2003), ada empat karakteristik 
performance-based budgeting, yaitu: 
1. “Performance-based budgeting menetapkan tujuan atau sekumpulan tujuan 
yang akan dikaitkan dengan atau yang digunakan untuk mengalokasikan 
pengeluaran uang. 
2. Performance-based budgeting menyediakan informasi dan data mengenai 
kinerja dan hasil yang telah dicapai sehingga memungkinkan dilakukan 
perbandingan antara kemajuan yang aktual dengan yang direncanakan. 
3. Dalam penyusunan anggaran penyesuaian terhadap program dilakukan 






4. Performance-based budgeting memberi peluang untuk dilakukannya 
evaluasi kinerja secara regular atau ad hoc yang akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan”. 
 
 Organisasi publik merupakan semua institusi negara baik pemerintahan 
pusat maupun daerah yang dibiayai dari dana publik termasuk diantaranya 
Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan perangkat pemerintahan pusat. 
Kementerian Negara/Lembaga sebagai perangkat pemerintahan pusat memiliki 
satuan kerja (satker) yang berada di bawahnya. Masing-masing satuan kerja 
memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui kementerian negara/lembaga. 
Selanjutnya satker mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi 
bersama-sama dengan unit-unit kerja (subsatker) di bawahnya. Karena dana 
yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana dari pemerintah, maka setiap 
satker harus menggunakan dan mempertanggungjawabkannya secara 
akuntabel, transparan, efektif dan efisien. 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum pasal 1 ayat 1 dan 2, yang disebut dengan 
Badan Layanan Umum (BLU) adalah: 
“instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas”. 
 
Proses Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut 
PPK-BLU, adalah Proses pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas 
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 





dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 
 Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 
tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan 
Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum, maka secara resmi Universitas Brawijaya berstatus 
Badan Layanan Umum atau yang lebih umum disebut dengan BLU. Universitas 
Brawijaya juga menggunakan Proses anggaran berbasis kinerja, karena 
Universitas Brawijaya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 Berikut ini beberapa penelitian mengenai pengelolaan anggaran Badan 
Layanan Umum dan anggaran berbasis kinerja yang telah dilakukan. Penelitian 
Elly Hesrini (2015) dengan judul “Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis 
Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik”. Hasil 
pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik untuk tahun 
anggaran 2012 telah dilakukan pengawalan rencana penyusunan anggaran 
berbasis kinerja pada 1 (satu) periode sebelumnya yaitu pada tahun 2011. 
Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja terhadap dokumen RKA-KL 
secara strategis perlu dibatasi dengan pagu realistis agar tekanan pengeluaran 
dan pembelanjaan tidak menganggu pencapaian tujuan fiskal. Keberhasilan 
penyusunan kinerja anggaran mencakup prestasi kerja anggaran yang optimal 
tepat guna dan tepat sasaran berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari 
suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 
 Pada penelitian Astutiningrum, dkk. (2017), yang membahas mengenai 





penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya coercive isomorphism, sebagai 
upaya memperoleh legitimasi, yang didukung oleh mimetic ishomorphism, yaitu 
upaya peniruan terhadap organisasi lain, meskipun lemah. Gejala yang dominan 
adalah normative ishomorphism, ditunjukkan dengan kepercayaan normatif 
anggota organisasi bahwa anggaran berbasis kinerja paling tepat bagi 
karakteristik rumah sakit. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah mendorong 
penggunaan dana lebih efektif dan efisien. 
 Penelitian lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran Badan 
Layanan Umum juga dilakukan oleh Sulasi Rongiyati (2011) yang membahas 
mengenai “Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada 
Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum”. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, pemerintah 
memberikan delegasi kepada satuan kerja instansi pemerintah yang memenuhi 
syarat, untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut melalui PPK BLU secara 
penuh atau sebagian seperti diatur dalam UU Perbendaharaan Negara dan PP 
BLU. Sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui 
penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja, BLU diberikan fleksibilitas 
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat antara 
lain melalui fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan 
dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa termasuk 
kemungkinan mempekerjakan tenaga profesional non-PNS dan pemberian 
imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai 
pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan 
penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Penyelenggaraan BLU 





Menteri Keuangan atau Pejabat Pengelola keuangan Daerah sebagai pembina di 
bidang pengelolaan keuangan. 
 Pada penelitian Aliefiah Arief Zuraidha (2016) yang membahas mengenai 
“Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan 
Keuangan BLUD (Studi Kasus pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan)”. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem Anggaran Berbasis Kinerja 
yang ideal belum tercapai, meskipun secara keseluruhan sudah baik. Ada 
beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal: 1) tahap penetapan 
indikator kinerja yaitu belum adanya indikator manfaat dan dampak pada setiap 
program/kegiatan yang disusun; 2) tahap penetapan standar biaya yaitu belum 
adanya Analisa Standar Belanja (ASB) sebagai acuan penyusunan anggaran; 3) 
tahap perhitungan anggaran yaitu secara garis besar perhitungan masih 
berdasarkan pada data-data historis dan taksiran yang logis; 4) tahap 
pertanggungjawaban yaitu belum disajikan laporan arus kas sebagai salah satu 
bagian dari laporan keuangan BLUD. Kendala yang ditemukan selama 
implementasi yaitu belum adanya sistem akuntansi biaya sehingga perhitungan 
anggaran masih berdasarkan estimasi; dan kurangnya kemampuan SDM dalam 
memahami sistem Anggaran Berbasis Kinerja sehingga pelaksanaan sistem ini 
belum maksimal. 
 Pada penelitian Mirna Tri Mulihartanti (2013) yang membahas mengenai 
“Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota 
Administrasi Jakarta Utara (Studi Kasus Untuk Tahun Anggaran 2011)”. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih 
banyak ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line 





kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain 
(1) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai 
untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal; (2) tidak adanya sistem 
pengukuran kinerja terhadap outcome yang dihasilkan. 
 Pada penelitian Reza Nanda dan Darwanis (2016) yang membahas 
mengenai “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah 
Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)”. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di 
departemen DPKKD Selatan Aceh telah berjalan dengan baik sebagaimana 
diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun, dalam 
pelaksanaan kegiatannya masih ada beberapa kendala, seperti anggaran yang 
telah direncanakan tidak dapat diterapkan secara optimal, oleh karena itu hal ini 
berpengaruh pada penilaian kinerja. Kualitas sumber daya manusia tidak cukup 
optimal, walaupun sudah sudah terwakili dan tanggung jawab departemen 
kepegawaian rendah untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya tugas dan fungsi utama. 
 Hingga saat ini pemerintah telah melakukan perubahaan sistem dan teknik 
penganggarannya mulai dari traditional budgeting system hingga new public 
management. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal walaupun 
sudah mengubah sistem penganggarannya menuju lebih baik. Sehingga 
penelitian ini perlu dan bermafaat untuk dilakukan dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi masalah yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya sistem 
anggaran yang telah diterapkan pada setiap organisasi sektor publik, terutama 





 Beberapa permasalahan yang terjadi dalam Proses anggaran Badan 
Layanan Umum berdasarkan anggaran berbasis kinerja salah satunya adalah 
masalah adanya sarat kepentingan antar pengambil kebijakan sehingga hal ini 
menyebabkan kurang konsistennya para pengambil kebijakan dalam 
memutuskan anggaran, realisasi anggaran terkadang tidak sesuai dengan 
perencanaan yang telah diajukan, dan alur birokrasi yang masih panjang. 
 Permasalahan-permasalahan ini menarik bagi peneliti untuk dilakukan 
analisis mengenai bagaimana Proses anggaran Badan Layanan Umum 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan latar belakang di atas, 
peneliti mengajukan konsep penelitian ini yang diharapkan dapat 
mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Proses anggaran Badan Layanan 
Umum berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Sehingga peneliti mengambil 
judul “Proses Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Berdasarkan Anggaran 
Berbasis Kinerja (Studi pada Universitas Brawijaya).  
 Hubungan antara Proses anggaran Badan Layanan Umum berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja dengan manajemen pendidikan ini adalah karena 
Universitas Brawijaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak 
di bidang layanan publik dalam bidang pendidikan tinggi yang berstatus 
anggaran Badan Layanan Umum, maka dari itu diperlukan pengetahuan yang 
lebih luas mengenai bagaimana mengelola pendidikan (manajemen pendidikan) 
yang lebih baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal 
ini memanajemen anggaran pendidikan Badan Layanan Umum berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja. 
 Universitas Brawijaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang 





Darma pendidikan tinggi, Universitas Brawijaya memberikan layanan kepada 
masyarakat luas dalam hal pendidikan tinggi, baik itu jenjang vokasi, sarjana 
(S-1), Magister (S-2), Doktor (S-3), maupun program spesialis dan program 
profesi. Dalam menjalankan kegiatan pemberian layanan pendidikan dan 
jalannya organisasi, Universitas Brawijaya membutuhkan anggaran yang bisa 
dibilang sangat besar. Oleh karena itu Proses anggaran harus sesuai dan 
berpedoman kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari 
sini dapat diketahui hubungan antara Proses anggaran Badan Layanan Umum 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja dengan administrasi publik, dalam hal ini 
mengenai pengelolaan keuangan publik. 
 
1.2.   Rumusan Masalah 
 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimanakah penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum 
(BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya? 
b. Bagaimanakah pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum 
(BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya? 
c. Bagaimanakah pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya? 
d. Bagaimanakah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Badan 
Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di 
Universitas Brawijaya? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 





a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyusunan rencana anggaran 
Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di 
Universitas Brawijaya. 
b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengesahan rencana anggaran 
Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di 
Universitas Brawijaya. 
c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan anggaran Badan 
Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di 
Universitas Brawijaya. 
d. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaporan dan 
pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada aspek teoritis maupun 
aspek praktis. 
a. Aspek Teoritis 
Penelitian ini diharapkan secara teoritis sebagai salah satu referensi tentang 
gambaran Proses anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja. 
b. Aspek Praktis 
Penelitian ini bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak 
internal, yaitu Rektor, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian 
Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya, penelitian ini 





Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang bisa 
digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan terkait 
dengan Proses anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
Sedangkan bagi pihak eksternal (pimpinan perguruan tinggi yang lain) 
penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang bermanfaat 
bagi pimpinan perguruan tinggi yang lain sebagai dasar pemikiran dalam hal 







2.1. Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul perubahan status 
kepegawaian tenaga kependidikan terhadap peningkatan kinerja Universitas 
Brawijaya sangat membantu penulis dalam memberikan suatu informasi untuk 
penelitian ini dan sebagai pembanding serta referensi terhadap penelitian yang 
dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu adapun matrik 
perbedaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini, antara lain: 
Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian Terdahulu 




Metode dan Fokus 
Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan  Persamaan 
Dengan Penelitian yang Akan 
Dilakukan 
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Sumber: Data primer diolah 
    
2.2. Analisis Kritik Teoritik 
2.2.1. Administrasi Publik 
2.2.1.1. Konsep dan Definisi Administrasi Publik 
2.2.1.1.1. Pengertian Administrasi 
1. Administrasi dalam Arti Sempit 
 Menurut Handayaningrat (2002: 2):  
“Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa 
Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, 
pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang 
bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Dari definisi tersebut 
dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan 
ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, 
pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang 
dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah 
memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan”. 
 
2. Administrasi dalam Arti Luas 
 Menurut beberapa ahli, yang dikutip oleh Handayaningrat (2002: 2), 
adminsitrasi dalam arti luas berasal dari kata administration (bahasa Inggris). 
Administrasi dalam arti luas menurut Leonard D. White dalam bukunya 






“Administration is a process common to all group effort, public or 
private, civil or military, large scale or small scale... etc. (Administrasi 
adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha 
kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil, 
dan sebagainya)”. 
 
Di dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang atau 
lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berada dalam 
suatu negara, yang bekerja di bidang swasta, bidang sipil atau bidang militer 
yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang 
ditentukan sebelumnya. William H. Newman dalam bukunya Administrative 
Action mengemukakan bahwa:  
“Administration has been defined as the guidance, and leadership and 
control of the effort of a group of individuals towards some common 
goal. (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, 
dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu guna 
tercapainya tujuan bersama)”. 
 
Definisi tersebut menjelaskan administrasi memerlukan sebuah tindakan 
yang dapat berupa bimbingan, kepemimpinan, pengawasan yang efektif 
yang merupakan fungsi-fungsi administrasi untuk mencapai suatu tujuan 
bersama yang sudah ditentukan. Menurut H.A. Simon dkk. dalam bukunya 
Public Administration bahwa: 
“Administration as the activities of group cooperating to accomplish 
common goals. (Administrasi adalah sebagai kegiatan dari pada 
kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan 
bersama)”. 
 
Definisi tersebut menjelaskan administrasi memerlukan sebuah kerja sama 
antara dua orang atau lebih ataupun kelompok-kelompok kepentingan 
tertentu yang mengadakan pertemuan antar kelompok-kelompok tertentu 
agar dapat menyelesaikan tujuan bersama. 






“serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam 
suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. 
 
Administrasi secara luas tersebut menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan 
yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru 
karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban 
manusia.  
Menurut Siagian (2010: 2) administrasi adalah: 
“satu keseluruan proses kerjasama antara dua orang manusia atau 
lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya”. 
 
Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh 
pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan 
kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas 
tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai 
suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  
 
2.2.1.1.2. Pengertian Administrasi Publik 
 Istilah Administrasi Negara dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu 
Administrasi dan Publik/Negara. Administrasi secara etimologis berasal dari 
bahasa Yunani yaitu administrare yang berarti melayani, membantu. Sedangkan 
dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah administration yang sebenarnya dari 
kata Ad (intensif) dan ministrare (to serve) yang berarti melayani. Sedangkan 
Negara secara etimologis berasal bahasa Inggris state yang artinya dalam 
bahasa latin yaitu status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu 







 Selanjutnya pengertian administrasi publik menurut Atmosudirdjo (1982: 
272) adalah:  
“administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang 
mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”. Dari definisi 
tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik berhubungan dengan dua 
orang atau lebih yang bersifat dan membahas kenegaraan dalam suatu 
perjanjian untuk mengejar tujuan bersama di dalam suatu negara”. 
 
Menurut Abdulrachman (2001: 2) pengertian administrasi publik adalah: 
“ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Maksudnya yaitu 
administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan yang terdiri 
dari suatu badan atau lembaga politik-politik dari suatu negara ke negara 
lain”. 
 
Menurut Litchfield (1956: 1) administrasi publik adalah” 
“suatu sandi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan 
diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, 
digerakkan, dan dipimpin. Definisi tersebut menjelaskan bahwa 
administrasi publik merupakan suatu hal yang penting bagaimana 
cara-cara suatu badan pemerintahan atau lembaga pemerintahan tersebut 
di kumpulkan, di organisasikan, di perlengkapi orang-orang yang 
menjalankannya, di biayai, di beri suatu tindakan, dan bagaimana suatu 
organisasi tersebut di pimpin”. 
 
Menurut Waldo (1955) administrasi publik adalah: 
“manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai 
tujuan pemerintah. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa manajemen 
dan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa manusia dan peralatan 
seperti sarana dan prasarana yang terdiri dari jumlah orang yang terlibat, 
sifat tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup serta tugas yang hendak 
dijalankan, dan sifat kerja sama yang dapat dikembangkan agar mencapai 
tujuan pemerintah”. 
 
Menurut Dimock, dkk. (1982) adminitrasi publik adalah: 
“proses kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. 
Administrasi publik sebagai proses kegiatan yang artinya sesuatu yang 
permulaannya diketahui akan tetapu akhirnya tidak diketahui, yang dimulai 
sejak adanya dua orang atau lebih yang bersepakat untuk memulai bekerja 
sama dan apabila memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi harus 
diputuskan bersama yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan 
politik disuatu negara”. 
 






“merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur 
pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. 
 
Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi 
publik merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kerjasama yang 
dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintahan untuk mengatur dan 
menjalankan kekuasaan negara guna mencapai tujuan negara secara efektif dan 
efisien. 
 
2.2.1.2. Perkembangan Administrasi Publik 
 Perkembangan administrasi publik dibagi menjadi dua yaitu sebelum 
keilmuan (sebelum Wilson) dan setelah keilmuan (diakui). Administrasi publik 
dikatakan dalam kurun waktu sebelum keilmuan ketika administrasi publik sudah 
muncul di mana salah satu prinsip yang disampaikan oleh para tokoh yaitu 
pelayanan publik harus memiliki moral yang baik di mana pihak yang memerintah 
harus memberikan contoh yang baik bagi yang diperintah, tetapi saat itu 
administrasi publik belum dikenal sebagai ilmu. Adapun tokoh sebelum keilmuan 
diantaranya yaitu: Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hegel, dll. 
1. Old Public Administration (1885-1980) 
 Perkembangan Administrasi pulik model klasik dibedakan menjadi  4 
(empat) generasi yaitu: Pre-Generation (sebelum 1885), First Generation (1885 – 
1936), Second Generation (1937 – 1945), Third Generation (setelah 1945). 
a. Pre-Generation (sebelum 1885) 
Dalam Administrasi Publik Pra Generasi  termasuk para pemikir seperti 
plato, aristoteles dan Machiavelli. Masa ini merujuk pada kondisi yang ada 
di daratan Eropa. Pada masa ini sampai dengan kelahiran konsep Negara 






permaslahan moral dan kehidupan politik serata pada organisasi dari 
Administrasi Publik.  Pada abad ini ilmu tidak berkembang kareana 
adanya doktrin gereja. Abad XVIII–XIX (Pencerahan Kembali/ 
Renaisance) 
b. First Generation (1885 – 1936) 
Lorenz Van Stein (1855) dikenal sebagai Bapak pendiri Ilmu Administrasi. 
Perkembangan ilmu Administrasi di Eropa berorientasi pada legal 
approach. Di Amerika,  Thomas Woodrow Wilson (1856 – 1924) dikenal 
sebagai Bapak pengembang ilmu adminitrasi. Perkembangan Ilmu 
Administrasi di Amerika berorientasi pada management approach. Wilson 
mengemukakan 4 (empat) konsep yaitu: 
1) “Dikotomi Politik – Administrasi. 
2) Prinsip-prinsip Administrasi 
3) Analisis pebandingan antara organisasi politik dan privat melalui 
skema politik 
4) Pencapaian manajemen yang efektif malaui pemberian 
pelatihan-pelatihan pada pegawai negeri dan dengan menilai kualitas 
mereka”. 
 
c. Second Generation (1937 – 1945) 
Pada generasi kedua diwarnai oleh dua tokoh yaitu Gulick dan Urwick 
yang merupakan pendiri Ilmu Administrasi dengan mengintegrasikan ide 
dari Henri Fayol ke dalam teori komprehensif Administrasi. Dua disiplin 
ilmu Gulick dan Quwick tidak dipisahkan melainkan menjadi sebuah ilmu 
tunggal dari adminstrasi yang melewati batas-batas antara sektor privat 
dan sektor publik dimana dalam perkembangan selanjutnya Ilmu 
Administrasi lebih memfokuskan pada organisasi pemerintahan. Alasan- 
alasan yang menjadi dasar Ilmu Administrasi pada saat itu mayoritas 






d. Third Generation (setelah 1945) 
Generasi ketiga dari Administrasi Publik model klasik muncul dengan 
mempertanyakan ide dari Wilson dan generasi kedua. Pada awalnya 
pembedaan politik dan administrasi sangat dipertimbangkan oleh 
generasi ketiga,namun dalam perkembangan selanjutnya pemikiran 
terhadap generasisebelumnya selalu mengalami kritik terhadap 
perkembangan. Perkembangan selanjutnya, sebagai akibat dari gagalnya 
intervensi Amerika di Vietnam dan juga skandal Watergate membuat 
politik mulai diragukan, dan baru ditahun 1980-an terdapat pertimbanagn 
yang baik kembali terhadap birokrasi dimana Administrasi Publik harus 
memisahkan diri dari politik. 
Pre Generation, First Generation, Second Generation dan Third Generation 
disebut sebagai Old Public Administration. 
  
2. New Public Management (1980-1990) 
 Setelah perkembangan Ilmu Administrasi  pada tahun 1980-an kemudian 
berkembang lagi menjadi  New Public Management khususnya di New Zealand, 
ustralia, Inggris dan Amerika sebagai akibat dari munculnya krisis kesejahteraan 
negara. Paradigma ini kemudian menyebar secara luas khususnya ditahun 
1990an. 
 Paradigma NPM ini muncul disebabkan sejumlah kekuatan baik di negara 
maju maupun di negara berkembang. Di negara maju memiliki perkembangan di 
bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan administratif secara 
bersama-sama mendorong terjadinya perubahan radikal dalam sistem 






diinginkan adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian 
pelayanan pada masyarakat dengan penekanan pada efisiensi, ekonomi dan 
efektivitas. Kemunculan NPM dinegara berkembang hampir sama dengan 
negara maju yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor krisis ekonomi dan 
keuangan, penyesuaian struktur dan kondisional konteks manajemen dan 
administrasi Publik, serta konteks politik bagi adanya reformasi. 
 Dalam NPM menyediakan banyak pilihan untuk mencapai biaya yang 
efektif dalm penyampaian barang public seperti adanya organisasi yang terpisah 
untuk kebijakan dan implementasi, kontrak kerja , pasar internal, sub-kontrak dan 
metode lainnya. NPM memfokuskan terhadap organisasi internalnya dimana 
berusaha memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan metode yang 
digunakan oleh sektor privat. 
 Terdapat sejumlah prinsip dasar dari NPM berdasarkan pendapat dari 
Hoods (1991) dan Owens (1998) dalam tulisan Oluwu (2002), serta pendapat 
dari Borins and Warrington (1996) dalam tulisan Samaratunge dan Bennington, 
(2002), yaitu: 
1) “Penanganan oleh manajemen professional. 
2) Keberadaan standard ukuran kerja 
3) Adanya pembagian kerja (Spesialisasi Jabatan) 
4) Organisasi dibagi kedalam unit-unit korporasi yang terpisah dan dengan 
kontrak kinerja yang terpisah dengan tujuan memisahkan kebijakan dari 
unit operasional. 
5) Kompetisi dalam pelayanan publik 
6) Penekanan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen. 
7) Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan. 
8) Penekanan, terhadap peran dari manajer public dalam menyediakan 
pelayanan berkualitas tinggi. 
9) Tuntutan, pengukuran dan penghargaan terhadap kinerja individu dan 
organisasi. 
10) Menyadari pentingnya penyediaan sumberdaya manusia dan teknologi 
yang dibutuhkan manajer dalam memenuhi target kinerjanya”. 
  






 New Public Service merupakan perkembangan lebih lanjut dari New Public 
Manajemen pada 1990-an yaitu setelah Administrasi publik mengusung konsep 
pemerintahan yang efisien dengan banyak pilihan untuk mencapainya kemudian 
Administrasi berkembang menjadi lebih inovatif . 
 Secara praktek, gerakan manajerialis memperoleh pengaruh besar dalam 
reformasi administrasi publik di berbagai negara maju, seperti Selandia Baru, 
Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dukungan intelektual dalam gerakan ini 
di Inggris tampak dari karya Emmanual Savas dengan Privatization- 
nya, Normann Flynn dengan Public Sector Management-nya. Di Amerika Serikat, 
gerakan ini memperoleh popularitas besar berkat karya terkenal David 
Osborne dan Ted Gaebler, Reinventing Government. Gerakan ini menyebar ke 
seluruh dunia sehingga menjadi inspirasi utama di banyak negara dalam 
mereformasi administrasi publik baik dengan melakukan privatisasi gaya Inggris 
atau dengan gerakan mewirausahakan birokrasi gaya Amerika Serikat. Dalam 
Perspektif Reinventing Government  ini menekankan penggunaan mekanisme 
dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan 
publik dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi yang terjadi antara 
penjual dan pembeli. Peran manajemen publik ditantang untuk selalu 
menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam mencapai tujuan, atau 
menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan oleh pemerintah. Mereka 
didesak untuk “mengarahkan bukannya mengayuh,” yang bermakna bahwa 
beban pelayanan publik tidak dijalankan sendiri tetapi sebisa mungkin didorong 
untuk dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme pasar. Dengan demikian 
manajer publik memusatkan perhatian pada akuntabilitas kepada pelanggan dan 






organisasi, menyederhanakan proses administrasi, dan mendesentralisasi 
pembuatan keputusan. 
 Menurut Denhardt dan Denhardt, karena pemilik kepentingan publik yang 
sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya 
memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan 
warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan 
publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang 
dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru 
administrasi publik yang disebut sebagai New Public Service. 
 Perspektif new public service mengawali pandangannya dari pengakuan 
atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi kepemerintahan 
demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata 
persoalan kepentingan pribadi (self interest) namun juga melibatkan nilai, 
kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan 
sebagai pemilik pemerintahan (owners of government) dan mampu bertindak 
secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan public 
tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai 
hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan 
bersama. Perspektif new public service menghendaki peran administrator publik 
untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani 
masyarakat. 
 Perspektif new public service membawa angin perubahan dalam 
administrasi publik. Perubahan ini pada dasarnya menyangkut perubahan dalam 
cara memandang masyarakat dalam proses pemerintahan, perubahan dalam 






dalam cara bagaimana kepentingan tersebut diselenggarakan, dan perubahan 
dalam bagaimana administrator publik menjalankan tugas memenuhi 
kepentingan publik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatoris 
pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Norton menjelaskan 
bahwa ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam praktek pemerintahan 
daerah di seluruh dunia. Pertama adalah referenda yang dilaksanakan untuk 
mengambil keputusan terhadap isu-isu vital di daerah tersebut. Kedua adalah 
konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai kebutuhan dan tuntutan 
lokal. Ketiga adalah penempatan pejabat lokal yang diisi berdasarkan prosedur 
pemilihan (elected member) sebagai bentuk pemerintahan perwakilan sehingga 
para pejabat memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada 
masyarakat. Keempat adalah melakukan desentralisasi kepada unit-unit 
pemerintahan yang lebih kecil dalam lingkup daerah itu sendiri. Bentuk yang 
keempat ini seringkali disebut dengan decentralization within cities. 
Desentralisasi dalam bentuk partisipasi yang keempat tersebut dapat 
diterjemahkan secara luas sehingga meliputi desentralisasi secara politis, 
administratif, fungsional, maupun ekonomis. 
 
4. Good Governance 
 Pada tahun 1990-an, dampak penekanan yang tidak pada tempatnya 
terhadap efisiensi dan ekonomis dalam pengelolaan dalam masalah–masalah 
public mulai menyebabkan menurunnya penyampaian pelayanan public kepada 
masyarakat khususnya menyangkut barang-barang yang bersifat public (public 
goods). 






Menurut Stoker (2004), konsep governance merujuk kepada pengembangan dari 
gaya memerintah dimana batas-batas antara dan diantara sektor publik dan 
sektor privat menjadi kabur (Ewalt. 2001). Pengaburan batas-batas ini sejalan 
dengan kebutuhan dari Negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik 
dan pengakuan akan pentingnya isu-isu menyangkut empati dan perasaan dari 
public untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi 
baik secara sosial maupun politik (Stoker. 2004). Hal ini yang kemudian 
membuat partisipasi melalui pembangunan jejaring antara pemerintah dan 
masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah 
legitimasi kebijakan (Stoker. 2004). 
 Konsep governance ini kemudian berkembang menjadi good governance – 
seperti yang kita kenal sekarang – dalam rangka membedakan implementasinya 
anatara yang “baik” (good) dengan yang “buruk” (bad). Good governance 
menurut Plumptre and Graham (1999) merupakan model daeri governance yang 
mengarahkan kepada hasil ekonomi dan social sebagaimana dicari oleh 
masyarakat. Dalam konsep Governance, peran pemerintah, sektor privat dan 
masyarakat sama penting diman pemerintah berperan untuk menciptakan situasi 
politi dan hukum yang kondusif, sektor privat  berperan dalam menciptakan 
lapangan pekerjaan dan pendapatan, kemudian masyarakat berperan dalam 
memfasilitasi interaksi secara social dan politik bagi mobilitas individu atau 
kelompok- kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, 
social dan politik. 
 Berdasarkan pengertian di atas, good governance memiliki sejumlah ciri 
sebagai berikut (Bappenas. 2002) yaitu: 







2) Transparan, artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada 
masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. 
3) Responsif, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan 
harus mampu melayani semua stakeholder. 
4) Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali 
harus memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan 
pelaksanaan sebuah kebijakan. 
5) Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan 
menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara yang 
terbaik. 
6) Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan 
pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan 
ditegakkan. 
7) Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka 
ruang bagi keterlibatan banyak aktor. 
8) Berorentasi pada consensus (kesepakatan, artinya pembuatan dan 
pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama 
diantara para aktor yang terlibat”. 
  
2.2.1.3. Paradigma Administrasi Publik 
 Administrasi publik sebagai disiplin ilmu telah melewati perkembangan 
yang kompleks. Berbagai literatur menjelaskan rangkaian perkembangan 
administrasi publik ini dari pergeseran paradigma. Salah satunya adalah Nicholas 
Henry (2017) yang mengidentifikasi enam paradigma dalam administrasi publik 
sebagai berikut:  
1. Paradigma 1: Dikotomi politik-administrasi (1900-1926).  
Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Frank J. Goodnow (1900) dan 
Leonard D. White (1926). Dalam bukunya Politics and Administration, 
Goodnow menegaskan bahwa ada dua fungsi negara beserta organ- 
organnya, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan- 
kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi 
bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Sebelum 
terbit buku Goodnow, telah ada karya tulis dari Woodrow Wilson mengenai 






dipublikasikan tahun 1887. Menurut Wilson, kesetiaan yang mendalam 
terhadap kebijakan yang dijalankan hanya dapat dijamin apabila 6 
administrasi dikeluarkan dari politik. Menurut Wilson, bidang administrasi 
adalah suatu bidang bisnis. Administrasi terletak di luar bidang politik, 
masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Dengan 
pemisahan ini, administrasi publik dapat bertindak bebas nilai (value-free). 
Penekanan Paradigma 1 adalah pada lokus, yaitu di mana administrasi 
publik harus berada. Dalam pandangan Goodnow dan pengikutnya, 
administrasi publik harus berlokus di birokrasi pemerintah, tetapi tidak 
dipersoalkan apa fokusnya.  
Administrasi Negara mendapat pengakuan akademis pada 1920an. Di mulai 
dari penerbitan buku Leonard D. White, Introduction pada 1926, buku 
pelajaran pertama yang membahas secara menyeluruh bidang administrasi 
negara. Hasil paradigma pertama memperkuat pemikiran dikotomi 
politik/administrasi yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan 
dikotomi nilai/fakta yang berhubungan. Segala sesuatu yang di pelajari oleh 
para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan memberi warna 
dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedang studi 
pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik. 
2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937). 
Paradigma 2 ditandai dengan terbitnya buku teks kedua dalam administrasi 
publik, karya Willoughby berjudul Principles of Public Administration, pada 
1927. Buku ini menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip ilmiah tertentu 
mengenai administrasi, bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan, dan 






mempelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pada 
paradigma 2 ini penelitian administrasi publik berkembang sangat dramatis, 
universitas dan akademi membuka program administrasi publik, asosiasi 
profesional dibentuk di beberapa tempat (terutama atas dukungan The 
Rockefeller Phillantropies). Periode ini merupakan titik puncak administrasi 
publik. Teoritisi administrasi publik mendapat pengakuan bukan hanya dalam 
pemerintahan tetapi juga dalam industri selama periode 1930 sampai awal 
1940. 
Paradigma 2 ini terutama berkenaan dengan “fokus” administrasi publik, 
yakni keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Lokus 
administrasi publik tidak menjadi persoalan karena dianggap bahwa prinsip 
administrasi berlaku di semua setting administrasi, yakni organisasi publik 
maupun privat, tanpa ada batasan kultural. Prinsip-prinsip administrasi 
diajukan oleh Gulick & Urwick, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin 
Delano Roosevelt. Tujuh prinsip dikenal dengan akronim POSDCORB 
(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, 
Budgeting). Menurut Gulick & Urwick, prinsip-prinsip inilah yang 
menyebabkan organisasi bisa berjalan dengan baik, bukan dikotomi 
politik-administrasi. Selain dari Gulick & Urwick, ada prinsip birokrasi dari 
Max Weber yang mencakup: standardisasi dan formalisasi; pembagian kerja 
dan spesialisasi; hirarki otoritas; kompetensi dan profesionalisasi; dan 
dokumentasi tertulis.  
Paradigma ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip administrasi yang 
diperkenalkan oleh Willoughby, Gullick dan Urwick. Selama fase, 






puncak kejayaannya. Para ahli administrasi negara di terima baik oleh 
kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan 
awal tahun 1940an, karena kemampuan manajerialnya. Fokus bidang ini 
yaitu keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi bertambah luas. 
Lokus administrasi negara berlaku di mana pun, karena prinsip adalah tetap 
prinsip, dan tetap administrasi. Prinsip-prinsip administasi ada dan tetap 
berlaku, dengan batasan, prinsip-prinsip “bekerja” dalam suasana 
administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, 
ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian prinsip-prinsip 
tersebut dapat di terapkan di mana pun juga dengan berhasil. Bagi Gulick 
dan Urwick, prinsip-prinsip administrasi adalah penting, sedangkan prinsip 
tersebut diterapkan tidaklah penting. Dengan kata lain “fokus lebih penting 
dari pada lokus”. 
Pada 1947 terbit buku Herbert Simon berjudul Administrative Behavior. Buku 
ini menguraikan tentang proses pengambilan keputusan dalam organisasi 
administratif. Menurut Simon, individu-individu secara aktual memilih 
alternatif yang memuaskan, bukan alternatif terbaik. Simon menamakan 
proses ini sebagai “pemuasan” dan berkesimpulan bahwa pembuatan 
keputusan lebih merefleksikan rasionalitas terbatas. Individu memanipulasi 
premis-premis keputusan, berdasarkan pertimbangan nilai, keyakinan, 
norma yang datang dari organisasi maupun dari luar organisasi. Simon 
mengatakan bahwa politik dan administrasi tidak pernah bisa dipisahkan.  
Pada 1948, terbit buku karya Dwight Waldo berjudul The Administrative 
State: A Study of Political Theory of American Public Administration. Buku ini 






judul Theoretical Aspect of American Literature of Public Administration. 
Buku Waldo ini dengan tegas membantah literatur ortodoksi. Menurut Waldo, 
doktrin administrasi publik adalah teori politik. Waldo juga menyatakan 
bahwa administrasi publik adalah produk dari kondisi material dan ideologis. 
Kalau hukum konstitusi berubah, maka administrasi publik juga berubah. 
Pada periode 1938-1950 tersebut terjadi pertentangan antara anggapan 
mengenai value-free dan value-laden politics dari administrasi publik, dan 
dalam praktek yang dominan adalah value-laden politics. John M. Gaus 
menyatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik.  
Pada tahun 1938, untuk pertama kalinya aliran utama administrasi negara 
mendapat tantangan konseptual. Pada 1940-an, ketidaksepakatan terhadap 
administrasi negara ini dipacu dari arah yang saling menguat. Salah satu 
keberatan adalah, politik dan administrasi tidak akan pernah dapat 
dipisahkan sedikit pun. Sementara yang lain berpendapat, prinsip-prinsip 
administrasi secara logis tidak konsisten. Gejala tentang adanya 
pertentangan pendapat di mulai tahun 1930an, buku bacaan bidang ini, 
yaitu Elements of Public Adminstration, yang di sunting oleh Fritz 
Morstein pada 1946, merupakan salah satu terbitan yang pertama kali 
mempertanyakan asumsi yang mempertentangkan politik dan administrasi. 
Empabelas artikel dalam buku itu menunjukkan adanya suatu kesadaran 
baru bahwa apa yang sering nampak sebagai administrasi yang bebas nilai, 
adalah nilai yang ada dalam politik.  
Administrasi negara selalu menjalankan kekuasaan dan berkuasa. 
Pelaksanaan kekuasaan adalah demi kepentingan rakyat, membantu 






keuntungan dari pemerintahan yang baik. Perhatian terhadap kekuasaan 
tertutupi oleh dikotomi yang mencolok antara politik dan administrasi. Namun 
dikotomi tersebut lebih mempertahankan keduanya terpisah, sesungguhnya 
memberikan kerangka dalam menjalankan politik dan administrasi secara 
bersama-sama. Dikotomi menyebabkan lebih tingginya administrasi 
daripadapolitik. Akhirnya dikotomi di tolak bukan karena dikotomi tersebut 
memisahkan politik dan administrasi, melainkan karena ia menggabungkan 
ke duanya dengan cara yang melanggar norma-norma pluralis ilmu politik 
paska perang. Selain itu, tantangan lain yang muncul bersamaan dengan 
tantangan terhadap dikotomi politik tradisional/administrasi adalah suatu 
pertentangan tentang hal yang mendasar: bahwa tidak ada sesuatu yang di 
sebut prinsip administrasi. 
Robert A. Dhal menerbitkan “The Science of Public Administratio: Three 
Problems”. Dalam karangan ini ia berpendapat bahwa: 
“perkembangan prinsip-prinsip administrasi yang universal tersandung 
dengan adanya halangan berbagai pertentangan mengenai hal-hal 
yang paling utama dalam organisasi, perbedaan kepribadian individu, 
dan kerangka sosial, yang berbeda dari kebudayaan satu 
kekebudayaan lainnya”. 
 
Pengujian yang paling rinci mengenai gagasan-gagasan prinsip muncul pada 
1947: dalam buku Simon, Adinistrative Behavior: A Study of Decision-Making 
Processes in Administration Organization. Simon menunjukkan bahwa dalam 
setiap “prinsip” administrasi ada suatu counterprinsip dan karena itu 
menyebabkan keseluruhan ide dari prinsip-prinsip tersebut dapat di bantah. 
Sebagai contoh, literatur tradisional administrasi menyatakan bahwa 
birokrasi harus mempunyai “lingkup pengawasan” yang sempit agar 






Simon, suatu paradigma administrasi negara yang baru seharusnya memiliki 
2 macam ahli administrasi negara yang bekerja secara serasi dan saling 
memberi dorongan: yang memusatkan perhatian pada perkembangan “ilmu 
administrasi murni” yang berdasarkan pada “dasar-dasar psikologi sosial 
secara seksama’’, dan kelompok lainnya yang lebih memusatkan perhatian 
pada “pembuatan kebijaksanaan umum”. 
Meskipun usulannya menekankan masalah kecermatan dan sifat normatif, 
Simon menghendaki agar “ilmu murni” ditunda dulu karena, ada gangguan 
dalam masalah POSDCORB, yaitu mengenai dasar dari pencaplokan “ilmu 
murni”. Para penentang pada tahun 1940-an telah menunjukkan bahwa 
prinsip administrasi merupakan ungkapan ilmu yang sangat jelas. 
Konsekuensinya, administrasi negara semakin skeptis karena gejala 
administrasi harus dimengerti dengan istilah-istilah yang keseluruhannya 
bersifat ilmiah. Kedua, Simon berpendapat bahwa psikologi sosial 
memberikan dasar pemahaman terhadap pelanggaran tingkah laku 
administrasi yang bagi ahli administrasi negara dianggap sebagai asing yang 
tidak menyenangkan. Ketiga, karena ilmu dirasa sebagai bebas nilai, diikuti 
bahwa ilmu administrasi secara logis akan melarang ahli administrasi negara 
dari apa yang mereka rasa sebagai sumber masalah: teori politik normatif, 
konsep kepentingan umum, dan keseluruhan aneka macam nilai 
kemanusiaan. 
Serangan yang dilancarkan oleh Simon dan para pengikutnya juga 
penentang paradigma tradisional, tidak hanya ditujukan kepada ilmuan politik 
tetapi juga ilmuan administrasi negara. Bagi Simon dan pengikutnya, ilmuan 






tetap berada di dalam ilmu politik tetapi juga untuk memperkuat berbagai 
kaitan konseptual antara kedua bidang ini. Sebelum Pasca Perang Dunia II 
ilmuan politik berada di bawah senjata penuh, dan kurang memberikan 
kesempatan sub-bidangnya yang mempunyai prestis tinggi melepaskan diri. 
Ilmu ini terguncang oleh “revolusi pendekatan tingkah laku” yang terjadi pada 
ilmu-ilmu sosial yang lain. Asosiasi ilmu politik Amerika mengalami kesulitan 
keuangan yang sangat berat. Para ilmuan politik sadar bahwa tidak hanya 
ilmuan administrasi negara saja yang mengancam memisahka diri, juga 
sub-bidang lain, seperti hubungan internasional yang berada dalam 
ketidakpastian. 
3. Paradigma 3: Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-sampai 1970).  
Akibat dari kritikan-kritikan, antara lain seperti yang disebutkan di atas, 
administrasi publik kembali ke disiplin induknya yaitu ilmu politik. Pengaruh 
dari gerakan mundur ini adalah adanya pembaruan definisi mengenai lokus 
yakni di birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan 
fokus. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau kembali segala 
jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Studi administrasi 
publik ditandai oleh ketiadaan kerangka kerja intelektual, bahkan 
administrasi publik dianggap sebagai bidang studi yang mengalami 
kemerosotan spiral. Antara tahun 1960-1970, hanya 4% dari seluruh artikel 
pada lima jurnal ilmu politik terkemuka yang menyangkut administrasi publik.  
Hal yang menyedihkan adalah, pada 1962, administrasi publik tidak 
dimasukkan sebagai subbidang ilmu politik dalam Laporan American Political 
Science Association. Pada 1960an, ada usaha serius dari Comparative 






administrasi publik. Kelompok ini mendapat dukungan dana dari Ford 
Foundation. Figur terkemuka dari kelompok ini adalah Fred W. Riggs. 
Administrasi publik lintas budaya sebagai pendekatan komparatif 
mencerminkan pendekatan bari dari administrasi publik pada periode 
tersebut. Tetapi, CAG menghadapi dilema intelektual. Bagi Amerika, 
administrasi publik adalah berorientasi praktis, sedangkan administrasi 
publik komparatif berorientasi theory-building untuk kepentingan 
pengetahuan. Pada 1971, Ford Foundation menghentikan dukungan 
finansialnya kepada CAG.  
4. Paradigma 4: Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970).  
Paradigma 4 ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya 
paradigma ketiga. Melihat posisinya sebagai “warga kelas dua” dalam ilmu 
politik, maka tokoh administrasi publik mulai mencari alternatif lain untuk 
menjadikan administrasi sebagai ilmu. Opsi manajemen (kadangkala disebut 
ilmu administrasi atau manajemen umum) merupakan alternatif yang sehat 
bagi sejumlah besar sarjana administrasi publik. Sebagai suatu paradigma, 
manajemen menyediakan suatu fokus, bukan lokus. Manajemen 
menyediakan teknik-teknik yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi, 
tetapi dalam setting kelembagaan apa keahlian itu harus diterapkan, tidak 
diidentifikasi. 
Seperti dalam Paradigma 2, administrasi adalah administrasi di manapun ia 
ditemukan. Pada paradigma 4 ini administrasi publik kehilangan identitas 
dan keunikannya dalam konteks manajemen yang luas. Pada 1956 dibentuk 
sebuah jurnal penting: Administrative Science Quarterly, berdasarkan premis 






sesuatu yang keliru. Administrasi adalah administrasi. Figur dominan dalam 
periode ini adalah Edward Litchfied dan John D Millet. 
 
 
5. Paradigma 5: Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970 - 1990)  
Komunitas akademik maupun praktisi administrasi publik terus meningkatkan 
kepercayaan diri pada administrasi publik di penghujung tahun 1960an. 
Pada 1970, berlangsung pemisahan administrasi publik dari manajemen 
maupun ilmu politik. Luther Gulick menulis artikel berjudul: Public 
Administration as Neither Management Nor Political Science. Pada 1970 
dibentuk The National Association of Schools of Public Affairs and 
Administration (NASPAA). Keanggotaan NASPAA terdiri dari sekolah tinggi 
dan universitas yang mempunyai program mayor administrasi publik.  
Pembentukan NASPAA tidak hanya menandai perkembangan administrasi 
publik, melainkan pula menunjukkan kepercayaan diri administrasi publik. 
Dengan terbentuknya NASPAA, administrasi publik diakui sebagai suatu 
bidang ilmu tersendiri. NASPAA memberikan akreditasi kepada ratusan 
universitas dan sekolah tinggi. Sejak 1970, administrasi publik diakui sebagai 
suatu bidang ilmu. Lokusnya adalah pada masalah-masalah publik dan 
kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, ilmu 
manajemen, kebijakan publik dan political-economy. 
Dalam perkembangan paradigma Administrasi Publik ini, para cendikiawan 
dalam ilmu administrasi publik mengembangkan berbagai perspektif, seperti 
yang dituliskan oleh Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (1977) dalam “Modern 
Public Administration” yang menuliskan bahwa: 







• Terdiri dari 3 cabang yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan 
hubungan antara ketiganya dalam nuansa kerjasama (tidak ada 
pemisahan). 
• Memainkan peranan penting dalam perumusan kebijakan. Oleh 
karena itu, administrasi publik adalah sebagai bagian dari proses 
politik. 
• Administrasi publik dibedakan dari organisasi privat. Organisasi privat 
lebih berorientasi profit. 
• Administrasi publik memberikan pelayanan publik. Sehingga 
administrasi publik modern selalu berhubungan dengan: 
o Adanya kerja sama antar ketiga cabang pemerintah. 
o Perumusan kebijakan. 
o Proses politik. 
o Pelayanan publik”. 
 
6. Paradigma 5: (Governance) Kepemerintahan (1990 – sekarang) 
Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan 
kepemerintahan. Terdapat tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor 
swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan 
pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai 
satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma 
dari government ke arah governance, yang menekankan pada kolaborasi 
dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan 
masyarakat madani (civil society) maka dikembangkan pandangan atau 
paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan 
yang baik (good governance). 
Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif 
di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal ini 
adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan 
prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh 
seluruh masyarakat. Syarat bagi terciptanya good governance, yang 






hukum), transparansi, responsiveness (daya tanggap), konsensus, 
persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. 
 
2.2.1.4. Perspektif Administrasi Publik 
 Beragamnya pengertian dan pandangan mengenai Administrasi Publik 
bukan suatu hal yang aneh mengingat disiplin ilmu yang mempengaruhi dan 
tujuan yang hendak dicapai dari adanya administrasi publik berbeda-beda. 
Rosenbloom dan Kravchuk membagi pendekatan terhadap administrasi publik 
secara garis besar menjadi tiga macam, yaitu manajerial, politik dan hukum 
(legal). Masing-masing pendekatan tersebut akan menentukan berbedanya nilai, 
prosedur serta aturan main dalam setiap pelaksanaan administrasi publik. 
 Perbedaan pendekatan tersebut juga membuat cara pandang dari setiap 
masyarakat akan berbeda-beda pula. Tiga pendekatan administrasi publik dari 
Rosenbloom dan Kravchuk (2005) dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1.  “Pendekatan Manajerial 
Sudut pandang administrasi publik akhir-akhir ini terbagi menjadi dua 
kelompok yaitu pendekatan manajerial tradisional dan new public 
managerial (NPM). 
a. Manajerial Tradisional 
Pendekatan Manajerial tradisional menekankan pada nilai-nilai efektif, 
ekonomis dan efisien, dengan karakteristik sebagai berikut: 
1) Struktur Organisasi 
 Upaya untuk mencapai nilai dan tujuan dalam pendekatan 
manajerial tradisional diwujudkan melalui struktur organisasi yang 
secara universal dikenal dengan istilah “birokrasi”. Berbeda dengan 
pandangan di masa saat ini dimana birokrasi diartikan sebagai 
sebuah bentuk ketidakefisianan, birokrasi pada saat itu merupakan 
sebuah solusi dan bentuk yang ideal. 
 Birokrasi sebuah organisasi dibentuk berdasarkan garis/jalur 
yang formal, yang mengurai/memisahkan fungsi dan tanggung jawab 
dari masing-masing pegawai. Posisi dan jabatan didasarkan pada 
prinsip keilmuan yang dibentuk dalam suatu skema yang rasional. 
Pemilihan pegawai didasarkan pada kemampuan dan kecakapan 
dalam menjalankan tugas. 
 Struktur organisasi pada pendekatan manajerial tradisional 






kelamin dari masing-masing orang yang terlibat untuk mencapai 
suatu tujuan. 
2) Pandangan terhadap individu (view of the individual) 
 Dalam konsep pendekatan manajerial tradisional, pendekatan 
administrasi publik melihat publik atau masyarakat sebagai suatu 
kesatuan dan bukan sebagai individu yang berdiri sendiri 
(impersonal). Konsep manajerial tradisional bertujuan untuk 
mencapai nilai-nilai yaitu efektif, ekonomis dan efisien. Konsep 
birokrasi dalam struktur organisasi pada akhirnya melahirkan sifat 
impersonal dalam penerapan Administrasi Publik. 
 Menurut Ralph Hummels, manajerial tradisional yang bertujuan 
untuk mencapai nilai efisien, ekonomis dan efektif dapat dicapai 
dengan adanya birokrasi sebagai sarana dalam menangani 
masyarakat dalam jumlah yang besar. 
 Adapun kritik terhadap pendekatan ini adalah bahwa 
impersonalitas yang diterapkan dapat menjadi kontraproduktif, karena 
dapat mengakibatkan tidak berfungsinya suatu sistem. Akan tetapi, 
impersonalitas yang dianut dalam pendekatan ini masih dianggap 
penting untuk memaksimalkan nilai efisien, ekonomis dan efektif dari 
Administrasi Publik. 
3) Pendekatan koqnitif 
 Administrasi publik dipandang sebagai sebuah ilmu pegetahuan 
yang rasional (rational-scientific). Ide bahwa administrasi publik 
dipandang sebagai sebuah ilmu berawal dari pemikiran Woodrow 
Wilson pada tahun 1887. Pada tahun 1926, Leonard White 
menyatakan bahwa administrasi publik telah bertransformasi dari 
sebuah Art menjadi ilmu pengetahuan (science) dan sejak saat itu 
komitmen untuk mengembangkan ilmu administrasi publik menjadi 
semakin kuat. 
 Pada praktiknya, pandangan administrasi publik sebagai suatu 
ilmu menghasilkan pengembangan terhadap prilaku administratif, 
yang antara lain dengan mengembangkan cara dan formula 
penerapan ilmu administrasi secara empiris. 
4) Budgeting 
 Nilai yang dianut dalam pendekatan manajerial tradisional 
adalah efisien, ekonomis dan efektif mempengaruhi aspek 
penganggaran (budgeting) dalam penerapan administrasi publik yang 
dalam hal ini adalah pelaksanaan program-program pemerintah. 
Secara ideal, pendekatan ini menekankan pendanaan/penganggaran 
secara rasional untuk mencapai program dan fungsi pemerintah 
secara luas dengan mempertimbangkan cost and benefit. 
5) Pengambilan keputusan 
 Pengambilan keputusan dalam pendekatan ini bersifat 
rational-comprehensive dengan menitikberatkan pada efektifitas. 
Pengambilan keputusan pada pendekatan ini terpusat pada pemilik 
kuasa pengambil kebijakan/administrator publik tanpa melibatkan 
partisipasi publik/masyarakat. 
 
b. New Public Manajerial (NPM) 






tahun 1990-an, sebagai kritik dan perubahan pandangan dari metode 
pendekatan Manajerial Tradisional yang melihat bahwa model birokrasi 
yang dibangun dalam pendekatan Manajerial Tradisional telah rusak. 
Seperti halnya pada pendekatan Manajerial Tradisonal pada awal 
mulanya, penekanan pendekatan NPM terhadap administrasi publik 
adalah untuk memperbaiki kualitas dari sektor publik. 
 NPM seolah adalah jawaban dari retorika politik anti-pemerintah, 
kritik terhadap birokrat dan tidak adanya kebebasan pers yang 
menyebabkan administrasi publik sangat tidak kompeten dan tidak 
efektif. Penerapan administrasi publik dari sudut pandang Manajerial 
Tradisional pada akhirnya membuat masyarakat mencari sudut pandang 
dan model pendekatan administrasi yang baru untuk menyesuaikan 
perkembangan zaman. 
 Menurut Osborne dan Gaebler (1992), ada beberapa alasan untuk 
mereformasi pandangan tersebut, yaitu: 
1) Administrasi Publik harus fokus pada usaha mencapai tujuan dan 
bukan hanya menyesuaikan pada prosedur; 
2) Untuk mencapai tujuan, administrasi publik harus berorientasi pada 
pasar dan penyedian barang kebutuhan serta jasa; 
3) Publik harus dilihat sebagai costumer sehingga pemerintah harus 
lebih responsif dalam pemenuhan kebutuhan; 
4) Terkait pandangan mengenai orientasi pasar, fungsi yang 
dijalankan pemerintah adalah mengarahkan dan bukan mengatur; 
5) Pemerintahan harus diatur-ulang, sentralisasi birokrasi dalam hal 
kontrol terhadap penganggaran, kepegawaian, audit, pengadaan 
dan penganggaran tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
Keterlibatan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, 
Perusahaan/Swasta harus dilibatkan dalam pelayanan, penerapan 
kebijakan dan pemberlakukan peraturan yang ada; 
6) Dengan adanya deregulasi dan berkurangnya peran sentral 
pemerintah, para pelayan publik/administrator publik harus 
berusaha lebih kreatif untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat; 
7) Secara umum, administrasi publik harus berubah dari sifatnya yang 
kaku menjadi lebih fleksibel, inovatif, penekanan pada penyelesaian 
masalah, dan menciptakan jiwa usaha. 
 
 Adapun nilai-nilai utama pada pendekatan NPM adalah 
berorientasi pada hasil, fokus kepada pelayanan publik, pemberdayaan 
para pegawai/pelayan publik, kewirausahaan, dan tumbuhnya 
pengalihan bisnis (outsourcing). Beberapa karakteristik dalam 
pandangan NPM antara lain, yaitu: 
1) Struktur Organisasi 
Unit-unit organisasi administrasi publik berorientasi pada pelayanan 
masyarakat sehingga lebih kompetitif dan menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagaimana perusahaan pada umumnya. 
Konsekuensinya adalah struktur organisasi bukan lagi vertikal 
seperti halnya birokrasi, namun hierarki yang ada menjadi lebih 
rendah dan setara. Batasan yang ada antara organisasi/lembaga 






responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
2) Pandangan terhadap individu (view of the individual) 
NPM melihar individu/masyarakat sebagai costumer. Costumer di 
sini dapat berupa lembaga, pemerintahan itu sendiri (internal 
costumer) serta organisasi swasta. Pemenuhan kebutuhan 
masyarakat mau tidak mau membuat pemerintahan bertransformasi 
menjadi lebih berorientasi bisnis. 
3) Pendekatan koqnitif 
Pendekatan pada NPM lebih didasarkan pada tahapan teori, 
observasi, pengukuran dan uji coba, namun dapat juga bersifat 
pragmatis untuk menguji apakah teori tersebut dapat diterapkan 
atau tidak. Pengujian teori didasarkan pada benchmark 
permasalahan publik seperti tingkat kriminalitas, kehamilan pada 
remaja, kematian bayi serta tingkat putus sekolah, yang hasilnya 
digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan administrasi publik itu 
sendiri. 
4) Budgeting (Penganggaran) 
Fokus penganggaran berfokus pada produktifitas pelayanan dan 
penegakkan peraturan (output) dan hasil (outcome), daripada input 
seperti personil administrator maupun peralatan. Penganggaran 
lebih melihat kepada kinerja dan sangat bergantung pada pasar. 
Penganggaran yang ideal menurut NPM yang pertama adalah untuk 
memungkinkan lembaga administrasi untuk mengatur budget untuk 
dialokasikan pada apa yang menurut mereka dapat menghasilkan 
capaian yang terbaik; dan yang kedua adalah memiliki jiwa 
kewirausahaan dalam mengembangkan pasar sehingga dapat 
menghasilkan biaya/harga yang lebih kompetitif. 
5) Pengambilan keputusan 
Pengambilan keputusan didasarkan pada sifat cepat-tanggap 
(responsif) pada harapan masyarakat, tingkat kinerja dan efektifitas 
biaya. Secara umum, pengambilan keputusan pada NPM bersifat 
desentralistik. 
2. Pendekatan Politik 
 Pendekatan politik terhadap administrasi publik berkembang pada 
masa New Deal (1933-1938) dan Perang Dunia II (1941-1945) melalui 
observasi yang diantaranya dilakukan oleh Paul Appleby. Menurut Appleby, 
administrasi adalah sebuah proses politik. Beberapa tokoh lain juga tertarik 
pada bagaimana administrator publik berpartisipasi pada 
pembuatan/penyusunan kebijakan. Berbeda dengan pada masa awal 
lahirnya pendekatan manajerial yang menekankan pada seperti apa 
seharusnya administrasi publik itu, pendekatan politik berkembang dari 
observasi empiris/nyata. 
 Nilai-nilai yang tertanam dalam pendekatan politik terhadap 
administrasi publik adalah keterwakilan, responsif dan akuntabilitas. 
Karakteristik dari pendekatan Politik dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Struktur Organisasi 
 Administrasi publik dibentuk berdasarkan nilai-nilai politik, yaitu 
keterwakilan, responsif dan akuntabilitas. Hal tersebut cendrung 
bertentangan dengan cara pandang pendekatan manajerial yang 






politik menekankan pada keberagaman yang mewakili masyarakat itu 
sendiri. 
 Pendekatan politik membuat pemerintah menjadi tidak terurus, 
banyak memakan biaya dan tidak efisien, akan tetapi hal tersebut tidak 
menjadi masalah karena yang menjadi hal utama adalah bahwa suatu 
organisasi publik (pemerintahan) harus memiliki keberagaman dan 
keterwakilan dari setiap golongan masyarakat. 
b. Pandangan terhadap individu (view of the individual) 
 Pendekatan politik memandang bahwa administrasi publik harus 
memisahkan masyarakat berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan 
politik. Dalam pendekatan ini, setiap individu atau masyarakat juga 
terbagi / dikelompokkan ke dalam komunitas-komunitas / grup 
berdasarkan interest atau minatnya masing-masing. 
c. Pendekatan kognitif 
Pendekatan politik memandang suatu ilmu sebagai cara untuk 
mengembangkan pengetahuan yang nyata. Akan tetapi hal tersebut 
bergantung pada keterwakilan dan kesepakatan atau pengembangan 
dari tujuan koalisi-koalisi yang ada. Diskusi politik dan debat adalah 
metode untuk mengembangkan pengetahuan dan menemukan 
kebenaran yang hasilnya akan digunakan dalam praktik administrasi 
kepada publik. 
d. Budgeting (penganggaran) 
Penganggaran dalam administrasi publik dilihat sebagai sesuatu yang 
lebih bersifat politis daripada aspek bisnis. Pada praktiknya, akan 
terjadi perlombaan dalam penganggaran, dimana masing-masing 
golongan politik akan berusaha untuk mendapatkan uang rakyat dan 
pemanfaatannya dalam bentuk program bagi masyarakat sesuai 
dengan keterwakilannya. Penganggaran dalam pendekatan politik 
sangat bergantung pada kekuatan masing-masing golongan politik, 
tokoh politik dan pandangan dari masyarakat. 
e. Pengambilan keputusan 
Pengambilan keputusan menekankan pada keberagaman, rasionalitas 
yang terbatas, dan pejabat publik memiliki keterbatasan dalam 
pengambilan keputusan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah 
administrator publik tidak bebas dalam membuat suatu kebijakan dan 
aturan. Sifat dari kebijakan yang diambil sangat dipengaruhi dukungan 
dari partai pendukung pemerintah maupun oposisi yang ada, daripada 
mempertimbangkan aspek efektivitas dan analisa keilmuan. 
 
3. Pendekatan Politik 
 Pendekatan hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan 
dan penegakkan hukum di keadaan yang konkrit. Pendekatan ini 
menekankan pada tiga hal yang saling terkait, yaitu Hukum Administrasi, 
peradilan administrasi, dan hukum konstitusi. Hukum administrasi adalah 
hukum yang mengatur antara lain proses administrasi secara umum, 
seperti peraturan umum, aturan pemerintah, penganggaran, pelayanan dan 
hubungan antar lembaga. Peradilan Administrasi adalah kamar peradilan 
khusus yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan 
sewenang-wenang pejabat publik yang melahirkan suatu kebijakan. 






penerapan administrasi publik. 
 Nilai-nilai yang terdapat pada Pendekatan Hukum terhadap 
administrasi publik adalah Ketaatan pada Konstitusi (Constitutional 
Integrity), Penegakan hukum/prosedur berdasarkan hukum yang berlaku 
(procedural due process), hak-hak dasar (substantive rights), dan 
persamaan di depan hukum bagi semua masyarakat (equal protection 
equity) . 
Beberapa karakteristik dalam pendekatan hukum (legal) antara lain, yaitu: 
a. Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi pada Pendekatan Hukum mengarah pada 
sistem peradilan. Pendekatan ini mengubah pandangan pelayanan 
kepada masyarakat menjadi penekanan pada prosedur hukum, sistem 
peradilan berkebalikan dengan sifat efisien, ekonomis dan efektivitas 
manajerial dan juga tidak berlawanan dengan sifat keterwakilan, 
responsif dan akuntabilitas dari pendekatan politik. Peradilan 
dipandang mampu memaksimalkan perlindungan terhadap hak-hak 
para pihak terhadap hal-hal yang ilegal. Terdapat kelemahan dalam 
sistem peradilan ini, diantaranya adalah tidak praktis/kaku dan banyak 
memakan waktu, sehingga muncul alternatif lain dalam rangka mencari 
keadilan di luar peradilan, yaitu melalui lembaga penyelesaian 
sengketa lainnya di luar pengadilan melalui arbitrase, negosiasi dan 
mediasi. 
b. Pandangan terhadap individu (view of the individual) 
 Setiap masyarakat dipandang sebagai individu/subjek yang unik 
yang dapat berdiri sendiri maupun berkelompok (dalam kasus gugatan 
class-action) memiliki hak dan kewajian yang sama di depan hukum. 
Penegakan hukum/prosedur berdasarkan hukum yang berlaku 
(procedural due process), hak-hak dasar (substantive rights), dan 
persamaan di depan hukum bagi semua masyarakat (equal protection 
equity). 
c. Pendekatan kognitif 
 Pada pendekatan hukum, ilmu pengetahuan dikembangkan 
berdasarkan metode pada peradilan. Fakta-fakta yang didapat dalam 
penerapan peraturan bukti-bukti yang ada menjadi informasi yang 
dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan/kebijakan. Pendekatan 
hukum memandang beberapa kelompok sosial sebagai “tersangka” 
karena adanya asumsi bahwa terdapat ancaman terhadap berlakunya 
konstitusi atau peraturan-perundang-undangan. 
d. Budgeting (penganggaran) 
Penganggaran dilihat sebagai sarana untuk menekankan pada 
integritas konstitusional dan kebutuhan akan perlindungan hak-hak 
dasar/konstitusional kepada setiap golongan masyarakat baik 
mayoritas maupun minoritas. 
e. Pengambilan keputusan 
Pengambilan keputusan secara hukum pada umumnya bersifat 
inkremental. Setiap fakta-fakta dari setiap kasus akan dievaluasi 
dengan berbasis pada pengaplikasian prinsip-prinsip hukum yang telah 
diberlakukan pada masa sebelumnya (yurisprudensi). Hal-hal 
terdahulu yang menjadi tolak ukur (Precedential Incrementalism) akan 








 Penjelasan atas pendekatan-pendekatan Administrasi Publik menurut 
Rosenbloom di atas dapat dilihat pada tabel/matriks sebagai berikut: 
Tabel 2.2: Matriks pendekatan administrasi publik menurut Rosenbloom (2005) 
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Eksekusi Eksekusi Legislasi Peradilan 
Sumber: Rosenbloom dan Kravchuk (2005) 
 
2.2.2. Akuntabilitas Publik 
2.2.2.1. Pengertian Akuntabilitas 
 Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus 






untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Basri (2007: 
349) bahwa: 
“akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa 
yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang 
bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 
kebijakan fiskal, managerial dan program”. 
 
Kemudian akuntabilitas menurut Tanjung (2014: 11) yaitu:  
“mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas 
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. 
 
Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah: 
“instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok 
dan fungsi serta misi organisasi”. 
 
 Sedikit berbeda dengan definisi akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, 
Sulistiyani (2004: 79) memberikan definisi yang lebih luas, bahwa: 
“transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam 
penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan 
yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung 
kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama 
dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. 
Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada 
semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat 
pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik 
ditingkat program, daerah dan masyarakat”. 
 
 
2.2.2.2. Pengertian Akuntabilitas Publik 
 Menurut Halim (2012: 20) definisi akuntabilitas publik adalah: 
“kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan 
kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi 
kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta 
kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan”.  
 
Mardiasmo (2009: 20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik yaitu:  
“akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 






mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. 
 
Menurut Ulum (2010: 40) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah: 
“Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung- 
jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 
melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”. 
 
Sedangkan menurut Mursyidi (2013: 44) akuntabilitas publik adalah:  
“mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. 
 
Sedangkan menurut Mahmudi (2015: 9) akuntabilitas publik adalah: 
“kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, 
dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 
penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat”. 
 
Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas publik adalah: 
“sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik 
pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen 
dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini 
sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang 
dapat dipertanggungjawabkan (responbility), yang dapat dipertanyakan 
(answerbility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang 
memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu 
aspek dari administrasi publik/pemerintah”. 
 
Definisi akuntabilitas publik menurut Kusumastuti (2014: 2) adalah:  
“bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat 
menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh 
keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap 
hasil kinerjanya”. 
 
Menurut Bastian (2010: 385), akuntabilitas publik adalah: 
“kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk 
menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan 
hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki 
hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau 
pertanggungjawaban”. 
 






“mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. 
 
 Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 
akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk 
melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk 
melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan 
kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah 
diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat 
mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi 
keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik. 
 
2.2.2.3. Prinsip-prinsip Akuntabilitas Publik 
 Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik diperlukan untuk memperhatikan 
prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP (2000: 43) yaitu sebagai 
berikut:  
1. “Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk 
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.  
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 
sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan.  
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 
yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai 
katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode 
dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas”. 
 
 Selain itu, ciri-ciri Pemerintahan yang akuntabel menurut Finner dalam 
Widodo (2010: 104) yaitu: 
“sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang 
menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar 






mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai 
objektif yang akan menentukan accountable diantaranya sebagai berikut:  
a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara 
terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.  
b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.  
c. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 
proses pembangunan dan pemerintahan.  
d. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance) 
pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat 
menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan 
pemerintah”. 
 
2.2.2.4. Jenis-jenis Akuntabilitas Publik 
 Jenis-jenis akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa macam 
diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ulum (2010: 42) yaitu:  
1. “Akuntabilitas Internal 
Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan 
negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik 
individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada 
atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya 
secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan 
akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam 
instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah.  
2. Akuntabilitas Eksternal 
Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk 
mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan 
dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak 
eksternal dan lingkungannya”. 
 
 Akuntabilitas juga dibedakan menjadi beberapa macam, Wasistiono (2007: 
50) mengemukakan ada lima perspektif akuntabilitas, yaitu:  
a. “Akuntabilitas Administratif/organisasi 
Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit 
bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.  
b. Akuntabilitas Legal 
Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan 
proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali 
kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu 
peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
c. Akuntabilitas Politik 
Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan 






sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan 
tanggugjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada 
tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.  
d. Akuntabilitas Profesional 
Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan 
tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini 
lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.  
e. Akuntabilitas Moral 
Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan 
masyarakat. Hal ini lebh banyak berbicara tentang baik atau buruknya 
suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan 
hukum/pimpinana kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku 
setempat”. 
 
 Akuntabilitas publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015: 
9) yaitu: 
1. “Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) 
Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, 
misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri 
kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang 
kepada CEO, dan sebagainya.  
2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability) 
Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas 
atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan 
atasan dan bawahan”. 
 
 Selain itu Ulum (2010: 41) juga  mengemukakan dua jenis akuntabilitas 
yaitu:  
1. “Akuntabilitas Keuangan 
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:  
a. Integritas Keuangan  
b. Pengungkapan  
c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Sasaran pertanggungjawaban ini yaitu laporan keuangan yang disajikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, 
penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan 
dilaksanakannya tiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan 
suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, 
tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.  
1. Integritas Keuangan 
Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan 
keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan 
yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas 
laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan 
keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar 






yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan 
juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara 
terbuka dan digambarkan secara jujur.  
2. Pengungkapan 
Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan 
disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di 
pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip 
akuntansi dan pelaporan keuangan.  
3. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu: 
1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang 
mengatur mengenai keuangan negara  
2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia  
3) Undang-undang APBN  
4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perimbangan keuangan pusat dan daerah  
5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pemerintahan daerah 
6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pelaksanaan APBN/APBD  
7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 
keuangan pusat dan daerah  
2. Akuntabilitas Kinerja 
Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam 
memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik 
lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of 
accountability dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan 
maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas 
pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan”. 
 
 Mardiasmo (2009: 21) juga membagi dua macam Akuntabilitas Publik yang 
terdiri dari:  
1. “Pertanggungjawaban Vertikal (Vertical Accountability) 
Pertanggungjawaban vertikal itu sendiri adalah pertanggungjawaban atas 
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 
pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 
pemerintah pusat kepada MPR. 
2. Pertanggungjawaban Horisontal (Horizontal Accountability)  
Pertanggungjawaban horisontal yaitu pertanggungjawaban kapada 
masyarakat luas”. 
 
 Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi 






sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal 
(horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical 
accountability). Tuntutan yang muncul adanya perlu dibuat laporan keuangan 
eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.  
 Selain itu menurut Baswir (2000: 7) menyatakan bahwa” 
“laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat 
dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas 
pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, maupun politik. 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang 
memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki 
kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Akuntabilitas 
pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberikan kepada 
rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya 
dan dan masyarakat beserta penggunanya”. 
 
Akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi menjadi empat bagian 
menurut Baswir (2000: 7) yaitu:  
1. “Sumber daya finansial  
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dari kebijakan administrasi  
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan  
4. Hasil Program dan Kegiatan Pemerintah yang tercermin dalam pencapaian 
tujuan, dan efektifitas”. 
 
 Selain itu menurut J.D Stewart dalam tulisan Andrianto (2007: 23-24) 
mengidentifikasikan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima jenis, yaitu:  
1. “Policy Accountability, yaitu akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang 
dibuat.  
2. Program Accountability, yaitu akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan 
efektifitas yang dicapai.  
3. Performance Accountability, yaitu akuntabilitas atas pencapaianpencapaian 
kegiatan yang efisien.  
4. Process Accountability, yaitu akuntabilitas penggunaan proses, prosedur, 
atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang 
ditetapkan.  
5. Probity and Legality Accountability, yaitu akuntabilitas atas legalitas dan 
kejujuran penggunaan dan sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan 










2.2.2.5. Dimensi Akuntabilitas Publik 
 Dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor 
publik menurut Hopwood dan Tomkins (1984); Elwood (1993) dalam tulisan 
Mahmudi (2015: 9) yaitu :  
1. “Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga 
publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum 
yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan 
telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 
menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan 
dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi 
dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law of 
enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik 
organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.  
2. Akuntabilitas Manajerial  
Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggugjawaban lembaga publik untuk 
melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas 
manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance 
accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung 
jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada 
klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas 
bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.  
3. Akuntabilitas Program  
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan 
hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain 
akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi 
hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi 
dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.  
4. Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik 
atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik 
hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah 
ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam 
membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, 
mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan 
(stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan 
dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.  






Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik 
untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, 
dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. 
Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 
masyarakat. Akuntabilitas ini mengaharuskan lembaga-lembaga publik 
untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial 
organisasi kepada pihak luar”. 
 
 Sedangkan menurut Elwood (1993) dalam tulisan Mardiasmo (2009: 21-22) 
menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh 
organisasi sektor publik yaitu:  
1. “Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum  
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 
penggunaan sumber dana publik.  
2. Akuntabilitas Proses  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.  
3. Akuntabilitas Program  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal.  
4. Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, 
baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas”. 
 
Menurut Rasul (2002: 11) ada lima dimensi akuntabilitas yaitu: 
1. “Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan 
akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya 
supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya 
praktik organisasi yang sehat.  
2. Akuntabilitas Manajerial  
Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas 
kinerja adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan 
organisasi secara efektif dan efisien.  
3. Akuntabilitas Program  
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi 






dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga harus 
mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 
pelaksanaan program.  
 
 
4. Akuntabilitas Kebijakan 
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan 
kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di 
masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan 
kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan itu dilakukan.  
5. Akuntabilitas Finansial  
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga pubik 
untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, 
dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. 
Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 
masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk 
membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial 
organisasi kepada pihak luar”. 
 
2.2.3.  Keuangan Publik 
 Menurut Gruber (2011: 3), dalam istilah yang paling sederhana, keuangan 
publik adalah: 
“studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Ini adalah definisi 
yang sangat luas. Hal ini melibatkan empat pertanyaan keuangan publik 
yaitu Kapan sebaiknya pemerintah campur tangan dalam ekonomi? 
Bagaimana mungkin pemerintah campur tangan? Apa efek dari intervensi 
tersebut terhadap hasil ekonomi? Mengapa pemerintah memilih untuk 
campur tangan dengan cara yang mereka lakukan”. 
 
 Musgrave (1959) menyatakan fungsi keuangan pemerintah adalah: 
“menetapkan anggaran keuangan publik meliputi: (1) keputusan alokasi 
(layanan apa yang akan disediakan); (2) keputusan distribusi (siapa yang 
mendapat manfaat dan menanggung bebannya); dan (3) keputusan 
stabilisasi (berapa tingkat pendapatan dan harga-harga yang dapat 
diterima)”.  
 
Keputusan alokasi terkait erat dengan kewenangan utama pemerintah 
menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat terutama 
barang publik yang nilainya relatif besar tetapi tidak disediakan oleh swasta. 






sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat untuk 
menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber 
ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Oleh karena itu, keputusan 
distribusi terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara 
proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang 
optimal. Keputusan stabilisasi merupakan peran pemerintah untuk menjamin dan 
menjaga stabilitas perekonomian secara makro misalnya mengendalikan laju 
inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, dan mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. Oleh karena itu, fungsi ini terkait erat dengan variabel-variabel ekonomi 
makro dan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Dalam konteks 
pembangunan desentralisasi, pemerintah daerah lebih berperan pada keputusan 
alokasi dan keputusan distribusi.  
 Menurut Rosen (1999), keuangan publik adalah: 
“aktivitas pemerintah terkait perpajakan dan belanja pemerintah yang 
membahas:  
1. Government expenditure atau pengeluaran pemerintah 
2. Government revenues and taxes atau sumber-sumber penerimaan 
pemerintah dengan pajak sebagai sumber penerimaan terpenting  
3. Government borrowing and indebtedness atau pinjaman pemerintah 
dan pelunasannya. 
4. Fiscal administration and fiscal technique atau administrasi fiskal dan 
teknis fiskal yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara.  
5. Intergovernment fiscal relationship atau perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
6. Fiscal policy atau kebijakan fiskal yang mempelajari peran dan 
pengaruh keuangan pemerintah pada pendapatan, distribusi 
pendapatan, kesempatan kerja, harga-harga, dan efisiensi alokasi 
sumber daya”. 
 
 Keuangan publik dapat disimpulkan sebagai aktivitas keuangan pemerintah 
serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap 
keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah 






pemerintah serta menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja 
pemerintah pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas 
ekonomi. 
2.2.4. Badan Layanan Umum 
2.2.4.1. Konsep dan Definisi Badan Layanan Umum 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum pasal 1 ayat 1 dan 2, yang disebut dengan 
Badan Layanan Umum (BLU) adalah: 
“Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas”. 
 
 BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 
prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
 Konsep Pengelolaan Keuangan BLU tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. BLU adalah instansi di 
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
 Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat PPK BLU memberikan bimbingan, 
asistensi, dan konsultasi dalam penyusunan tarif/pola tarif, menyelenggarakan 
pembahasan pengkajian usulan tarif/pola tarif, dan menyampaikan rekomendasi 






BLU. Bimbingan teknis berupa pemberian bimbingan dalam rangka penyusunan 
persyaratan administratif bagi satker yang akan mengajukan usulan menjadi 
satker yang menerapkan PK BLU dan bimbingan teknis bagi satker yang telah 
menerapkan PK BLU seperti pembuatan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), 
tarif dan remunerasi. 
 Ditjen Perbendaharaan melakukan pembinaan secara langsung antara lain: 
1. Memberikan arahan terkait dengan pengelolaan keuangan BLU; 
2. Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi satker BLU, dengan cara 
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait; 
3. Menyelenggarakan Help Desk sebagai sarana bagi satker BLU dalam 
menyampaikan berbagai permasalahannya terkait dengan implementasi PK 
BLU. 
 Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai 
Perbendaharaan Negara, pasal 68 dan 69 pemerintah memperkenalkan Proses 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) bagi satuan kerja 
(satker) yang menyediakan layanan kepada masyarakat, kemudian juga 
diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tahun Proses 
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Hal ini mengarahkan satker pada 
instansi pemerintah untuk dapat mengelola keuangan secara fleksibel dan 
menerapkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam setiap bentuk 
pendayagunaan sumber daya yang dipakainya. Badan Layanan Umum 
diharapkan akan menjadi acuan instansi-instansi lainnya dalam menerapkan 
manajemen keuangan yang berbasis kinerja. 
 Proses PK-BLU yang ditawarkan pemerintah menitikberatkan pada 






dan belanja, pengelolaan aset, pengelolaan utang dan piutang serta pengelolaan 
kas. Proses PK-BLU yang tercermin dari produktivitas, efisiensi dan efektivitas, 
juga berdampak pada profesionalisme bagi pegawai Badan Layanan Umum 
tersebut. Dalam Proses PK-BLU diperkenankan untuk mempekerjakan atau 
merekrut tenaga profesional Non-PNS yang kompeten dan handal sesuai dengan 
bidangnya masing-masing serta dapat diberikan imbalan jasa kepada pegawai 
sesuai dengan kontribusinya. 
 Berdasarkan jenis layanan yang diberikan satket Badan Layanan Umum 
dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar (Kementerian Keuangan. 
2013), yaitu: 
a. “Penyedia layanan barang dan/atau jasa, misalnya pendidikan dan 
pelatihan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta bidang 
penyiaran publik. 
b. Pengelola wilayah/kawasan tertentu, misalnya otorita, kawasan 
pengembangan, kawasan ekonomi terpadu. 
c. Pengelola dana khusus, misalnya pengelola dana bergulir, rekening dana 
investasi dan rekening pembangunan daerah”. 
 
 Proses transformasi kelembagaan sektor publik pada tahun 1990-an dan di 
awal tahun 2000-an terjadi dalam berbagai cara (Kementerian Keuangan. 2013), 
diantaranya adalah: 
a. “Rightsizing (cut the government), yaitu reorganisasi untuk mengurangi 
birokrasi demi meningkatkan efisiensi. 
b. Corporation (managing for result), yaitu membuat autonomous agency di 
instansi pemerintah yang bekerja dengan semangat ala korporasi. 
c. Privatization, yaitu menjadikan sektor publik terbuka untuk dimiliki 
masyarakat/swasta”. 
 
 Menurut Kementerian Keuangan (2013), Satker Badan Layanan Umum 
sebagai agen yang mandiri memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan 








2.2.4.2. Dasar Hukum Badan Layanan Umum 
Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam 
pengelolaan keuangan PK-BLU antara lain:  
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara.  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum.  
6. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER-66/PB/2005.  
7. Permenkeu RI Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan 
Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum.  
8. Permenkeu RI Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan 
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan 
Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007. 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan 






10. Perdirjen Perbendaharaan Depkeu RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP oleh Satuan Kerja Instansi 
Pemerintah yang menerapkan PK BLU.  
11. Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor 57/PB/2008 tentang Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU)  
12. Permenkeu RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.  
13. PER-51/PB/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan 
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.  
 
2.2.4.3. Azas Badan Layanan Umum 
 Sebagai Lembaga di mana dalam menjalankan kegiatan tidak berfokus 
hanya pada keuntungan semata, Azas yang digunakan dalam Badan Layanan 
Umum (Kementerian Keuangan. 2013) antara lain:  
1. “Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian 
Negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum 
yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh 
instansi induk yang bersangkutan.  
2. Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan 
kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status 
hukum Badan Layanan Umum tidak terpisah dari kementerian 
Negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.  
3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang 
didelegasikannya kepada Badan Layanan Umum dari segi manfaat layanan 
yang dihasilkan.  
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab 
atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan 
kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/bupati/walikota.  
5. Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa 
mengutamakan pencarian keuntungan.  
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan 
Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan 






7. Badan Layanan Umum mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan 
dengan praktek bisnis yang sehat”.  
 
2.2.4.4. Persyaratan Administrasi Penetapan Badan Layanan Umum 
 Berikut adalah persyaratan administratif dalam penetapan sebagai BLU 
terdiri dari: 
1. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, 
dan manfaat bagi masyarakat; 
2. pola tata kelola; 
3. rencana strategis bisnis ; 
4. laporan keuangan pokok; 
5. standar pelayanan minimal; dan 
6. laporan audit terakhir (bila telah diaudit) atau membuat pernyataan bersedia 
diaudit secara independen. 
 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 
keuangan, dan manfaat bagi masyarakat sebagai berikut; 
• Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dibuat 
oleh pimpinan Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mengajukan usulan 
untuk menerapkan PK BLU; 
• Ditandatangani oleh Pimpinan Satker yang bersangkutan dan disetujui 
oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga serta dibubuhi materai dengan 
menggunakan kop surat Satker; 
• menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I 








2.2.4.4. Penetapan Tarif Badan Layanan Umum 
 Satker BLU yang dibina oleh Direktorat PPK BLU terbagi menjadi 3 (tiga) 
rumpun yakni Rumpun Barang/Jasa yang terdiri dari lingkup Pendidikan dan 
lingkup Kesehatan, Rumpun Pengelola Dana, Rumpun Pengelola Kawasan (data 
terlampir). Oleh Karena Satker BLU yang dibina oleh Dit.PPK BLU tersebut 
berbeda di dalam karakteristiknya, menyebabkan terjadi perbedaan di dalam 
usulan tarif layanan, baik terhadap jenis, bentuk, nilai, satuan usulan tarif 
layanan, perbedaan di dalam pencantuman analisa 4 (empat) azas/faktor 
pengusulan tarif sebagaimana PP Nomor 23 tahun 2005, perbedaan di dalam 
penggunaan metode perhitungan Unit Cost, perbedaan di dalam penetapan 
sistem kelas di dalam tarif layanan. 
 Satker BLU menyampaikan usulan Tarif Layanan kepada Direktorat PPK 
BLU Subdit dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (*.doc). Untuk inti kerangka 
usulan Tarif sendiri terdiri dari : 
1. Latar Belakang 
2. 4 Azas/Faktor pengusulan tarif : 
a)  Kontinuitas dan Pengembangan Layanan; 
b) Daya Beli Masyarakat; 
c)  Azas Keadilan dan Kepatutan; 
d) Kompetensi yang sehat; 
3. Maksud dan Tujuan; 
4. Dasar Hukum; 
5. Pengertian; 
6. Sistematika Penyajian; 






8. Usulan Tarif Layanan; 
Perhitungan Unit Cost Tarif layanan dibagi menjadi beberapa metode seperti : 
metode Activity Based Costing (ABC), metode Moving Average Cost, 
Metode Double Distribution Cost. Metode Double Distribution sebagai metode 
yang paling banyak digunakan oleh Satker BLU di dalam penetuan unit cost yang 
menjadi dasar di dalam penentuan Tarif Layanan yang diusulkan karena 
perhitungannya sangat mudah dengan membagi total cost setahun dengan 12 
(dua belas). 
 Direktorat PPK BLU Khususnya Seksi Tarif Subdit Tarif Remunerasi dan 
Informasi, menerima file usulan tarif tersebut dalam bentuk Hardcopy maupun 
Softcopy yang akan dilakukan pengkajian. Oleh karena terdapat perbedaan 
rumpun di dalam pengelompokan Satker BLU yang terdiri dari Rumpun Barang 
dan/atau Jasa seperti Kesehatan dan Pendidikan, Rumpun Pengelola Dana, dan 
Rumpun Kawasan. Perbedaan di dalam rumpun tersebut berpengaruh kepada 
perbedaan di dalam isi usulan tarif layanan sehingga berbeda pula di dalam 
bentuk rencana PMK-nya. 
 
2.2.4.4. Penelaahan dan Pengkajian Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum 
 Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pengkajian Laporan 
Keuangan Satker BLU, diantaranya: 
1) Ketepatan penyampaian dan kelengkapan Laporan Keuangan; 
2) Kesesuaian antara Laporan Keuangan; 
3) Penyajian per akun pada Laporan Keuangan; 






5) Analisa Horizontal; 
6) Hal-hal lain terkait Laporan Keuangan. 
 
2.2.5.  Anggaran 
2.2.5.1. Pengertian Anggaran 
 Menurut Freeman dan Shoulder (2003) dalam Nordiawan, dkk. (2008):  
“budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited 
demands, and a budget is a dollar-and-cents plan of operation for a specific 
period of time”. 
 
Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penganggaran merupakan suatu 
proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan 
yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Sementara itu, anggaran 
merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam 
satuan mata uang.  
Mardiasmo (2009) mendefinisikan anggaran sebagai: 
“pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode 
waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran 
merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.  
 
Bastian (2010) berpendapat bahwa: 
“anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan 
pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa 
periode mendatang”.  
 
Pengertian lain diberikan oleh Lee dan Johnson (1998):  
“a budget is a document or a collection of documents that refers to the 
financial condition of an organization…, including information on revenues, 
expenditures, activities, and purposes or goals…, a budget is prospective 
referring to anticipate future revenues, expenditures, and 
accomplishments”. 
 
yang dapat diartikan sebagai anggaran merupakan suatu dokumen yang 






belanja, aktivitas, serta tujuan organisasi. 
 Dari berbagai definisi anggaran, Sutarto (2001) yang dikutip oleh Nurman 
(2011) merumuskan anggaran kedalam empat unsur, yaitu:  
a. “Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 
kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.  
b. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang 
akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.  
c. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan 
pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 
d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa 
berlakunya anggaran untuk masa yang akan datang”. 
 
2.2.5.2. Fungsi Anggaran 
Dalam ruang lingkup akuntansi, menurut Nordiawan, dkk. (2008),  
“anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Berikut beberapa 
fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik:  
1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan anggaran, organisasi 
mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan 
yang dibuat.  
2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran organisasi sektor 
publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar 
(overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya 
(misspending).  
3. Anggaran sebagai alat kebijakan. Arah atas kebijakan tertentu dapat 
ditentukan melalui anggaran organisasi sektor publik. Contohnya, apa 
yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan fiskal, apakah melakukan 
kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya 
pengeluaran yang direncanakan. 
4. Anggaran sebagai alat politik. Dalam organisasi sektor publik, 
komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang 
telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.  
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen 
anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau 
departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit 
kerja lainnya.  
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu 
ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja 
telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun 
terpenuhinya efisiensi biaya.  
7. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai 
alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum 
sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi 






mungkin dicapai (challenging but attainable atau demanding but 
achievable). Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan 
terlalu tinggi sehingga tidak dapat terpenuhi, dan jangan terlalu rendah 
sehingga terlalu mudah tercapai”. 
 
2.2.5.3. Karakteristik Anggaran 
Sedangkan hal-hal yang menjadi karakteristik umum dari anggaran, seperti 
yang disebutkan oleh Sutarto (2001) dalam tulisan Nurman (2011) adalah antara 
lain: 
1. “Dinyatakan dalam bilangan keuangan dengan rincian yang mungkin 
bukan dalam bilangan keuangan;  
2. Biaya untuk jangka waktu satu tahun;  
3. Dibuat untuk pusat-pusat pertanggungjawaban;  
4. Anggaran dipelajari dan disetujui oleh atasan penanggungjawab 
anggaran;  
5. Tersirat suatu komitmen dari manajemen dalam arti mereka menyetujui 
pencapaian sasaran yang dianggarkan;  
6. Perubahan anggaran hanya dilakukan pada situasi tertentu; dan  
7. Perbandingan realisasi dengan anggaran dilakukan secara periodik”. 
 
2.2.5.4. Pendekatan Penyusunan Anggaran 
 Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam proses penyusunan 
anggaran di suatu organisasi, Nordiawan, dkk. (2008) melakukan penggolongan 
pendekatan penyusunan anggaran menjadi empat kategori, yaitu:  
1. “Pendekatan Tradisional. 
Pendekatan penganggaran tradisional sering disebut pendekatan atau 
metode object of expenditures, incremental, ataupun line item. Sesuai 
dengan namanya, pendekatan penganggaran ini menggunakan 
paradigma sederhana yang berorientasi pada pengendalian setiap jenis 
biaya. Sebutan incremental mengandung pengertian bahwa penentuan 
setiap jenis dan jumlah biaya yang ada pada anggaran belanja dari suatu 
periode anggaran tertentu didasarkan pada persentase kanaikan tertentu 
dari setiap jenis dan jumlah biaya yang sama dengan tahun anggaran 
sebelumnya, dengan demikian, pendekatan ini menggunakan asumsi 
bahwa setiap jenis biaya akan dinaikkan jumlahnya pada tingkat kenaikan 
yang relatif sama tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya.  
2. Pendekatan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran Terpadu. 
Konsep pendekatan penganggaran ini merupakan konsep luas yang 
memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah 






proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi. 
Pendekatan ini merupakan upaya sistematis yang memperhatikan 
integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. 
Pada pendekatan ini, sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan 
secara eksplisit sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil 
dapat diidentifikasi.  
3. Pendekatan Zero Based. 
Pendekatan anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program yang telah 
disediakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat 
dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk 
menetukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat 
kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi.  
4. Pendekatan Kinerja. 
Pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan 
yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang 
disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk 
mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan 
publik. Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan 
aspek pencapaian kinerja dibanding sekadar penghematan biaya semata 
dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dapat diukur dan dihitung 
pada output/hasil”. 
 
2.2.5.5. Konsep Anggaran Berbasis Kinerja 
Sebelum metode Anggaran Berbasis Kinerja diperkenalkan, metode 
penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. 
Cara penyusunannya tidak didasarkan pada analisis rangkaian kegiatan yang 
harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun dititikberatkan 
pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya 
tidak diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau 
tidak. Tolok ukur keberhasilannya hanya ditunjukkan dengan melihat 
keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran 
tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam 
perkembangannya kemudian muncul metode anggaran kinerja yang diartikan 








Menurut pendapat dari Suprasto (2006), 
“berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, 
penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi 
output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, 
maka mindset kita harus fokus pada apa yang ingin dicapai (output). Kalau 
fokus ke output, berarti pemikiran tentang tujuan kegiatan harus sudah 
tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini 
menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi 
penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa”. 
 
Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah kinerja atau prestasi dari 
tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan 
membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan 
kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana 
yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini 
disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).  
 Menurut pendapat Mercer (2002),  
“penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan secara top-down dan 
bottom-up. Kebijakan dan program harus mengidentifikasikan tujuan, 
sasaran, tingkatan sumber daya, dan ukuran output/outcome pada rencana 
kinerja tahunan. Aktivitas program pada tingkatan yang rinci harus 
berkaitan dengan rencana kerja organisasi secara umum, dan kemudian 
lembaga menjabarkan tujuan, sasaran dan ukuran kinerja dalam kerjasama 
dengan organisasi di bawahnya”. 
 
 Menurut pendapat dari Suprasto (2006), 
“salah satu hal yang paling sulit dalam penganggaran berbasis kinerja 
adalah mendefinisikan target kinerja yang dapat diukur secara handal dan 
teratur, atau terdapatnya kendala perumusan alat ukur/indikator kinerja. 
Dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan pengukuran kinerja 
bukan hanya laporan keuangan. Pengukuran kinerja menggunakan konsep 
3E (efisiensi, efektif, dan ekonomis). Kinerja setiap program/kegiatan tidak 
semuanya dapat diukur dengan ukuran kuantitatif”. 
 
Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus 
disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara 
obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan 






hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar 
Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- 
undangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan 
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran 
dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 
pemerintah daerah.  
Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah 
adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja 
perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan 
(input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat 
diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan 
penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan 
keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisis Standar Biaya (ASB) sangat 
diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 
Menurut pendapat Munzil (2018), 
“implikasi anggaran berbasis kinerja (ABK) terhadap penganggaran dan 
penelaahan biaya kegiatan adalah fokus penganggaran dan penelaahan 
biaya kegiatan akan bergeser dari input costing ke per unit cost of output, 
oleh karena itu perlu koordinasi yang erat antara Kementerian/Lembaga 
dengan Kementerian Keuangan agar standar biaya keluaran dapat 
ditetapkan”. 
 
Pengukuran Kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan 
(gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, dengan maksud 
diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan 
peningkatan kinerja dapat dilakukan. Dalam Pengukuran kinerja pada ABK ini 
berdasarkan pada tingkat Value for Money yaitu tingkat efektivitas, efisiensi, 






Menurut Mahmudi (2015), value for money adalah: 
“konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian 
penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money 
adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan 
efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi”. 
 
Menurut pendapat Mahsun (2006),  
“kinerja dalam suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang 
bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan tujuan 
mencapai tujuan yang ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya 
yang rendah. Maksud dari efektivitas, efisiensi, dan ekonomi yaitu: 
a. Ekonomi adalah jika suatu kegiatan telah dapat menghilangkan atau 
mengurangi biaya yang tidak perlu.  
b. Efisien adalah dapat dikatakan efisien jika suatu hasil kerja telah 
mencapai suatu hasil dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang 
serendah rendahnya.  
c. Efektivitas adalah dapat dikatakan efektif apabila proses tersebut telah 
mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan”.  
  
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 
Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga menyatakan bahwa: 
“nilai kinerja anggaran suatu lembaga dikelompokkan kedalam kategori 
sebagai berikut:  
a. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat 
Baik. 
b. Nilai kinerja anggaran dari 80% sampai 90% dikategorikan 
denganBaik.  
c. Nilai kinerja anggaran 60% sampai 80% dikategorikan dengan Cukup.  
d. Nilai kinerja anggaran 50% sampai 60% dikategorikan dengan Kurang.  
e. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan 
Sangat Kurang”. 
 
 Waworuntu dan Runtu (2014) mengatakan bahwa: 
“Sistem anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting systems) 
saat ini telah menjadi penganggaran yang telah diubah dan digunakan. 
Sistem ini dianggap lebih maju daripada sistem anggaran berbasis 
tradisional. Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para 
pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang 
optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem anggaran berbasis kinerja 
seorang pemimpin tidak hanya mendasarkan kepada apa yang 
dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di sistem penganggaran tradisional, 
tetapi anggaran juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau 






didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang 
dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien”. 
 
 Dalam mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien diperlukan 
beberapa syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 
102 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Ulasan RKA-KL Tahun 
2009, yaitu:  
a. “Berada pada kondisi lingkungan yang mendukung serta dapat 
berorientasi pada kinerja yang telah ditetapkan. 
b. Sistem kontrol yang efektif membutuhkan akuntabilitas manajerial.  
c. Telah ada sistem yang andal dan metode akuntansi yang dipraktikkan 
sebelum pendahuluan dari sistem manajemen keuangan terintegrasi.  
d. Mekanisme alokasi sumber daya yang berorientasi pada hasil telah 
ditetapkan. Sistem audit keuangan yang efektif telah diterapkan sebelum 
audit kinerja dikelola”.  
 
Anggaran merupakan merupakan sebuah sistem yang sangat penting. 
Anggaran menjadi alat yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan 
kegiatan satker Badan Layanan Umum. Sistem anggaran dalam Proses 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mensyaratkan Satuan Kerja 
(Satker) Badan Layanan Umum untuk menyusun dokumen anggaran Rencana 
Bisnis dan Anggaran (RBA). RBA merupakan bagian dari Rencana Kerja 
Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Badan Layanan Umum. Dengan 
demikian, dalam penyusunan anggaran, Satker Badan Layanan Umum selain 
menyusun RBA juga RKAKL. Sementara itu, akuntansi dan laporan keuangan 
Satker Badan Layanan Umum diselenggarakan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK). Penggabungan laporan keuangan Badan Layanan 
Umum pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga dilakukan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga Satker Badan Layanan 






berdasarkan SAP. Penjelasan tentang sistem penganggaran Badan Layanan 
Umum di jelaskan sebagai berikut.  
Badan Layanan Umum diciptakan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk 
menghasilkan output atau produk baik barang maupun jasa kepada masyarakat 
dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta 
diberikan fleksibilitas untuk mengelola anggaran dengan berbasis kinerja. 
Konsep anggaran berbasis kinerja mulai diimplementasikan seiring dengan 
munculnya konsep New Public Management (NPM). Salah satu pengaruh NPM 
terhadap pengangguran di suatu negara adalah perubahan sistem penganggaran 
dari sistem tradisional menjadi penganggaran yang lebih berorientasi pada 
kinerja.  
Secara teori, menurut Sancoko, dkk. (2008), prinsip anggaran berbasis 
kinerja adalah: 
“anggaran yang menghubungkan anggaran dengan hasil yang diinginkan 
(output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat 
dipertanggungjawabkan kemanfaatannya”. 
 
Young (2003) menyatakan bahwa 
“anggaran kinerja secara mendasar mengaitkan input atau biaya terhadap 
aktivitas program dan tujuan. Anggaran kinerja umumnya terdiri dari satu 
atau lebih dari bagian-bagian yaitu data kerja (unit dari aktivitas/kegiatan 
yang telah ada), data produktivitas (biaya per aktivitas) dan informasi 
tentang keefektifan (tingkat pencapaian tujuan)”. 
 
Dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) (Kementerian Keuangan. 
2012), prinsip-prinsip yang digunakan meliputi:  
1. “Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output dan outcome oriented). 
Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran 
dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dengan 
menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan 
harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan.  
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap 






Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manajer unit (pimpinan Badan 
Layanan Umum) dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran 
sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan 
suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasil pada saat kegiatan. Cara 
dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan 
merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara, seorang manager unit (pimpinan BLU) 
bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang 
telah ditetapkan (outcome).  
3. Money Follow Function, Function Followed by structure. 
Money follow Function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa 
pengakolasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada 
tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya 
dinyatakan dalam peraturan dan perundang uundangan yang berlaku). 
Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip function Followed by 
Structure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan struktur organisasi yang 
dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu fungsi 
dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur yang ada dalam 
struktur organisasi. Sehingga dapat dipastikan tidak terdapat duplikasi tugas 
dan fungsi”. 
 
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka tujuan penerapan 
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) menurut Kementerian Keuangan (2013) 
diharapkan:  
1. “Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan 
dicapai (directly linkages between perfomance and budget);  
2. Meningkatakan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (operational 
efficiency)  
3. Meningkatkan fleksibiltas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas 
dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability)”. 
 
Menurut pendapat Mercer (2002), 
“dalam anggaran berbasis kinerja segala kebijakan dan program harus 
mengidentifisikan tujuan, sasaran, tingkatan sumber daya, dan ukuran 
output/outcome pada rrencana kerja tahunan. Aktivitas pada tingkatan 
yang rinci harus berkaitan dengan rencana kerja organisasi secara umum, 
dan kemudian lembaga menjabarkan tujuan, sasasaran dan ukuran kinerja 





























Gambar 2.1: Konsep Anggaran Berbasis Kinerja 
Sumber: Rai (2008) 
 Kegiatan perencanaan dan penganggaran dalam suatu instansi pemerintah 
menjadi penting karena merupakan landasan atau dasar penting dalam 
melaksanakan kegiatan operasional di tahun berikutnya. Berbeda dengan 
instansi pemerintah lainnya, Badan Layanan Umum memiliki tahap perencanaan 
dan penganggaran yang berbeda yaitu bermula dari menetapkan tarif layanan 
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atas produk yang diberikan kemudian atas pendapatan yang diterima melalui tarif 
layanan yang diberikan telah ditetapkan dilanjutkan dengan membuat target 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum yang 
diestimasikan dalam 1 tahun yang akan datang yaitu dari 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember. Tahap berikutnya jika diperlukan satker Badan Layanan 
Umum dapat menyusun standar biaya yang berdasarkan satuan biaya masukan 
(SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan maupun satuan biaya khusus 
(SBK) sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja 
dan Anggara Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) satker Badan Layanan Umum. 
Tahap terakhir adalah menyusun Rencana Anggaran dan Bisnis (RBA) yang 
mengacu dari Rencana Strategis Badan Layanan Umum lima tahunan yang 
kemudian ikhtisarnya akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) satker BLU nantinya (Kementerian Keuangan. 
2013).  
 Menurut Kementerian Keuangan (2013), perencanaan dan anggaran 
Badan Layanan Umum Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan 
Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. “Badan Layanan Umum menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan 
dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga 
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.  
2. Badan Layanan Umum menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada 
rencana strategis bisnis.  
3. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya 
menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan 
kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, 
badan lain, dan APBN/APBD.  
4. Perhitungan akuntansi biaya berdasarkan standar biaya yang ditetapkan 
oleh pemimpin Badan Layanan Umum.  
5. Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang 
menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.  
6. Dalam hal Badan Layanan Umum belum menyusun standar biaya, Badan 
Layanan Umum menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri 






2.2.5.6. Ruang Lingkup Anggaran Berbasis Kinerja 
 Menurut Paterson, dkk. (2010), penganggaran berbasis kinerja di Indonesia 
mengikuti empat prinsip utama sebagai berikut: 
1. “Dana Mengikuti Fungsi, Fungsi mengikuti Struktur. 
Bahwa anggaran akan dialokasikan untuk mendanai sebuah kegiatan 
didasarkan pada tugas dan fungsi dari Unit Kerja. Kegiatan dan 
langkah-langkah kinerja sesuai tugas dan fungsi unit tertentu dalam 
organisasi, dan menjamin tidak ada tugas atau fungsi organisasi yang 
dihilangkan dan tidak ada yang duplikasi. Hal ini memastikan bahwa 
keluaran dan hasil/manfaat merupakan tanggung jawab unit kerja itu.  
2. Biarkan Manajer Mengelola. 
Bahwa para manajer unit kerja harus memiliki fleksibilitas yang cukup 
besar untuk memilih metode pelaksanaan dalam rangka output dan hasil 
yang ditetapkan untuk unit kerja dan kegiatan tersebut.  
3. Akuntabilitas. 
Bahwa unit juga akan bertanggung jawab untuk menyampaikan 
hasil-hasil dan pencapaian efisiensi dan efektivitas yang ditunjukkan 
oleh indikator yang terkait.  
4. Hubungan antara perencanaan top-down dan pelaksanaan bottom-up. 
Tujuan kebijakan dan perencanaan dicapai melalui otorisasi kegiatan ke 
Unit Kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi, dan unit kerja diberikan 
anggaran sesuai keperluan dalam rangka mencapai output dan hasil 
dengan efisiensi dan efektivitas yang tepat”.  
 
Menurut Paterson, dkk. (2010), dalam penyusunan anggaran, hendaknya 
melaksanakan 4 langkah berikut:  
1. “Menentukan Visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), 
tujuan, sasaran, dan target.  
Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap 
pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan 
tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus 
dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan 
komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi 
juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi 
mengenai kebutuhan publik.  
2. Menentukan Indikator Kinerja.  
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung 
dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat 
tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan 
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). 






a. Masukan (Input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu 
proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan 
ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya 
yang diperlukan.  
b. Keluaran (Output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses 
tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. 
Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu 
aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang 
telah ditetapkan dengan baik dan terukur.  
c. Hasil (Outcome) adalah suatu keluaran yang dapat langsung 
digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil 
adalah sasaran program yang telah ditetapkan.  
d. Manfaat (Benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang 
manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. 
Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila 
keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.  
e. Dampak (Impact) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh 
manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan 
akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru 
terlihat setelah beberapa waktu kemudian”. 
 
Indikator kinerja yang baik, menurut Nordiawan, dkk. (2008), yaitu: 
“harus mencerminkan beberapa kriteria tertentu. Salah satu kriterianya 
adalah CREAM, yang merupakan singkatan dari clear, relevant, 
economic, adequate, and monitorable.  
a. Clear berarti indikator kinerja harus jelas dan tidak ambigu sehingga 
tidak menimbulkan multiinterpretasi. Kejelasan suatu indikator bisa 
saja ditetapkan dengan kuantitatif atau satuan angka dan secara 
kualitatif.  
b. Relevant berarti indikator kinerja harus memiliki kesesuaian atau 
keterkaitan dengan sasaran atau tujuan yang ada.  
c. Economic maksudnya data-data mengenai indikator yang 
dibutuhkan harus berada pada harga yang wajar (tidak mahal 
biayanya).  
d. Adequate atau cukup maksudnya indikator yang ditetapkan harus 
dapat menilai kinerja. Apakah salah satu indikator atau 
dikombinasikan dengan indikator-indikator lain agar dapat dijadikan 
sebagai basis untuk menilai kinerja yang layak.  
e. Monitorable maksudnya indikator harus selalu dapat disempurnakan 
jika penyempurnaan memang dibutuhkan. Dengan demikian, 
masukan- masukan dalam peningkatan kualitas indikator sangat 
dibutuhkan”. 
 







a. “Specific berarti jelas dan tidak ada kemungkinan kesalahan 
interpretasi.  
b. Measurable maksudnya indikator yang dibuat dapat diukur secara 
obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua 
atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan 
yang sama.  
c. Achievable berarti indikator tersebut dapat dicapai secara rasional 
tanpa mengurangi tingkat tantangan yang seharusnya.  
d. Relevance berarti indikator kinerja harus terkait aspek yang relevan.  
e. Timebound berarti indikator yang ditetapkan memungkinkan untuk 
diukur dalam perspektif waktu tertentu yang telah ditetapkan”. 
 
3. “Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas 
program. 
Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan 
selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap 
menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas 
program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas.  
4. Analisis Standar Biaya (ASB). 
Analisis standar biaya merupakan standar biaya suatu program/kegiatan 
sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya analisis 
standar biaya dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan 
legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja 
sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun anggaran 
berbasis kinerja perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, 
perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus 
perencanaan anggaran daerah, struktur APBN/D, dan penggunaan 
analisis standar biaya. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja yang 
perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan 
membuat keputusan penganggarannya”. 
 
2.2.5.7. Kelebihan dan Kekurangan Anggaran Berbasis Kinerja 
 Beberapa kelebihan dalam menggunakan pendekatan anggaran berbasis 
kinerja menurut Nordiawan, dkk. (2008) diantaranya:  
a. “Mengalihkan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian 
manajerial.  
b. Mendorong perencanaan lebih baik.  
c. Manajemen memiliki alat pengendalian yang lebih terhadap bawahannya 
karena tidak melihat banyak yang dibelanakan oleh bawahannya, tetapi juga 
menilai kinerja aktivitas menggunakan standar satuan mata uang atau unit 
aktivitas.  
d. Anggaran kinerja menekankan pada aktivitas yang memakai anggaran 
daripada besarnya jumlah anggaran yang terpakai.  
e. Dianggap lebih sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik yang 







 Menurut Nordiawan, dkk. (2008), di samping kelebihan-kelebihan yang 
sudah disebutkan di atas, anggaran berbasis kinerja juga memiliki kekurangan di 
antaranya yaitu: 
a. “Tidak banyak personel bagian anggaran atau akuntansi yang memiliki 
kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan 
melaksanakan analisis biaya.  
b. Terkadang terdapat kondisi yang sulit, bahkan tidak memungkinkan 
pengukuran kinerja mengingat banyak jasa dan aktivitas organisasi sektor 
publik yang tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya 
per unit yang dapat dimengerti dengan mudah.  
c. Sering terjadi aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukan 
pengukuran secara detail lainnya tanpa pertimbangan memadai yang 
diberikan kepada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri. Dengan kata lain, 
pendekatan ini kurang menghubungkan aktivitas yang dijalankannya dengan 
visi dan misi yang diusung organisasi”.  
 
2.2.5.8. Dasar Hukum Anggaran Berbasis Kinerja 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dalam pasal 14 disebutkan bahwa: 
“(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan 
lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana 
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. (2) 
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. (3) Rencana kerja 
dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan 
prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang 
sedang disusun”. 
 
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa: 
“Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan 
perundang-undangan lainnya. Pasal 3 juga mengamanatkan (1) Renja-KL 
disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas 
pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, 
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung 
oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), disusun dengan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka 







Kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 
(RKAKL) pada pasal 7 yaitu: 
“(1) Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan 
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil 
yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran 
tersebut. (2) Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan 
indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program 
dan jenis kegiatan. (3) Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar 
biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan 
anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun 
anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang 
bersangkutan. (4) Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang 
bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat 
setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait”. 
 
Lalu dalam pasal 8 yang berbunyi: 
“(1) Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, Kementerian 
Negara/Lembaga melaksanakan pengukuran kinerja. (2) Kementerian 
Negara/Lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan satuan kerja 
Kementerian Negara/Lembaga setiap tahun berdasarkan sasaran dan/atau 
standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi 
penyusunan RKA-KL tahun berikutnya. (3) Kementerian Negara/Lembaga 
melakukan evaluasi kinerja program sekurang-kurangnya sekali dalam 5 
(lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kerja yang telah 
ditetapkan”. 
 
2.2.6. Mekanisme Siklus Penyusunan Anggaran BLU 
Penyusunan anggaran pada umumnya melewati siklus (Nordiawan, dkk. 
2008) yaitu:  
1. “Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas 
dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah 
tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran 
pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran 
pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya 
masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi 
pada saat bersamaan drengan pembuatan keputusan tentang angggaran 
pengeluaran.  
2. Tahap ratifikasi merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang 
cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya 






salesman ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan 
kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap 
ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus 
mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi 
yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan 
dari pihak legislatif.  
3. Tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang 
paling penting. Suatu hal yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan 
publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem 
pengendalian manajemen.  
4. Tahap evaluasi dan pelaporan terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika 
tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem 
pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget 
reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah”. 
 
 Anggaran Berbasis Kinerja akan dilakukan dengan didasarkan pada Siklus 
anggaran yang telah ditetapkan yaitu melalui empat tahap menurut Mardiasmo 
(2009) yang terdiri atas:  
1. “Tahap persiapan (preparation). 
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan dengan melihat taksiran 
pengeluaran yang didasarkan atas taksiran pendapatan yang telah tersedia 
dan didasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah kebijakan serta 
strategi organisasi. Penentuan dari visi, misi, Perumusan strategi hal ini 
adalah tugas dan tanggung jawab Kepala badan. Dengan menggunakan 
salah satu metode yaitu menggunakan analisis SWOT. Dalam mewujudkan 
suatu tujuan organisasi dengan menggunakan strategi diperlukan analisis 
SWOT yang didasari oleh lima komponen yaitu:  
a. Pernyataan tentang misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan 
oleh Kepala eksekutif organisasi serta mampu memberikan kerangka 
pengembangan strategi pada target yang akan dicapai.  
b. Analisis atau skema lingkungan terdiri dari pengidentifikasian dan 
pengukuran faktror-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi pada 
kondisi yang harus diperkembangankan yang harus dipertimbangkan 
pada saat merumuskan strategi organisasi.  
c. Untuk mengevaluasi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
suatu organisasi yang dipengaruhi oleh profil internal serta audit sumber 
daya.  
2. Tahap Ratifikasi (Approval/ratification). 
Tahap Kedua yaitu dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu disampaikan kepada 
pihak yang memerlukan seperti halnya pihak legislatif yang bertujuan untuk 
dibahas dan disahkan.  
3. Tahap implementasi (implementation). 
Manajer keuangan memiliki peran penting dalam hal bertanggung jawab 
untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan diandalkan sebagai 
penyusunan anggaran periode berikutnya Melalui perencanaan anggaran. 






perhatian kepada manajer keuangan publik pada system akuntansi serta 
system pengendalian manajemen untuk melakukan kegiatan pelaporan dan 
evaluasi. Kemudian dijadika kerangka acuan dalam Rencana Anggaran 
Satua Kerja (RASK) yang berfokus pada akuntabilitas publik.  
4. Tahap pelaporan dan evaluasi. 
Setelah dilakukan implementasi dari ketiga tahap tersebut, kemudian tahap 
yang ke empat adalah tahap Pelaporan dan Evaluasi dimana, hal ini 
menekankan pada akuntabilitas. Laporan dan evaluasi akan berjalan lancar 
jika informasi akuntansi dan pengendalian manajemen juga baik”. 
 
 Menurut Nordiawan, dkk. (2008) tahap-tahap penyusunan anggaran 
berbasis kinerja adalah sebagai berikut:  
1. “Penetapan strategi organisasi. 
Visi dan Misi dalam suatu daerah diperlukan dalam melakukan penetapan 
strategis yang di mana melihat prospek yang akan dicapai pada tahun 
tersebut, serta membandingkan dengan melihat keadaan sebelumnya atau 
bahkan melihat dari sudut pandang lainnya. Dalam mencapai visi dan misi 
yang baik maka harus mencakup hal hal berikut:  
a. Mencerminkan sesuatu hal yang ingin dicapai.  
b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.  
c. Memiliki orientasi masa depan.  
d. Menumbuhkan seluruh unsur organisasi.  
e. Pembuatan tujuan  
2. Tujuan operasional yang akan diwujudkan dalam kurun waktu kurang lebih 
satu tahun, agar perencanaan yang dilakukan sesuai dengan sebagaimana 
tujuan yang akan dicapai.  
3. Penetapan aktivitas  
Penetapan aktivitas dalam perencanaan penyusunana anggaran didasarkan 
pada beberapa strategis dan tujuan operasional suatu organisasi tersebut.  
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan  
Dalam melakukan anggaran maka diperlukan suatu evaluasi serta 
menetapkan keputusan yang akan diambil dengan standar yang telah 
ditetapkan”. 
 
2.2.6.1. Penyusunan Rencana Anggaran BLU 
2.2.6.1.1. Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Badan 
Layanan Umum, sebagai salker Badan Layanan Umum yang memberikan 
produk berupa barang/jasa kepada masyarakat dapat memungut imbalan atas 






Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 9 ayat 5, tarif layanan Badan 
Layanan Umum tersebut harus mempertimbangkan sebagai berikut:  
1. “Konstitusi dan pengembangan layanan. 
Pengaruh pengenaan tarif secara keseluruhan terhadap kelangsungan hidup 
(going concern) dan pertumbuhan satker Badan Layanan Umum. 
Keberlangsungan dan tingkat pertumbuhan dapat dilihat dari proyeksi 
terhadap kinerja layanan/keuangan yang akan datang yang tercermin dari 
proyeksi laporan keuangan di masa yang akan datang  
2. Daya beli masyarakat. 
Pertimbangan yang berorientasi kepada kemauan dan kemampuan daya beli 
masyarakat penerima layanan (Ability and Willingness to Pay) terhadap 
masing masing tariff layanan.  
3. Asas Keadilan dan kepatuhan. 
Dengan memperhatikan antara lain:  
a. Pengenaan Tarif kepada masyarakat penerima layanan mencerminkan 
keadilan dan kepatuhan sesuai dengan golongan masyarakat penerima 
layanan tersebut;  
b. Tarif yang dikenakan tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan 
pemerintah yang berlaku  
4. Kompetisi yang sehat. 
Membandingkan dengan industri sejenis dan dengan mempertimbangkan 
antara lain faktor lokasi dan nilai tambah yang di berikan, tarif yang 
dikenakan merupakakn tarif yang wajar di berlakukan kepada masyarakat”. 
 
2.2.6.1.2. Penyusunan Target PNBP Badan Layanan Umum 
 Setelah memilki tarif layanan Badan Layanan Umum yang ditetapkan 
Menteri Keuangan, maka Satker Badan Layanan Umum wajib menyusun target 
pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum 
untuk tahun depan. Penyusunan target ini memperkirakan pendapatan yang 
akan diterima dalam 1 tahun yang akan datang (1 Januari sampai dengan 31 
Desember) dan berkoordinasi dengan masing masing Kementerian atau 
Lembaga. Target PNBP Badan Layanan Umum ini diharapkan disususn 
serealistis mungkin dengan memperhitungkan seluruh potensi pendapatan yang 








2.2.6.1.3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 
 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Badan Layanan Umum (BLU) pasal 10 mengenai perencanaan dan 
penganggaran bahwa pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disusun 
dengan mengacu pada Renstra Bisnis 5 tahunan, sementara Renstra Bisnis 
mengacu pada Renstra K/L RBA memuat program, kegiatan, anggaran 
pendapatan dan belanja termasuk estimasi saldo kas. RBA disusun berdasarkan 
usulan dari masing masing unit kerja pada satker Badan Layanan Umum. Masing 
masing unit kerja tersebut mengajukan kebutuhan anggaran yang diperlukan 
beserta target pendapatannya. Penyusunan kebutuhan anggaran yang akan 
diajukan harus berada dalam koridor program, kegiatan, dan kebijakan yang 






















Gambar 2.2: Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 
Sumber: Kementerian Keuangan (2013) 
 
 Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2011 
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bertugas untuk menerjemahkan dan mensosialisasikan Renstra Bisnis tersebut 
kepada unit unit kerja yang ada serta menghimpun rencana dan anggaran yang 
telah diajukan masing masing unit kerja untuk kemudian ditransformasikan dalam 
bentuk RBA.  
 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disusun berdasarkan:  
a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.  
b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.  
c. Basis akrual.  
 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) menganut Proses anggaran fleksibel 
dengan presentase ambang batas belanja tertentu. Proses anggaran fleksibel 
merupakan Proses anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah 
atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah 
atau berkurang setidaknya proporsional. Hal ini hanya berlaku untuk belanja 
yang bersumber dari pendapatan PNBP Badan Layanan Umum. Persentase 
ambang batas merupakan besaran presentase realisasi belanja yang dapat 
melampaui anggaran dalam DIPA Badan Layanan Umum. Besaran ini ditentukan 
tanpa memperhitungkan saldo awal kas yang tercantum dalam RKA-K/L dan 
DIPA Badan Layanan Umum.  
 Menurut Kementerian Keuanggan (2013), konsolidasi RBA kedalam 
RKA-K/L memerlukan Ikhtisar RBA mengingat RBA disusun perunit kerja 
sementara RKA-K/L disusun perfungsi, sub fungsi, program, kegiatan dan output. 
Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber 
pendapatan dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L.  
 Dalam rangka penyusunan APBN, terdapat tiga kali penetapan pagu dana 






tercantum dalam ketiga ketentuan tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak 
boleh dilampaui oleh K/L sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L. Pagu 
Indikatif adalah patokan pagu anggaran yang diberikan kepada K/L sebagai 
pedoman dalam penyusuna Renja K/L. Pagu indikatif diperoleh dari angka 
perkiraan maju yang sudah dicantumkan tahun sebelumnya yang telah melalui 
proses penyasuaian ditambah dengan inisiatif baru pada kesempatan pertama 
yang diakomodir/disetujui.  
 Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan 
kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L. Pagu anggaran ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu 
indikatif, Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L. Angka yang 
tercantum dalam pagu anggaran adalah angka di pagu indikatif, penyesuaian 
angka dasar (jika diperlukan lagi) ditambah dengan inisiatif baru pada 
kesempatan kedua yang diakomodir/disetujui. Pagu anggaran K/L disampaikan 
kepada setiap K/L paling lambat pada akhir bulan Juni. Alokasi Anggaran K/L 
adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L 
berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita 
acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan 
DPR. Angka yang tercantum dalam alokasi anggaran adalah angka yang 
tertuang dalam berita acara hasill kesepakatan pembahasan RUU APBN, 
penyesuaian angka dasar (jika diperlukan lagi), ditambah dengan inisiatif baru 
pada kesempatan ketiga yang diakomodir/disetujui.  
 Penyusunan RBA oleh satker Badan Layanan Umum tidak dapat 






dengan timeline penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran 
pada penyusunan APBN.  
 Menurut Kementerian Keuanggan (2013), pengajuan penetapan RBA 
Badan Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. “BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga atau kepala 
SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA-K/L atau 
sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran SKPD.  
2. RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar 
biaya.  
3. RBA Badan Layanan Umum yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan 
lembaga/Kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai 
bagian RKA-K/L atau kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.  
4. Pagu Anggaran Badan Layanan Umum dalam RKA-K/L atau Pagu 
Anggaran Badan Layanan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan Badan 
Layanan Umum dan surplus anggaran Badan Layanan Umum, dirinci 
dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.  
5. Menteri Keuangan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melakukan telaah terhadap RBA sebagai bagian dari 
mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD.  
6. Badan Layanan Umum menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan 
sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA”. 
 
2.2.6.2. Pengesahan Rencana Anggaran Badan Layanan Umum 
2.2.6.2.1. Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum 
 Menurut Kementerian Keuangan (2013), dalam rangka mempertanggung- 
jawabkan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum yang dapat digunakan 
langsung. Badan Layanan Umum dapat mengajukan Surat Perintah Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja (SP3B). Penyampaian SP3B Badan Layanan Umum 
dapat dilakukan satu kali atau lebih dalam triwulan, sehingga Badan Layanan 
Umum dapat mengajukan SP3B Badan Layanan Umum ke Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) secara mingguan, bulanan dan/atau triwulanan 







2.2.6.2.2. Pengajuan Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan DIPA 
Badan Layanan Umum 
 Revisi RBA Definitif dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah program 
pada DIPA BLU serta dapat dilakukan: 
1. Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran kinerja; 
2. Dalam rangka penggunaan saldo awal kas untuk menambah pagu belanja 
dan/atau; 
3. Akibat terlampauinya target PNBP Badan Layanan Umum 
 Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, atau merupakan 
hasil optimalisasi dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, 
kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, dapat dilakukan antar program. 
Adapun perubahan yang terjadi akibat revisi RBA Definitif dan pengaruhnya 
terhadap penyusunan Ikhtisar RBA, data RKA-K/L dan DIPA BLU dapat 
dijelaskan pada tabel berikut ini: 
Tabel 2.3: Perubahan Akibat Revisi RBA Definitif 








1. Tidak mengubah data 
RKA-K/L BLU 
Tidak Tidak Tidak 
2. Hanya mengubah data 
RKA-K/L 
Ya Ya Tidak 
3. Mengubah data RKA-K/L 
dan DIPA BLU 
Ya Ya Ya 
Sumber: Kementerian Keuangan (2013) 
 Proses pengajuan revisi RBA Definitif dilakukan oleh Pejabat Keuangan 
BLU dan disampaikan kepada pimpinan BLU untuk mendapatkan pengesahan. 
Setelah mendapatkan pengesahan dari pimpinan BLU kemudian usulan 
pengajuan revisi tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga 






Ditjen Perbendaharaan. RBA Definitif yang telah mendapatkan pengesahan dari 
Menteri Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan) merupakan dasar satker BLU dalam melakukan kegiatan BLU. 
Revisi DIPA BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU dilakukan akibat 
adanya revisi RBA Definitif dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 2.4: Revisi DIPA 
No. Revisi DIPA dilakukan akibat Keterangan 
1. Revisi RBA Definitif a. Perubahan atau pergeseran rincian 
anggaran dalam pagu DIPA BLU 
tetap. 
b. Perubahan rincian anggaran yang 
disebabkan penambahan pagu 
anggaran belanja yang meliputi: 
• Perubahan rincian anggaran 
akibat belanja melebihi pagu 
DIPA namun masih dalam 
ambang batas 
• Perubahan rincian anggaran 
akibat belanja melebihi ambang 
batas 
• Penggunaan saldo kas untuk 
menambah pagu belanja 
2. Perubahan/ralat karena 
kesalahan administratif 
Tidak ada keterangan 
3. Hal-hal khusus a. Pencantuman saldo awal kas 
b. Penggunaan saldo awal kas dalam 
rangka mismatch 
c. Revisi DIPA setelah penetapan 
menjadi BLU 
Sumber: Kementerian Keuangan (2013) 
 
2.2.6.3. Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum 
2.2.6.3.1. Konsep Value For Money (VFM) 
 Fleksibilitas anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada satker 
Badan Layanan Umum menjadi acuan bahwa dalam pelaksanaan anggaran 
satker Badan Layanan Umum harus dituntut untuk efektif, efisien dan ekonomis 






(VFM) dapat dijadikan acuan bagi satker Badan Layanan Umum dalam 
mengukur pelaksanaan anggaran berdasarkan perencanaan dan anggaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
Definisi value for money (VFM) menurut ITAD Final Report dalam jurnal 
Measuring the Impact and Value for Money for Governance and Conflict 
Programmes (Barnet, Barr, Christie, Duff dan Hext. 2010), mengungkapkan 
bahwa value for money (VFM) adalah: 
“mengenai mendapatkan manfaat maksimal dari waktu ke waktu dengan 
sumber daya yang tersedia. Value for money (VFM) adalah tentang 
mencapai keseimbangan yang tepat antara ekonomi, efisiensi dan 
efektivitas lokal, atau membelanjakan secara kurang, membelanjakan 
dengan baik dan membelanjakan dengan bijak untuk mencapai prioritas 
lokal. Value for money (VFM) tinggi, ketika ada keseimbangan optimal 
antara ketiga elemen tersebut, ketika biaya relatif rendah, produktivitas 
tinggi dan hasil yang sukses telah dicapai”. 
 
2.2.6.3.2. Konsep Block Funding 
 Menurut Public Hospital Block Funding Consultation Outcomes Report 
yang dikeluarkan oleh Independent Hospital Pricing Authority (IHPA) (2012), 
konsep Block Funding mulai dikenal di negara Australia pada sektor kesehatan 
dengan konsep tersebut, anggaran diberikan secara langsung dari negara bagian 
(state government) kepada rumah sakit atau layanan kesehatan dengan 
prasyarat tertentu serta dapat menghasilkan hasil dan manfaat yang telah 
ditentukan oleh negara bagian (state government) serta bertujuan untuk efisiensi 
biaya operasional. Independent Hospital Pricing Authority (IHPA) di bawah 
koordinasi The National Health Reform Agreement (NHRA), yaitu suatu lembaga 
independen yang mengatur efisiensi biaya nasional untuk seluruh rumah sakit di 
Australia dan efisiensi biaya tersebut yang akan menentukan dana kontribusi 






masing-masing negara bagian (state government) di Australia memiliki otonomi 
dalam menentukan tingkatan dana kontribusi (funding contribution) untuk Block 
Funded pada rumah sakit. Independent Hospital Pricing Authority (IHPA) 
membuat persyaratan dan kriteria kepada rumah sakit atau layanan kesehatan 
lainnya untuk mendapatkan funding block. 
 Di Indonesia penerapan Block Finding mulai diimplementasikan pada 
Badan Layanan Umum (BLU), baik BLU Pusat maupun BLU Daerah, menurut 
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2008 tentang Proses 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada pasal 
1 ayat 30 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Block Funding adalah 
anggaran yang diberikan kepada BLU-SKPD/BLU-Unit Kerja yang 
peruntukannya tidak dirinci dan pencairannya dilakukan secara periodik. Dalam 
contoh lain pada pemerintah pusat implementasi Block Funding yaitu Proyek 
Health Workforce and Service (HWS) pada Kementerian Kesehatan pada tahun 
2010 dalam proyek tersebut merupakan peningkatan sarana, prasarana dan 
manajemen kesehatan serta pembiayaan kesehatan di wilayah Sumatera Barat, 
Jambi, dan Kalimantan Timur dan merupakan kerja sama antara Kementerian 
Keuangan, Bappenas, Kemendikbud dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan 
Pemerintah Pusat yang dihibahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk 
Block Funding, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tidak perlu 
mengembalikan pinjaman tersebut, namun setiap Kabupaten/Kota harus 
mengalokasikan anggaran daerahnya sebagai kontribusi terhadap keberhasilan 









2.2.6.3.3. Penyusunan DIPA Badan Layanan Umum 
 DIPA BLU disusun dengan mengacu kepada RBA Definitif dan Ikhtisar 
RBA Definitif. DIPA BLU merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BLU, dan 
menjadi dasar pencairan/penarikan dana dari APBN. Menurut Kementerian 
Keuangan (2013), antara lain memuat: 
Dalam DIPA BLU 
1. Saldo awal kas. 
2. Pendapatan, belanja pembiayaan. 
3. Saldo akhir kas. 
4. Besaran presentase Ambang Batas. 
5. Proyeksi arus kas. 
6. Jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan. 
Dalam DIPA BLU tidak memuat: 
1. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (rupiah 
murni) tahun sebelumnya dan/atau 
2. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (rupiah 
murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA lain. 
 
2.2.6.3.4. Pengajuan Pengesahan DIPA Badan Layanan Umum 
 DIPA BLU disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri 
Keuangan (lebih spesifik lagi) Direktur Jenderal Anggaran. Selanjutnya Menteri 
Keuangan (lebih spesifik lagi) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA 
BLU paling lambat tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan 
DIPA BLU (SP-DIPA BLU). 
 
2.2.6.3.5. Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum 
 Badan Layanan Umum (BLU) perlu melakukan pengelolaan kas terhadap 
pendapatan yang bersumber dari pendapatan PNBP. Pengelolaan kas Badan 
Layanan Umum dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Artinya 
adalah bahwa pengelolaan kas Badan Layanan Umum harus ditujukan dan 






berkesinambungan. Menurut Kementerian Keuangan (2013), dalam pengelolaan 
kas Badan Layanan Umum adalah: 
“seluruh aktivitas yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan kas dalam 
jumlah dan waktu tertentu dalam rangka pemberian layanan. Dalam hal 
pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut: 
1. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rencana 
kegiatan yang tercantum dalam RBA; 
2. Menerima pendapatan yang bersumber dari PNBP satker Badan 
Layanan Umum. Pendapatan PNBP tersebut berasal dari tarif layanan 
termasuk pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset yang 
dimiliki; 
3. Menyimpan kas, melakukan pembayaran dan mengelola rekening 
bank; 
4. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kas”. 
 
 Berdasarkan Bab II pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian/Lembaga, 
dalam rangka mengelola pendapatan dan belanja, satker Badan Layanan Umum 
membuka rekening yang terdiri dari: 
1. “Rekening Pengelola Kas Badan Layanan Umum. 
Rekening yang digunakan untuk penempatan idle cash pada bank umum 
terkait pengelolaan kas satker Badan Layanan Umum. 
2. Rekening Operasional Badan Layanan Umum. 
Rekening yang digunakan untuk menampung seluruh pendaftaran dan 
membayar seluruh belanja Badan Layanan Umum yang dananya bersumber 
dari dana PNBP Badan Layanan Umum pada bank umum.  
3. Rekening Dana Kelolaan. 
Rekening yang digunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukkan 
ke dua rekening Pengelolaan Kas dan Operasional Badan Layanan Umum”. 
 
2.2.6.3.6. Pengelolaan Keuangan Intern Satker Badan Layanan Umum 
 Salah satu fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum adalah dapat 
menggunakan pendapatan yang diperoleh secara langsung. Dalam pengelolaan 
keuangan intern satker Badan Layanan Umum untuk mencapai akuntabilitas dan 
efektivitas atas output yang dihasilkan, maka dibutuhkan suatu pedoman 
akuntansi yang dipakai dalam pelaksanaan anggaran satker Badan Layanan 






Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum bahwa sistem akuntansi Badan 
Layanan Umum adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. 
 
2.2.6.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran BLU 
2.2.6.4.1. Pelaporan Keuangan Menurut PSAP Akrual (Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa: 
“SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, 
aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta 
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 
APBN/APBD”. 
 
Pada bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan 
bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual 
dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih banyak bagi para pemangku 
kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan 
pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan 
salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding 
dengan manfaat yang diperoleh. 
 Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa Laporan 
Keuangan pokok terdiri dari: 
1. “Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggara Lebih (Laporan Perubahan SAL); 
3. Neraca; 
4. Laporan Operasional (LO); 
5. Laporan Arus Kas (LAK); 






7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”. 
 
2.2.6.4.2. Standar Akuntansi 
 Merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dalam 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja 
satker BLU menerapkandua standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
2.2.6.4.2.1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
 Satker BLU merupakan instansi pemerintah yang menerapkan Proses 
bisnis semi korporasi sehingga dalam pengelolaan nya dikelola seperti 
perusahaan swasta dan konsekuensinya akuntansi dan pelaporan keuangan 
satker BLU juga dilakukan seperti layaknya entitas bisnis dengan 
mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh 
Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI). Dalam hal 
tidak terdapat standar akuntansi, BLU dapat mengembangkan standar akuntansi 
industri yang spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 76 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 tentang Pedoman Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan BLU. 
 
2.2.6.4.2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
 Sebagai satker pemerintah, satker BLU adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari Kementerian/Lembaga (K/L) induknya dan oleh karena itu dalam 
hal laporan keuangan BLU harus dikonsolidasikan pada laporan keuangan K/L 
induknya. Dalam rangka konsolidasi sarker BLU menyampaikan laporan 






dan tahun yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 
2008 Bab V Pasal 14 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
BLU. 
 
2.2.6.4.2.3. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum 
 Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, satker BLU dapat 
mengembangkan sistem akuntansi BLU setidak-tidaknya memuat sub-sistem 3 
(tiga) akuntansi BLU yang terdiri dari: 
1. “Sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok 
untuk keperluan akuntansi, manajemen, dan transparansi; 
2. Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap; dan 
3. Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi harga pokok produksi 
(HPP), biaya satuan (unit cost) per unit layanan dan analisis varian 
(perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya) yang berguna 
dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU, 
pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU serta perhitungan tarif layanan 
BLU”. 
 
2.2.6.4.2.4. Penyajian Laporan Badan Layanan Umum 
 Penyajian Laporan Badan Layanan Umum menurut Kementerian 
Keuangan (2013) yaitu: 
“dengan mengacu pada dua standar akuntansi yaitu SAK dan SAP, satker BLU 
menyajikan dua laporan keuangan berbasis SAK dan SAP. Laporan keuangan 
basis SAK terdiri dari Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan 
berbasis SAP meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca dan catatan 
atas laporan keuangan. Dalam hal untuk tujuan konsolidasi laporan, laporan 
keuangan BLU yang dikonsolidasikan adalah berdasarkan SAP yaitu Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca. SAP menggunakan basis akrual dalam 
pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas serta basis kas dalam pengakuan 
pendapatan dan belanja sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap akun 
pendapatan dan belanja dari Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK dengan 








2.2.6.4.3. Pelaporan Kinerja 
2.2.6.4.3.1. Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum 
 Menurut Kementerian Keuangan (2013), Ditjen Perbendaharaan c.q. 
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU melakukan penilaian kinerja 
BLU. Penilaian kinerja BLU meliputi penilaian kinerja keuangan dan kinerja 
layanan. Penilaian kinerja keuangan meliputi aspek keuangan dan aspek 
kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. 
Tabel 2.5: Penilaian Kinerja Keuangan Satker BLU 
No. Indikator Rumus/Unsur penilaian 
A. Aspek Keuangan 
1. Rasio Keuangan 
1.1 Rasio Kas (cash ratio) Kas dan Setara Kas 
Kewajiban jangka pendek 
X 100% 
1.2 Rasio Lancar (current ratio) Aset Lancar 
Kewajiban jangka pendek 
X 100% 
1.3 Periode Penagihan Piutang 
(Collection Period) 
Pendapatan usaha x 360 
Pendapatan operasional 
X 100% 
1.4 Perputaran Aset Tetap 




1.5 Imbalan atas Aktiva Tetap 
(return on Asset) 
Surplus atau Defisit sebelum pos 
Keuntungan atau Kerugian 
Total Aset Tetap 
X 100% 
1.6 Imbalan Ekuitas (Return on 
equity) 
Surplus atau Defisit sebelum pos 
Keuntungan atau Kerugian 
Total Ekuitas 
X 100% 






B. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 
1. Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) Definitif 
Jadwal penyusunan dan kelengkapan 
2. Laporan keuangan 
berdasarkan SAK 
Laporan Triwulan I, Semester I, Triwulan III, Tahunan, 
dan Audit Laporan Keuangan serta Opini Audit atas 
laporan keuangan 
3. Surat Perintah Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja 
(SP3B BLU) 
Penyampaian SP3B BLU minimal sekali dalam satu 
triwulan dan kesesuaian jumlah saldo awal kas 
dengan saldo akhir kas triwulan sebelumnya 
4. Tarif layanan Peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam 
memungut tarif atas layanan yang diberikan 
5. Sistem akuntansi Memiliki sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi 






6. Persetujuan rekening Rekening sudah mendapatkan persetujuan 
Bendahara Umum Negara, baik Rekening 
Pengelolaan Kas BLU, Rekening Operasional BLU, 
dan Rekening Dana Kelolaan 
7. Standart Operating 
Procedure (SOP) 
Memiliki SOP Pengelolaan Kas, SOP Pengelolaan 
Piutang, SOP Pengelolaan Utang, SOP Pengadaan 
Barang dan/atau Jasa, dan SOP Pengelolaan Barang 
Inventaris 
Sumber: Kementerian Keuangan (2013) 
 
2.2.6.4.3.2. Kinerja Layanan Badan Layanan Umum 
 Menurut Kementerian Keuangan (2013),  
“penilaian kinerja layanan sangat tergantung dari jenis layanan dari satker 
BLU tersebut sesuai dengan tujuan pelayanannya. Penilaian kinerja 
layanan selanjutnya digabungkan dengan penilaian kinerja keuangan 
sehingga menghasilkan penilaian kinerja BLU secara keseluruhan. 
Penilaian kinerja layanan BLU akan terdiri dari beberapa aspek yang 
antara lain meliputi penilaian terhadap produktivitas, efisiensi, mutu 
layanan, pengembangan organisasi, dan pengelolaan sumber daya 
manusia, dan aspek lain yang sesuai dengan karakteristik BLU bidang 
pendidikan”. 
 
Berikut seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 2.6: Contoh Penilaian Kinerja Layanan Satker BLU PTN 
No. Penilaian Keterangan 
1. Tata kelola 
perguruan tinggi 
yang baik 
a. Efektivitas perencanaan perguruan tinggi berdasarkan audit/review 
Kementerian/Lembaga/Dewan Pengawas 





a. Perolehan peringkat internasional/regional/nasional yang baik dari 
lembaga pemeringkatan yang kredibel. 




a. Ketepatan waktu penyelesaian studi sesuai batas masa studi yang 
diharapkan 
b. Indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang baik 
c. Perbaikan aksesibilitas layanan perguruan tinggi kepada mahasiswa 
miskin/kurang mampu dan berkebutuhan khusus yang 
memperhatikan kesetaraan gender 
d. Peningkatan mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik 
dan/atau dalam minat dan bakat 
e. Peningkatan jumlah lulusan yang masuk dunia ke dunia kerja 
dan/atau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi 
f. Keberlanjutan penyerapan lulusan oleh pemanfaat lulusan 
4. Sumber daya 
manusia 







b. Ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang proporsional 
c. Peningkatan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti 







a. Peningkatan jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan 
mahasiswa 
b. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada institusi yang terakreditasi 
oleh dosen dan mahasiswa 
c. Peningkatan jumlah hibah bersaing dan/atau kontrak kerja sama 
penelitian yang diterima oleh perguruan tinggi 
6. Sarana dan 
Prasarana 
a. Ketersediaan gedung dan/atau alat pengajaran yang berkualitas dan 
proposional 
b. Ketersediaan layanan ICT yang berkualitas 
c. Peningkatan kualitas dan materi perpustakaan 
7. Kepuasan a. Kepuasan mahasiswa atas layanan pendidikan dan fasilitas lainnya 
yang diberikan oleh perguruan tinggi 
b. Kepuasan pemanfaatan lulusan atas kualitas lulusan perguruan 
tinggi 
Sumber: Kementerian Keuangan (2013) 
 Sebagai perbandingan di bawah ini adalah tabel perbandingan metode 
penilaian kinerja yang banyak digunakan dalam organisasi atau instansi swasta 
dan pemerintahan di seluruh dunia. 
Tabel 2.7: Matriks Perbandingan Metode Penilaian Kinerja  
No. Metode Penilaian 
Kinerja 
Substansi 
1. Total Quality 
Management 
(TQM) 
1. Fokus pada pelanggan (internal dan eksternal) 
2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas 
3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan 
dan pemecahan masalah 
4. Memiliki komitmen jangka panjang 
5. Membutuhkan kerja sama tim 
6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan 
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
8. Memberikan kebebasan yang terkendali 
9. Memiliki kesatuan tujuan 
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 




a. Kepemimpinan organisasi 
b. Tanggung jawab publik dan warga negara 
2. Perencanaan strategi 
a. Pengembangan strategi 
b. Penyebarluasan strategi 
3. Fokus pasar, staf, stakeholder 







b. Hubungan serta kepuasan staf dan stakeholder 
4. Informasi dan analisis 
a. Pengukuran dan analisis kinerja organisasi 
b. Manajemen informasi 
5. Fokus sumber daya manusia (SDM) 
a. Sistem-sistem kerja 
b. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM 
c. Kesejahteraan dan kepuasan SDM 
6. Manajemen proses 
a. Desain pendidikan dan proses penyerahan 
b. Pelayanan staf 
c. Proses-proses pendukung 
7. Hasil kinerja organisasi 
a. Hasil-hasil pembelajaran staf 
b. Hasil-hasil berfokus staf dan stakeholder 
c. Hasil-hasil anggaran, keuangan, customer 
d. Hasil-hasil SDM 
e. Hasil-hasil efektifitas organisasi 
3. Six Sigma (S6) 1. Identifikasi customer 
2. Identifikasi produk 
3. Identifikasi kebutuhan dalam memproduksi produk untuk customer 
4. Definisi proses 
5. Hindarkan kesalahan dalam proses dan hilangkan semua 
pemborosan yang ada 
6. Meningkatkan proses secara terus-menerus menuju Six sigma 
4. Balanced 
Scorecard (BSC) 
1. Perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan (Learning and Growth) 
menetapkan pemacu untuk membangun kompetensi personel, dan 
sumber daya lain seperti prasarana sistem informasi, penciptaan 
suasana lingkungan kerja yang mendukung perspektif lainnya 
2. Perspektif proses bisnis (Business Process) menggambarkan 
proses atau sistem yang dijalankan dan yang dibangun untuk 
melayani customer perspektif pelanggan 
3. Perspektif pelanggan (Customer / Stakeholder) memberikan 
gambaran tentang segmen pasar yang dituju, pemahaman 
terhadap harapan dan kebutuhan pasar (masyarakat secara luas 
dan pelanggan secara khusus) 
4. Perspektif keuangan (Financial) memberikan gambaran sasaran 
keuangan yang dicapai dan yang perlu dicapai oleh organisasi 
dalam mewujudkan visinya 
Sumber: Wicaksono (2015) 
 
2.2.7. Alur Kerangka Pemikiran 
 Berikut ini adalah gambar mengenai alur kerangka pemikiran yang dibuat 
penulis untuk mempermudah penulis dalam menganalisis permasalahan secara 







































































1. Penyusunan rencana anggaran 
2. Pengesahan rencana anggaran 
3. Pelaksanaan anggaran 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Pengesahan rencana 
anggaran 
Tidak adanya tolok ukur yang 
digunakan untuk mengukur 
kinerja dalam pencapaian tujuan 




Anggaran Berbasis Kinerja: 
1. Alokasi anggaran berorientasi pada 
kinerja 
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk 
mencapai hasil dengan tetap menjaga 
prinsip akuntabilitas 
3. Money follow function, function followed 
by structure 
Sistem Anggaran Berbasis 
Kinerja 
Pola Anggaran BLU Berdasarkan Anggaran 







Penerapan Anggaran BLU Berdasarkan 
Anggaran Berbasis Kinerja 
Pendekatan Sistem 
Perencanaan Program 
















ANALISIS LATAR KONDISI SOSIAL PENELITIAN 
 
3.1.  Gambaran Umum Universitas Brawijaya 
Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, didirikan 
pada tanggal 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi 
dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 1 Tahun 1963, dan kemudian dikukuhkan 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 
tertanggal 23 September 1963. 
Universitas Brawijaya semula berstatus swasta, dengan embrio sejak tahun 
1957, yaitu berupa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang merupakan 
cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makasar. Kedua fakultas itu 
perkembangannya nampak kurang menggembirakan, sehingga di kalangan 
mahasiswa timbul keresahan. 
Beberapa orang dan tokoh mahasiswa yang menyadari hal ini kemudian 
mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para pemuka masyarakat. 
Akhirnya, pada suatu pertemuan yang mereka lakukan di Balai Kota Malang 
pada tanggal 10 Mei 1957, tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah 
Universitas Kotapraja (Gemeentelijke Universiteit) yang diharapkan lebih dapat 
menjamin masa depan para mahasiswa. 
Sebagai langkah pertama ke arah itu, dibentuklah Yayasan Perguruan 
Tinggi Malang pada tanggal 28 Mei 1957, yayasan ini kemudian membuka 
Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada tanggal 1 
Juli 1957. Mahasiswa dan dosen PTHPM terdiri dari bekas mahasiswa dan 






pada tanggal 15 Agustus 1957 sebuah yayasan lain, yakni Yayasan Tinggi 
Ekonomi Malang mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTEM). 
Pada perkembangan berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kotapraja Malang dengan sebuah keputusan tertanggal 19 Juli 1958 mengakui 
PTHPM sebagai milik Kotapraja Malang. Pada peringatan Dies Natalis III PTHPM 
tanggal 1 Juli 1960, diresmikan pemakaian nama Universitas Kotapraja Malang. 
Universitas itu kemudian mendirikan Fakultas Administrasi Niaga (FAN) pada 
tanggal 10 Nopember 1960. 
Pada acara Peringatan Dies Natalis IV Universitas Kotapraja Malang, nama 
universitas ini diganti menjadi Universitas Brawijaya. Nama ini diberikan oleh 
Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor: 258/K/1961 tanggal 11 Juli 
1961. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1961 diadakan penggabungan antara 
Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang yang mengasuh PTEM ke dalam 
sebuah yayasan baru yang bernama Yayasan Universitas Malang. 
Atas dasar penggabungan ini Universitas Brawijaya memiliki 4 fakultas, 
yakni Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) yang semula 
PTHPM, Fakultas Ekonomi (FE) yang semula bernama PTEM, Fakultas 
Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP). Penggabungan tersebut 
adalah salah satu usaha yang harus ditempuh untuk memperoleh status negeri 
bagi Universitas Brawijaya, karena sebelum itu walaupun diakui sebagai milik 
Kotapraja Malang, semua pembiayaan universitas masih menjadi tanggung 
jawab yayasan. Guna memenuhi syarat penegerian, maka pada tanggal 26 
Oktober 1961 Universitas Brawijaya mendirikan sebuah fakultas baru yakni 






Usaha yang dirintis selama beberapa tahun tersebut akhimya menemui titik 
terang. Dalam sebuah pertemuan antara Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya, 
Presiden Universitas Brawijaya, Presiden Universitas Tawangalun (Jember) serta 
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 7 Juli 1962, 
ternyata Menteri PTIP menyanggupi untuk menegerikan Universitas Brawijaya 
secara bertahap. Yang akan dinegerikan pertama adalah fakultas-fakultas 
eksakta, sedangkan fakultas sosial masih dalam pertimbangan. 
Dengan Surat keputusan Menteri PTIP Nomor 92 tertanggal 1 Agustus 
1962 Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan diberi 
status negeri, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1962 dan berada di bawah naungan 
Universitas Airlangga. Sambil menunggu proses selanjutnya, pada tanggal 30 
September 1962, Fakultas Administrasi Niaga diubah namanya menjadi Fakultas 
Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK), untuk menyesuaikan diri dengan 
Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961. 
Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan dinamika keilmuan dan 
regulasi di bidang Pendidikan Tinggi, pada tahun 1982 FKK secara resmi 
berubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) berdasarkan PP No. 27 Tahun 
1982 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri. 
Sementara itu di Probolinggo pada tanggal 28 Oktober 1961 dibuka sebuah 
Perguruan Tinggi Jurusan Perikanan Laut oleh Yayasan Pendidikan Tinggi 
Probolinggo. Jurusan ini kemudian menjadi salah satu jurusan dari Fakultas 
Kedokteran Hewan dan Peternakan, yakni berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
PTIP No. 163 Tahun 1963 Tanggal 25 Mei 1963. 
Pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya dengan seluruh 






Fakultas Pertanian serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang 
semula berada di bawah naungan Universitas Airlangga dikembalikan ke 
Universitas Brawijaya. 
Selain itu diresmikan pula cabang-cabang Universitas Brawijaya di Jember, 
yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. 
Cabang di Jember ini semula adalah fakultas-fakultas dari Universitas 
Tawangalun. 
Dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 97 Tahun 1963 Fakultas 
Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Kediri, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 
1963 ditetapkan sebagai cabang Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 
Universitas Brawijaya. 
Surat Keputusan Menteri PTIP tentang penegerian itu telah dikukuhkan 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 yang 
berlaku sejak tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan 
sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Brawijaya.  
Nama “Universitas Brawijaya” diberikan oleh Presiden Republik Indonesia 
melalui kawat nomor 258/K/61 tanggal 11 Juli 1961. Nama ini berasal dari gelar 
Raja-Raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad 12 
sampai 15. UB diresmikan sebagai Universitas Negeri berdasarkan Surat 
Keputusan Presiden Nomor 196 tahun 1963 dan berlaku sejak 5 Januari 1963. 
Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) UB. 
Perjalanan UB sebelum dinegerikan diawali pada tahun 1957 di Malang berdiri 
cabang Universitas Sawerigading Makassar yang hanya terdiri dari dua fakultas 
yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1960 






Universitas tersebut, beberapa bulan berikutnya terdapat tambahan fakultas yaitu 
Fakultas Administrasi.  
Pada saat dinegerikan, Universitas Brawijaya hanya mempunyai 5 fakultas 
yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ketatanegaraan dan 
Ketataniagaan (FKK) merupakan perluasan dari FAN dan saat ini namanya 
adalah Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas Pertanian dan Fakultas 
Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP). FKHP kemudian dipecah menjadi 
dua Fakultas pada tahun 1973, yaitu Fakultas Peternakan (FPt) yang berada di 
UB dan Fakultas Kedokteran Hewan yang berada di bawah naungan Universitas 
Airlangga. Fakultas Teknik (FT) berdiri tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri PTIP nomor 167 tahun 1963 tertanggal 23 Oktober 1963.  
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Universitas Brawijaya tertanggal 22 Januari 2016, UB mendapat tambahan 
3 (tiga) fakultas baru yang sebelumnya berstatus program, yaitu: Program 
Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Program Kedokteran Hewan, dan 
Program Kedokteran Gigi. Saat ini UB memiliki 15 fakultas, yaitu: Fakultas 
Hukum (FH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Administrasi 
(FIA), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Peternakan (FPT), Fakultas Teknik (FT), 
Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu 
Budaya (FIB), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Ilmu Komputer 
(Filkom), dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Disamping 15 fakultas, terdapat 






3.2. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Brawijaya 
1. Visi 
Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu 
berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
2. Misi 
a. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta 
didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesi 
yang berkualitas dan berkepribadian serta berjiwa dan/atau 
berkemampuan entrepreneur. 
b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional. 
3. Tujuan 
a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan 
yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga 
akademis dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat 
internasional. 
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni guna mendorong pembangunan bangsa, sehingga tercipta 
insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk 
dihargai dan bermanfaat. 






pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan 
metode ilmiah. 
4. Sasaran 
a. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja sebagai ilmuwan yang 
profesional dan mampu mengkaji dan menganalisi secara kritis berbagai 
permasalahan tingkat internasional 
b. Terwujudnya kemampuan civitas akademika yang mandiri, memiliki 
otonom dan mampu mengarahkan dirinya. 
c. Terwujudnya mahasiswa UB yang memiliki prestasi dalam bidang 
akademik dan kemahasiswaan. 
d. Adanya kerjasama tingkat ASEAN, Asia dan daya saing global. 
e. Terwujudnya sistem tata kelola dan kelembagaan yang akuntabel. 
f. Adanya sarana prasarana yang memenuhi standar mutu perguruan 
tinggi. 
g. Dihasilkannya produk riset yang memberikan manfaat bagi masyarakat 
dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
5. Tugas dan Fungsi 
UB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu 
pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat 











4.1. Jenis Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini 
adalah karena peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling 
berkaitan, selain itu juga dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan 
mendalam mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan 
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada dasarnya 
landasan teoritisnya bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan 
menggali makna dalam penelitian. Karena itu, pada bagian ini fenomenologi 
dijadikan sebagai dasar teoritis utama sedang yang lainnya yaitu interaksi 
simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan 
yang melatarbelakangi secara teoritis penelitian kualitatif. 
 Kedudukan teori dalam pendekatan kualitatif merupakan suatu produk 
akhir yang harus dihasilkan. Rancangan penelitian dibangun berdasarkan 
kumpulan asumsi dan konsep yang dikembangkan dari teori relevan yang ada. 
Sumber pokok jawaban penelitian terdapat data bukan pada teori. Dalam 
pendekatan ini teori-teori yang diperoleh dari pembendaharaan teori hanya 







 Adapun tesis ini berbentuk penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian 
yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat 
terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah 
suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu kondisi, sifat, 
karakteristik, dari suatu fenomena atau obyek penelitian, atau hanya 
menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau suatu keadaan. 
Penggunaan tipe ini dilakukan dengan alasan karena peneliti berusaha 
menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang 
situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang 
menampak, atau suatu proses yang berlangsung, pengaruh yang sedang 
bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak dan 
sebagainya. 
 Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran tentang Proses 
anggaran Badan Layanan Umum berdasarkan anggaran berbasis kinerja dengan 
studi pada Universitas Brawijaya. 
 
4.2. Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat di mana akan dilakukannya 
penelitian. Dari lokasi penelitian inilah data dan informasi akan didapat oleh 
peneliti. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Jl. Veteran Kota 
Malang, Jawa Timur.  
Situs penelitian merupakan suatu tempat di mana peneliti menangkap 
keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data atau 
informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, 






Alasan peneliti memilih Universitas Brawijaya adalah karena pada Universitas 
Brawijaya merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berstatus 
Badan Layanan Umum. 
Pada lokasi dan situs penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh 
data dan informasi yang dibutuhkan serta relevan dengan masalah yang dikaji 
tentang Proses anggaran Badan Layanan Umum berdasarkan anggaran 
berbasis kinerja, serta dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek 
yang diteliti. 
 
4.3. Fokus Penelitian 
 Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun 
maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan 
fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi; kedua, penetapan 
fokus berfungsi untuk memenuhui inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar 
(inclusion-exlusion criteria) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan 
sebagaimana dikemukakan Moleong (2016: 93-94). Dalam metode kualitatif, 
fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang inquiry. Tanpa adanya fokus 
penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. 
Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam 
memandang dan mengarahkan penelitian. 
 Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. 
Moleong (2016: 237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk 
membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data 
yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan 






berbasis kinerja dengan studi pada Universitas Brawijaya. Aspek-aspek yang 
menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
2. Pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
3. Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran 
berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
 
4.4. Sumber dan Jenis Data 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif maka penelitian ini menggunakan empat sumber data, 
yaitu: 
1. Narasumber (informan). Dalam penelitian kuantitatif sumber data ini 
disebut “Responden”, yaitu orang yang memberikan “Respon” atau 
tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. 
Sedangkan pada penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, 
bukan sekedar memberikan respon, melainkan juga sebagai pemilik 
informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan 
informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang 
diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil 
tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Pemilihan 






pengetahuan cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya 
tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang spesifik dari 
pemanfaatan sistem informasi. Informan adalah orang yang berada pada 
lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang 
situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus memiliki banyak 
pengalaman tentang masalah penelitian dan secara sukarela menjadi 
sumber informasi meskipun tidak secara formal, mereka dapat memberikan 
pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan 
kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini, 
kelompok Informan kunci yaitu Kabiro Keuangan Universitas Brawijaya, 
SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya, SubKoordinator 
Monitoring Universitas Brawijaya, SubKoordinator Akuntansi Manajemen 
Universitas Brawijaya, Sekretaris Tim SAKIP Universitas Brawijaya, dan 
Staff SubBagian Perencanaan UB Universitas Brawijaya. 
2. Peristiwa atau Aktivitas. Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui 
pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa 
mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena 
menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah 
peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap 
informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti. 
3. Tempat atau Lokasi. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran 
atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber 
data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan 






bisadigali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun 
tempat maupun lingkungnnya. 
4. Dokumen atau Arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang 
berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan 
rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman 
gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah terdiri dari: 
1. Data primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
orang-orang selaku informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk 
memperoleh data-data atau informasi yang ada relevaninya dengan 
permasalahan penelitian. 
2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen baik 
berupa dokumen cetak maupun elektronik, buku, dan lain sebagainya. 
 
 
4.5. Metode Pengumpulan Data 
 Menurut Hasan (2006) pengumpulan data adalah pencatatan 
peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik- 
karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau 
mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 
paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  






penelitian ini adalah dengan cara: 
1. Penelitian Lapangan 
Yaitu penelitian langsung pada objek yang akan diteliti, dalam hal ini Proses 
anggaran Badan Layanan Umum berdasarkan anggaran berbasis kinerja 
dengan studi pada Universitas Brawijaya. Kemudian mengumpulkan data 
dan keterangan yang menyangkut masalah yang diteliti. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara: 
a. Wawancara mendalam (in depth interview) 
Teknik ini dilakukan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan 
dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam akan dilakukan baik 
secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview 
guide) maupun wawancara bebas bersamaan dengan observasi. 
Instrumen yang akan digunakan dalam wawancara ini adalah voice 
recorder, yang dilengkapi dengan catatan-catatan kecil peneliti untuk 
memperoleh data yang berhubungan dengan pembahasan masalah. 
b. Observasi / Pengamatan 
Teknik ini digunakan untuk merekam data-data primer yang berupa 
peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian, yang 
berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun instrumen yang 
digunakan adalah catatan-catatan lapangan yaitu melakukan penelitian 
dan pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi ini digunakan dengan cara melakukan pencatatan 
atau penyalinan terhadap dokumen-dokumen dan data-data lain yang 






pendukung penelitian seperti: gambaran umum Universitas Brawijaya, 
visi, misi, tujuan dan struktur organisasi. Metode pencarian data ini 
sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu obyek 
atau suasana penelitian. 
2. Penelitian Kepustakaan 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Proses pengumpulan 
data dimulai dengan cara informan yang telah dipilih secara purposive 
diwawancarai mengenai perihal Proses anggaran Badan Layanan Umum 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Apabila peneliti ragu atau merasa 
kurang terhadap hasil wawancara tahap pertama, maka peneliti dapat 
melakukan wawancara kembali pada informan yang sama dengan tujuan 
untuk mengklarifikasi hasil wawancara sebelumnya. Selanjutnya dilakukan 
metode triangulasi yaitu membandingkan data-data yang berasal dari 
berbagai sumber lisan (wawancara).  
Data hasil triangulasi yang sama merupakan data subyek yang valid, 
sedangkan data yang berbeda direduksi atau dijadikan temuan lain dalam 
penelitian ini. Temuan selama penelitian dicatat dan dibandingkan dengan 
proses pemecahan masalah pada teori kualitas sumber daya manusia. 
Sehingga akan diketahui hasilnya mengenai bagaimana penyusunan 
rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran 
berbasis kinerja di Universitas Brawijaya, bagaimana pengesahan rencana 
anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis 
kinerja di Universitas Brawijaya, bagaimana pelaksanaan anggaran Badan 






Universitas Brawijaya, dan bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban 
anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis 
kinerja di Universitas Brawijaya. 
 
4.6. Uji Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan proses untuk menguji validitas sebuah data 
yang didapat dari seorang peneliti pada saat berada di lapangan yang bertujuan 
untuk memeriksa bahwa hasil penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yakni 
metode triangulasi. Winston dalam Bungin (2010) mengatakan, “studi kasus 
merupakan penelitian yang bersifat triangulasi”. Triangulasi adalah sebuah 
teknik yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan dengan memanfaatkan 
sesuatu yang lain. Penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber data. 
Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 
pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah 
kriteria tertentu (Moleong. 2016). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 
menurut Sugiyono (2014: 270) meliputi: 
1. Uji Credibility (validitas internal) 
 Menurut Moloeng (2016: 324), “penerapan kriteria ini pada dasarnya 
menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini 
berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 
kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat 
kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 
pada kenyataan ganda yang sedang diteliti”.  
 Menurut Sugiyono (2014: 270), “uji kredibilitas data atau kepercayaan 
terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 
dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. 
a. Perpanjangan pengamatan 
Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, 
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 
pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga, hubungan peneliti dengan 






lagi), semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada 
informasi yang disembunyikan lagi.  
b. Meningkatkan ketekunan 
Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 
berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 
Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan 
melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan 
salah atau tidak. Sehingga, peneliti dapat memberikan deskripsi data 
yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.  
c. Triangulasi 
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 
pengecekan data dari berbagi sumber, berbagai cara, dan berbagai 
waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 
pengumpulan data, dan triangulasi waktu.  
d. Diskusi dengan teman 
Peneliti melakukan diskusi dengan teman atau orang lain yang paham 
dengan data-data tersebut sehingga data menjadi semakin valid.  
e. Analisis kasus negatif 
Ketika peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian pada data, maka 
dilakukanlah analisis ini, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda 
atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah 
dapat dipercaya.  
f. Menggunakan bahan referensi 
Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, 
data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 
wawancara.  
g. Mengadakan membercheck 
Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 
kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 
pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin 
dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai 
penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila 
perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan 
harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data”.  
2. Transferability (validitas eksternal) 
Menurut Moloeng (2016: 324), kriteria ini berbeda dengan validitas eksternal 
dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu 
penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam 
populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang 
secara representatif mewakili populasi itu.  
3. Dependability (reliabilitas) 
Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif 
bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, 
apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana 









4. Confirmability (obyektifitas) 
Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian 
disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika 
disepakati banyak orang. 
 
4.7. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena 
dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik itu temuan substantif maupun 
formal. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga 
diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berasal 
dari pihak-pihak yang terkait dalam hal Proses anggaran Badan Layanan Umum 
(BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan anggaran Badan 
Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja, dan bagaimana 
pelaporan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran 
berbasis kinerja. 
Data-data hasil wawancara dan sumber-sumber referensi dalam penelitian 
ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, 
teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 
setelah selesai pengumpulan data dalam periode penelitian.  
 Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14), menganalisis data 
dengan tiga langkah yaitu kondensasi data (data condensation), menyajikan data 
(data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and 
verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), 






(abstracting), dan transformasi data (transforming). Secara skematis proses 
analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles, Huberman dan 










Gambar 4.1: Komponen-komponen Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) 
 
Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan 
Saldana (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut: 
1. Kondensasi data (data condensation) 
Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 10), “Data condensation 
refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and 
transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions”. 
Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 
menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat 
pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Pemilihan (selecting) 
Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 18) peneliti harus 
bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih 
penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan 
sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan 
Pengumpulan Data Penyajian Data 







dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungan dengan anggaran BLU 
berbasis kinerja dikumpulkan pada tahapan ini. Peneliti mengumpulkan 
seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.  
b. Pengerucutan (focusing) 
Miles, Huberman dan Saldana (2014: 19) menyatakan bahwa 
memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, 
peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 
masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi 
data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan 
masalah. Fokus data pada rumusan masalah pertama yaitu penyusunan 
rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran 
berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. Dalam rumusan masalah 
kedua, yaitu pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum 
(BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
Dalam rumusan masalah ketiga, yaitu pelaksanaan anggaran Badan 
Layanan Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di 
Universitas Brawijaya. Dan dalam perumusan masalah keempat, yaitu 
pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum 
(BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. 
c. Peringkasan (abstracting) 
Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 
pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 
dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, 
khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika 






dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan 
untuk menjawab masalah yang diteliti.  
d. Penyederhanaan (simplifiying) dan Transformasi data (transforming) 
Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan 
ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, 
melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu 
Proses yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, 
peneliti menumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam 
tabel. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa 
penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi 
analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, 
jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 
yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan 
demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 
menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus 
melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh 
penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Peneliti menyajikan data 
dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan 
anggaran BLU berbasis kinerja. Penyajian data berupa tabel dan bagan 
yang menunjukkan gambaran anggaran BLU berbasis kinerja dirancang 






padu dan mudah diraih. 
3. Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi (Conclusion, drawing/verification) 
Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah 
sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 
Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 
Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 
pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada 
catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 
menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di 
antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif 
atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 
dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul 
dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 
kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak 
hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu 
diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.  
Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang 
telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan 
secara umum. Simpulan tersebut meliputi unsur-unsur anggaran BLU yang 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Setelah disimpulkan, analisis data 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
5.1. Hasil Penelitian 
 Pada tahapan ini, peneliti berusaha memaparkan dan menjelaskan hasil 
dari penelitian yang telah dilakukan dengan berpedoman kepada data-data yang 
telah dikumpulkan selama wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen 
terkait. Pemaparan data dalam penelitian ini peneliti sesuaikan dengan 
aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian yang peneliti uraikan dalam metode 
penelitian. Mengacu pada fokus penelitian, maka dalam pemaparan ini akan 
banyak diskusi mengenai keadaan di lapangan dengan pedoman teoritik dan 
normatif terkait dengan analisis Proses anggaran Badan Layanan Umum 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja. 
 
5.1.1. Gambaran Umum Biro Keuangan Universitas Brawijaya 
 Sebelum tahun 2008, dalam struktur organisasi Universitas Brawijaya 
terdapat tiga (3) biro, yaitu: 
1. Biro Administrasi Akademik 
2. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi 
3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan. 
Namun setelah diterbitkannya SK Rektor No. 283/SK/2008 Tanggal 19 
Nopember 2008, Biro Administrasi Umum dan Keuangan berubah menjadi 
Keuangan Biro Administrasi Umum (BAU) dan Biro Administrasi Keuangan dan 
Perencanaan (BAKP). 






(Badan Layanan Umum) sejak dikeluarkannya SK Menteri Keuangan No. 
361/KMK.05/2008 Tanggal 17 Desember 2008. Biro Administrasi Keuangan dan 
Perencanaan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: 
1. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 
2. Bagian Akuntansi 
3. Bagian Perencanaan 
 Tahun 2015 terbit SK Rektor No. 49/SK/2015 tanggal 29 Januari 2015, Biro 
Administrasi Keuangan dan Perencanaan berubah menjadi Biro Keuangan (BK) 
yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: 
1. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 
2. Bagian Akuntansi 
Bagian Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari: 
1. Sub Bagian PNBP 
2. Sub Bagian APBN 
3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 
Sedangkan Bagian Akuntansi terdiri dari: 
1. Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan 
2. Sub Bagian Akuntansi dan Manajemen 
 Tahun 2016 terbit Permen Ristek dan Dikti tanggal 22 Januari 2016 BK 
yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: 
1. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 
2. Bagian Akuntansi 
Bagian Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari: 
1. Sub Bagian PNBP 






3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 
Sedangkan Bagian Akuntansi terdiri dari: 
1. Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan 
2. Sub Bagian Akuntansi dan Manajemen 
 
5.1.1.1. Visi, Misi dan Tujuan Biro Keuangan Universitas Brawijaya 
1. Visi Biro Keuangan Universitas Brawijaya: 
Menjadi pusat pelayanan di bidang administrasi keuangan yang profesional, 
transparan dan akuntabel untu mendukung Universitas Brawijaya menuju 
World Class Entrepreneur University. 
2. Misi Biro Keuangan Universitas Brawijaya: 
a. Menyelenggarankan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
b. Menyelengarakan administrasi keuangan yang efektif dalam mewujudkan 
institusi yang transparan dan akuntabel. 
c. Mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia 
dalam rangka menciptakan profesionalisme di bidang keuangan. 
d. Memberikan pelayanan prima dalam pengelolaan aset untuk mendukung 
terselenggaranya kegiatan operasional perguruan tinggi. 
3. Maklumat Pelayanan Biro Keuangan Universitas Brawijaya: 
a. Mempertahankan semua aspek mutu pada setiap proses dan kegiatan. 
b. Menghasilkan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan 
perencanaan. 
c. Pengelolaan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). 






a. Memberikan pelayanan prima di bidang keuangan. 
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi keuangan. 
c. Memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan 
keputusan manajemen. 
d. Mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
 
5.1.1.2. Struktur Organisasi Biro Keuangan Universitas Brawijaya 
 Biro Keuangan Universitas Brawijaya adalah unsur pelaksana administrasi 
universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi keuangan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Secara 
umum Biro Keuangan Universitas Brawijaya mempunyai tugas memberikan 
layanan administrasi keuangan di lingkungan universitas. 
 Dengan adanya Permenristek dan Dikti Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 22 
Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, sehingga 

































 5.1: Struktur Organisasi Universitas Brawijaya Sesuai 
Permenristek dan Dikti Nomor 4 Tahun 2016 








Pada 5 September 2016 Kepala Biro Keuangan juga mengalami 












Gambar 5.1: Biro Keuangan Universitas Brawijaya 2016 
Sumber: Biro Keuangan Universitas Brawijaya 
 
Perubaha personil di Biro Keuangan Universitas Brawijaya mengalami 
perubahan pada bulan Maret tahun 2020 dengan beberapa personil baru yaitu 







Gambar 5.2: Personil Biro Keuangan Universitas Brawijaya tahun 2020 
Sumber: Biro Keuangan Universitas Brawijaya 
 
5.1.2. Rencana Strategis BLU Universitas Brawijaya 
5.1.2.1. Ringkasan Renstra  
 Visi Universitas Brawijaya yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi dengan reputasi 
internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terutama 
yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat”  
 Adapun, untuk dapat mencapai visi tersebut, Universitas Brawijaya 
mengemban misi sebagai berikut:  
a. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan 






memiliki moral dan budi pekerti yang luhur, mandiri, serta profesional, dan 
berjiwa entrepreneur;  
b. Menyelenggarakan peran perguruan tinggi sebagai agen pengembang dan 
penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai agen pembangunan 
ekonomi bangsa dengan berdasar pada nilai kearifan lokal yang luhur;  
c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, 
dan berkelanjutan. 
 Selama periode 2015 sampai dengan 2019, Universitas Brawijaya memiliki 
6 (enam) sasaran strategis yang dijabarkan sebagai berikut:  
a. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja sebagai ilmuwan yang 
professional dan mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis berbagai 
permasalahan tingkat internasional  
b. Terwujudnya kemampuan sivitas akademika yang mandiri (independent), 
memiliki otonomi (autonomous) dan mampu mengarahkan dirinya 
(self-directed). 
c. Terwujudnya mahasiswa Universitas Brawijaya yang memiliki prestasi dalam 
bidang akademik dan kemahasiswaan  
d. Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan yang akuntabel  
e. Adanya Sarana Prasarana yang memenuhi standar mutu perguruan tinggi  
f. Dihasilkan produk riset yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan 
pengembangan ilmu pengetahuan  
 Dari 6 sasaran tersebut, dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan 
secara lebih rinci termasuk juga anggaran yang dibutuhkan. Berkaitkan dengan 






perjanjian kinerja dengan Menteri Ristek Dikti dan Menteri Keuangan (dalam 
bentuk kontrak kinerja). 
 
5.1.2.2. Penetapan Kinerja  
 Penetapan Kinerja Universitas Brawijaya untuk tahun 2018 disusun dengan 
enam sasaran strategis yaitu:(1)Tersedianya lulusan yang mampu bekerja 
sebagai ilmuwan yang profesional dan mampu mengkaji dan menganalisis 
secara kritis berbagai permasalahan tingkat internasional;(2) Terwujudnya 
kemampuan sivitas akademika yang mandiri (independent), memiliki otonomi 
(autonomous) dan mampu mengarahkan dirinya (self-directed); (3) Terwujudnya 
mahasiswa Universitas Brawijaya yang memiliki prestasi dalam bidang akademik 
dan kemahasiswaan; (4) Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan 
yang akuntabel; (5) Adanya Sarana Prasarana yang memenuhi standar mutu 
perguruan tinggi; dan (6) Dihasilkan produk riset yang memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.  
 Di dalam setiap sasaran strategis tersebut, terdapat indikator kinerja yang 
diambil dari output RKA-KL Tahun Anggaran 2018 yang pada dasarnya adalah 
pernyataan dari Indikator Outcome Universitas Brawijaya, karena pada saat 
penetapan kinerja, setiap indikator kinerja harus disertai dengan anggaran yang 
dibutuhkan. 
 
5.1.3. Penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya 
 Universitas Brawijaya sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan 
layanan pendidikan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa yang sangat besar, 
yaitu jumlah mahasiswa aktif berada pada kisaran rata-rata lebih kurang 64 ribu 
mahasiswa aktif, dengan jumlah mahasiswa baru rata-rata lebih kurang 11 ribu 






Brawijaya saat ini cukup baik dengan nilai PNBP sebesar lebih kurang 990,8 milyar 
rupiah, meskipun persentase pendapatan di luar dari mahasiswa masih lebih kurang 
19,07%. Total DIPA Universitas Brawijaya pada tahun 2019 sebesar 1,4 triliun 
rupiah dengan nilai aset tetap sebesar 7,3 triliun rupiah. Sistem perencanaan dan 
penganggaran di Universitas Brawijaya dibuat dengan acuan Rencana Strategis 
Universitas Brawijaya tahun 2020-2024, yang dijabarkan menjadi program dan 
kegiatan dalam Program Kerja Tahunan Rektor dan Renstra Fakultas atau 
Jurusan. 
Penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) di 
Universitas Brawijaya berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Hal ini seperti 
yang dijelaskan oleh bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku 
SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Penganggaran di Universitas Brawijaya adalah berbasis kinerja, yaitu 
penganggaran yang berbasis pada rencana strategis, visi dan misi yang 
sudah dicanangkan oleh Universitas Brawijaya.” (Selasa, 5 Januari 2020 
bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator 
Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Penganggaran di Universitas Brawijaya adalah berbasis kinerja, yang 
penyusunannya berorientasi pada hasil (output).” (Senin, 25 Januari 2020 
bersama bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku SubKoordinator Monitoring 
Universitas Brawijaya pada pukul 14.00 WIB). 
 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
Sekretaris Tim SAKIP Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Penganggaran di Universitas Brawijaya adalah berbasis kinerja yang 
merupakan perencanaan anggaran yang disusun dengan 
mempertimbangkan keterkaitan input (dalam hal ini pendanaan) dan 
outcomes (dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan serta faktor 






Sekretaris Tim SAKIP Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Penganggaran di Universitas Brawijaya adalah berbasis kinerja, yang 
didasarkan pada output kegiatan.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu 
Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen 
Universitas Brawijaya pada pukul 10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Penganggaran di Universitas Brawijaya adalah berbasis kinerja yang 
merupakan suatu sistem penganggaran yang bertumpu pada output yang 
menggambarkan ketercapaian visi dan misi sebuah organisasi dengan 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap sumber daya organisasi 
tersebut. Output yang dimaksud berupa hal ataupun kegiatan yang kasat 
mata dan dapat dirasakan manfaatnya.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama 
Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 
WIB). 
 
 Jika dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas, maka 
penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas 
Brawijaya diketahui berdasarkan anggaran berbasis kinerja, kemudian untuk 
proses perencanaan dan penganggaran di Universitas Brawijaya dijelaskan oleh 
bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP 
Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Proses perencanaan dan penganggaran di Universitas Brawijaya 
mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh Biro Perencanaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dilaksanakan pada N-1 atau 1 
tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Menggunakan aplikasi SIREKA 
Universitas Brawijaya.” (Selasa, 5 Januari 2020 bersama bapak Fajar Andy 
Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas 







Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Proses penyusunan anggaran di Universitas Brawijaya dilaksakan secara 
bottom-up, di mana unit-unit yang ada di bawah mengajukan rencana 
anggaran ke pusat, kemudian usulan-usulan tersebut dikompilasi.” (Senin, 
25 Januari 2020 bersama bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya pada pukul 14.00 WIB). 
 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
Sekretaris Tim SAKIP Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan kewenangan 
masing2 unit, dengan batas besaran anggaran dan mata anggaran yang 
telah ditetapkan.” (Senin, 25 Januari 2020 bersama Sekretaris Tim SAKIP 
Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Penganggaran dilakukan melalui aplikasi SIREKA yang berisi tentang 
output, kegiatan, mata anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output 
tersebut. Penganggaran di Universitas Brawijaya telah diintegrasikan 
dengan renstra dan realisasi belanja.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu 
Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen 
Universitas Brawijaya pada pukul 10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Perencanaan disusun dari level unit maupun fakultas, seluruhnya 
mengacu pada visi dan misi Universitas Brawijaya yang diproyeksikan 
melalui Renstra Universitas Brawijaya (disusun 5 tahun sekali), poin-poin 
Indikator Kinerja Sasaran Strategis, serta Rencana Bisnis dan Anggaran 
sebagai pedoman program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target 
kinerja dan pendapatan anggaran di tahun selanjutnya. Perencanaan 
tersebut berupa rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan di tahun 
anggaran selanjutnya, biasanya mengacu pada kegiatan yang telah atau 
sedang dikerjakan pada tahun anggaran berjalan. Adapula rencana 






tersebut. Alur perencanaan berawal dari Bagian Perencanaan Universitas 
Brawijaya di bawah Wakil Rektor IV menginformasikan kepada unit/fakultas 
untuk menyusun rencana kegiatan selama satu tahun anggaran ke depan 
bersama dengan perangkat unit masing-masing berdasarkan kebutuhan 
operasionalnya (umumnya berkaca pada kegiatan-kegiatan tahun 
sebelumnya). Selanjutnya, rencana-rencana kegiatan tersebut diinput 
melalui aplikasi internal Universitas Brawijaya, yaitu SIREKA (Sistem 
Informasi Rencana Kerja Anggaran) oleh masing-masing operator 
unit/fakultas. Setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 
dikolektifkan dan ditelaah oleh Tim Perencanaan (kroscek kesesuaian mata 
anggaran kegiatan dengan PMK, kroscek dengan pagu indikatif 
masing-masing unit/fakultas), kemudian diusulkan ke Kemendikbud dan 
Kemenkeu (melalui aplikasi SAKTI). Selanjutnya, usulan RKA-KL tersebut 
mengalami pembahasan oleh Biro Perencanaan dan Irjen Kemendikbud, 
serta Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, baik rencana kegiatan yang 
bersumber dana dari APBN atau BOPTN maupun PNBP. Setelah proses 
tersebut selesai, kemudian disahkan pagu definitif selanjutnya diwujudkan 
ke dalam DIPA oleh Kemenkeu.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama Staff 
SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
 Kemudian perubahan apa yang terjadi ketika Universitas Brawijaya 
berstatus menjadi BLU (Badan Layanan Umum), hal ini dijelaskan oleh ibu 
Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen 
Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Setelah menjadi BLU, Universitas Brawijaya memiliki fleksibilitas dalam 
penggunaan anggaran, baik itu dari sisi outputnya, kegiatannya, MAK dan 
juga jumlah anggarannya yang disesuaikan dengan pendapatan PNBP 
(BLU).” (Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB 
selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada 
pukul 10.00 WIB). 
 
Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang 
mengatakan bahwa: 
“Universitas Brawijaya menjadi BLU sejak 2008 (sebelumnya merupakan 
satker PNBP), satker BLU lebih fleksibel dalam merencanakan serta 
menganggarkan kegiatan yang akan diwujudkan (bersifat otonom dan 
mandiri), sebab Universitas Brawijaya sebagai satker BLU memperoleh 
pendapatan langsung dari masyarakat (berupa UKT mahasiswa), dan 
diperbolehkan oleh perundang-undangan menggunakan pendapatan 
tersebut secara langsung namun dalam koridor peraturan Kementerian 






Perencanaan Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
Jika dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas, bahwa 
perbedaan mendasar pada tahap perencanaan dan penganggaran setelah 
Universitas Brawijaya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Universitas 
Brawijaya memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Kemudian untuk 
maksud dari konsep fleksibilitas anggaran dalam penyusunan anggaran Badan 
Layanan Umum (BLU) di Universitas Brawijaya dijelaskan oleh bapak Fajar Andy 
Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya 
yang mengatakan bahwa: 
“Fleksibilitas dalam hal revisi masih cukup fleksibel dan diatur dalam PMK 
serta peraturan direktur jenderal mengenai proses dan tahapan revisi.” 
(Selasa, 5 Januari 2020 bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M 
selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 
WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“saya pikir dalam penyusunan anggaran sangat feksibel, memang 
anggaran disusun sebelum tahun berjalan, tetapi anggaran tersebut dapat 
direvisi apabila dibutuhkan perubahan di dalamnya, dan perubahan 
tersebut dapat dilaksanakan asal sesuai dengan peraturan yang berlaku.” 
(Senin, 25 Januari 2020 bersama bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya pada pukul 14.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Fleksibilitas disesuaikan dengan jumlah pendapatan PNBP 
masing-masing Unit/Fakultas di Universitas Brawijaya” (Senin, 1 Februari 
2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator 
Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 10.00 WIB). 
 






peneliti dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang 
mengatakan bahwa: 
“Fleksibilitas yang tampak dalam penyusunan anggaran di Universitas 
Brawijaya ialah Universitas Brawijaya diberikan peluang untuk mandiri 
dalam menggunakan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat (PNBP) 
dan menyusun rencana kerja selama tiap tahun anggaran, dengan tetap 
mematuhi peraturan yang berlaku dan dalam kawalan satuan pengawas, 
baik internal maupun tingkat Kementerian. Setiap unit/fakultas menyusun 
rencana kegiatannya, baik yang bersifat belanja barang, jasa maupun 
modal disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit/fakultas.” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama Staff SubBagian Perencanaan Universitas 
Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
 Dalam dokumen anggaran di Universitas Brawijaya terdapat 
kegiatan-kegiatannya namun apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai 
dengan visi, misi, dan tujuan dari Universitas Brawijaya dalam Renstra 
Universitas Brawijaya, hal ini dijelaskan oleh bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan visi, misi, 
dan tujuan dari Universitas Brawijaya dalam Renstra Universitas 
Brawijaya.” (Senin, 25 Januari 2020 bersama bapak Abdul Azis, S.T, M.M 
selaku SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya pada pukul 14.00 
WIB). 
 
Penjelasan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu 
Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen 
Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari 
Universitas Brawijaya dalam Renstra Universitas Brawijaya karena di 
dalam perencanaan Universitas Brawijaya (SIREKA) telah diintegrasikan 
dengan Renstra Universitas Brawijaya.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama 
ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi 
Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 







“Kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari 
Universitas Brawijaya dalam Renstra Universitas Brawijaya. Setiap 
kegiatan di Universitas Brawijaya yang direncanakan kemudian diwujudkan 
sudah memproyeksikan Renstra Universitas Brawijaya, sebab setiap 
kegiatan tersebut berbasis kinerja/produktivitas dari setiap civitas 
akademika Universitas Brawijaya. Hanya saja perlu dilakukan evaluasi 
serta peningkatan produktivitasnya.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama Staff 
SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
 Dalam dalam proses perencanaan dan penganggaran di Universitas 
Brawijaya terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang sering dihadapi, 
hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M 
selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Waktu perencanaan yang sempit, perencanaan yang hanya mencontoh 
tahun lalu, merevisi perencanaan pada tahun anggaran berjalan, 
perubahan kebijakan pimpinan di tahun anggaran berjalan inilah yang 
sering menjadi kendala atau permasalahannya.” (Selasa, 5 Januari 2020 
bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator 
Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Kendala atau permasalahan yang sering dihadapi adalah pergeseran 
anggaran akibat kebijakan di tengah tahun anggaran, dan adanya 
perubahan kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan anggaran.” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 
10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 






anggaran di Universitas Brawijaya antara lain adalah munculnya kegiatan 
yang tidak ada dalam perencanaan di Sireka; masih belum merata 
pemahaman tentang kegiatan yang boleh dilaksanakan ataupun yang tidak 
boleh dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (sering 
diakibatkan oleh kebijakan pimpinan unit/fakultas yang mendisposisikan 
pengadaan kegiatan berurgensi tinggi). Selain itu, rentang waktu 
pengisian/deadline Sireka yang dilakukan operator unit/fakultas menjadi 
kendala. Hal tersebut disebabkan tidak semua pimpinan unit/fakultas 
menyiapkan perencanaannya dengan matang, sehingga mengulur waktu 
ataupun ketidaksesuaian data yang diinput ke dalam Sireka.” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama Staff SubBagian Perencanaan Universitas 
Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
 Adanya permasalahan atau hambatan kemudian memunculkan strategi 
atau cara yang biasanya digunakan dalam menyelesaikan kendala atau 
permasalahan yang sering terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran 
di Universitas Brawijaya, hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Fajar Andy 
Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya 
yang mengatakan bahwa: 
“Harus dilakukan perubahan Proses pikir penganggaran, penjadwalan 
revisi yang lebih ketat dan teratur, waktu penganggaran yang lebih 
panjang, kewajiban melakukan perencanaan pada N-2.” (Selasa, 5 Januari 
2020 bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku 
SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Jika ada pergeseran anggaran akibat kebijakan di tengah tahun anggaran 
maka solusinya adalah pengajuan revisi anggaran ke kementerian 
keuangan.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, 
M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya 
pada pukul 10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 







“Jika terdapat permasalahan seperti yang dijelaskan tadi, maka Tim 
Perencanaan (dalam hal ini Kabag. Perencanaan, Akademik, dan KS serta 
Kasubbag. Perencanaan) akan menghubungi pimpinan unit/fakultas yang 
mengalami kendala melalui pendekatan personal (menghubungi secara 
pribadi) ataupun dengan mengadakan rapat terbatas. Selain itu, staff 
Subbag. Perencanaan akan terus mengawal dan memberikan pengarahan 
kepada operator/BPP unit/fakultas agar permasalahan cepat diselesaikan.” 
(Senin, 1 Februari 2020 bersama Staff SubBagian Perencanaan 
Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
 Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti dapatkan maka diketahui 
bahwa proses penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
















Gambar 5.3: Proses penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum 
(BLU) di Universitas Brawijaya 






































5.1.3.1. Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum 
 Untuk penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum, terdapat standar 
biaya/satuan biaya yang digunakan fakultas/unit kerja sebagai patokan dalam 
penganggaran, hal ini dijelaskan oleh bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M 
selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Kewajiban utamanya adalah menggunakan SBM kementerian keuangan 
dan SK mengenai remunerasi.” (Selasa, 5 Januari 2020 bersama bapak 
Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP 
Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Standar biaya yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan (PMK SBM).” 
(Senin, 25 Januari 2020 bersama bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya pada pukul 14.00 WIB). 
 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen 
Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Mengacu pada SBM yang ditetapkan oleh kementerian keuangan.” (Senin, 
1 Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 
10.00 WIB). 
 
Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang 
mengatakan bahwa: 
“Selama ini Universitas Brawijaya berpedoman pada Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) yang update setiap tahun sekali.” (Senin, 1 Februari 2020 
bersama Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya pada pukul 







 Sebagai satuan kerja (satker) BLU, Universitas Brawijaya memberikan 
produk berupa barang/jasa kepada masyarakat dapat memungut imbalan atas 
dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 dan 4 
tentang Badan Layanan Umum, bahwa pungutan imbalan atas produk 
barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat harus ditetapkan dengan tarif 
layanan Badan Layanan Umum yang diusulkan oleh Menteri teknis terkait terkait, 
kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat 
PK-BLU, Ditjen Perbendaharaan dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sesuai dengan kewenangannya. 
 Tarif layanan yang berlaku di Universitas Brawijaya selama ini didasarkan 
kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2015 tentang tarif 
layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya pada Kementerian Riset, 
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Perhitungan tarif layanan ini menggunakan 
Activity Based Costing System. Langkah-langkah perhitungan dilakukan dengan 
cara mengidentifikasi seluruh kegiatan/aktivitas baik yang terkait langsung 
dengan kegiatan proses belajar mahasiswa maupun kegiatan pendukung dan 
melakukan perhitungan jumlah biaya untuk tiap-tiap aktivitas/kegiatan tersebut 
dalam setiap program studi. 
 Dalam perhitungan unit cost, Universitas Brawijaya mendasarkan diri pada 
beberapa peraturan dan surat edaran pemerintah sebagai berikut: 
1. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Dalam pasal 9 ayat (1) 
menyatakan bahwa Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada 
masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. 






layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit 
layanan atau hasil per investasi dana.  
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 76 tahun 2008 tentang 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 
Pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa BLU harus mempunyai sistem 
akuntansi biaya yang salah satu tujuannya menghasilkan informasi biaya 
satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun 
informasi lain untuk kepentingan manajerial.  
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 33 tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.  
4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 
tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT).  
5. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 274/E/T/2012 tanggal 16 Februari 2012 
tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT). 
 Dalam membuat tarif layanan tersebut, Universitas Brawijaya 
mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 9 ayat 
(5), yang menyatakan bahwa: 
1. Kontinuitas dan pengembangan layanan 
Pengaruh pengenaan tarif secara keseluruhan terhadap kelangsungan 
hidup (going concern) dan pertumbuhan satuan kerja BLU. 
Keberlangsungan dan tingkat pertumbuhan dapat dilihat dari proyeksi 
terhadap kinerja layanan/keuangan yang akan datang yang tercermin dari 
proyeksi laporan keuangan di masa yang akan datang. 






Pertimbangan yang berorientasi kepada kemauan dan kemampuan daya 
beli masyarakat penerima layanan (ability and willingness to pay) terhadap 
masing-masing tarif layanan. 
3. Asas keadilan dan kepatuhan 
Memperhatikan antara lain: 
a. Pengenaan tarif kepada masyarakat penerima layanan mencerminkan 
keadilan dan kepatuhan sesuai dengan golongan masyarakat 
penerima layanan tersebut; 
b. Tarif yang dikenakan tidak bertentangan dengan kebijakan dan 
peraturan pemerintah yang berlaku. 
4. Kompetisi sehat 
Membandingkan dengan industri sejenis dan mempertimbangkan antara 
lain faktor lokasi dan nilai tambah yang diberikan, tarif yang dikenakan 
merupakan tarif yang wajar untuk diberlakukan kepada masyarakat. 
 Atas dasar perhitungan unit cost, pertimbangan dan kriteria yang telah 
dijelaskan di atas, maka Universitas Brawijaya mengusulkan proposal Tarif 
Layanan Badan Layanan Umum kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat 
PK-BLU, Ditjen Perbendaharaan. Usulan tarif layanan tersebut kemudian 
dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan pembahasan dan 
pengkajian atas usulan tarif layanan tersebut, maka Menteri Keuangan 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 63/PMK.05/2015 
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Pada 






 Berikut ini adalah informasi visual mengenai perkembangan jumlah 
mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2018 – 2019 dan proyeksi tahun 2020. 
Tabel 5.1: Data Perkembangan Jumlah Mahasiswa Universitas Brawijaya 
Tahun 2018-2020 
Tahun Strata 1 Strata 2/SP1 Strata 3/SP2 Vokasi 
Realisasi 2018 52.774 4.329 3.470 2.861 
Realisasi 2019 54.146 4.386 3.731 3.820 
Proyeksi 2020 55.846 4.686 3.931 4.420 
Sumber: PPID Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 
5.1.3.2. Penentuan Pagu PNBP (Indikatif dan Definitif) 
  Dalam perencanaan anggaran diawali oleh Bagian Perencanaan 
Universitas Brawijaya yang membuat dan menghitung prediksi penerimaan yang 
akan diterima oleh Universitas Brawijaya pada tahun anggaran yang akan datang 
(n+1). Prediksi penerimaan dibuat dalam bentuk proposal yang disampaikan 
kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditujukan kepada 
Bagian Perencanaan dan Penganggaran. Prediksi penerimaan tersebut dibuat 
dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan 
Februari atau Maret tahun berjalan. Sumber penerimaan Universitas Brawijaya 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Penerimaan yang bersumber dari mahasiswa (layanan pendidikan). 
Penerimaan ini didasarkan pada prediksi jumlah mahasiswa yang akan 
melakukan registrasi pada masa registrasi tahun depan (n+1) dikalikan 
dengan tarif biaya pendidikan. Prediksi mahasiswa lama dihitung 
berdasarkan mahasiswa yang masih aktif dalam masa studi, sedangkan 
mahasiswa baru dibuat berdasarkan prediksi dengan melihat tren beberapa 






2. Penerimaan yang bersumber dari non-mahasiswa. 
Penerimaan ini bersumber dari antara lain hibah terikat, hasil kerjasama, 
unit usaha, perbankan, dan lain-lainnya. 
 Prediksi penerimaan tersebut dituangkan ke dalam format Rencana 
Penerimaan Universitas Brawijaya dalam bentuk excel dan volume data 
mahasiswa tersebut dikalikan dengan satuan biaya, misalnya satuan biaya SPP 
mahasiswa Fakultas Pertanian. Setelah format tersebut diisi berdasarkan data 
mahasiswa, dicetak dan disetujui oleh Kepala dan Kepala BAUK, dan selanjutnya 
akan menjadi pagu pengeluaran Universitas Brawijaya yang bersumber dari 
PNBP tahun n+1. Penelaahan oleh Direktorat PNBP Kemenkeu biasanya 
dilakukan sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei tahun berjalan. 
a. Menginput Rencana Penerimaan Universitas Brawijaya ke dalam aplikasi 
Target Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP). 
Setelah format tersebut disahkan oleh Pembantu Rektor II, kemudian 
Bagian Perencanaan akan menginputnya ke dalam aplikasi Target 
Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP). Aplikasi TRPNBP 
dibuat oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan data mahasiswa yang 
telah dibuat tersebut. Setelah selesai dan dicetak, kemudian disahkan 
oleh Pembantu Rektor II. 
b. Membuat proposal Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran PNBP 
tahun yang akan datang. 
c. Mengirimkan proposal dan hasil aplikasi TRPNBP kepada Bagian 
Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikti Kemendikbud. 
Tren pendapatan Universitas Brawijaya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 







Tabel 5.2: Data Penerimaan PNBP Universitas Brawijaya Tahun 2016-2020 
Tahun Anggaran Jumlah Penerimaan (Rp) 
2016      952.299.420.771,00 
2017      955.038.651.261,00 
2018      991.223.877.388,00 
2019    1.092.532.773.413,00 
2020      926.906.775.000,00 
Sumber: Universitas Brawijaya (2016-2020) 
 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan Universitas Brawijaya 
yang bersumber dari PNBP dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami 
tren kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut laporan Rektor tahun 2016-2019 
bahwa kenaikan tersebut dikarenakan oleh kenaikan penerimaan jasa layanan 
pendidikan seperti SPP mahasiswa, serta penerimaan dari jasa non-layanan 
pendidikan seperti jasa bank, penerimaan usaha bisnis, dan penerimaan sewa 
tempat. Namun pada tahun 2020 pendapatan Universitas Brawijaya yang 
bersumber dari PNBP mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya 
pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan unit usaha dan 
lain-lain. 
 Berikut ini adalah informasi visual mengenai perkembangan pendapatan 
Universitas Brawijaya tahun 2018-2019 dan proyeksi tahun 2020. 
Tabel 5.3: Data Perkembangan Pendapatan Universitas Brawijaya 
Tahun 2018-2020 
Sumber Dana Realisasi 2018 Realisasi 2019 Proyeksi 2020 
PNBP (Pendapatan 
Negara Bukan Pajak) 
991.223.877.388,00 1.092.532.773.413,00 926.906.775.000,00 
RM / Rupiah Murni 
(Pendapatan dari 
pemerintah pusat) 




130.700.000.000,00 135.496.489.000,00 113.442.935.000,00 






 Berikut ini adalah informasi visual mengenai penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP) Universitas Brawijaya tahun 2018 – 2019 dan proyeksi tahun 2020. 
Tabel 5.4: Data Penerimaan PNBP Universitas Brawijaya Tahun 2018-2020 
Uraian Pendapatan Realisasi 2018 Realisasi 2019 Proyeksi 2020 
Layanan Pendidikan 880.348.973.544,00 983.109.106.407,00 814.756.494.000,00 
Hibah Terkait   1.043.100.000,00 157.946.000,00 1.748.863.000,00 
Hasil Kerjasama  92.184.930.105,00 99.421.798.723,00 104.669.178.000,00 
Perbankan  17.306.242.153,00 8.746.968.568,00 5.732.240.000,00 
PNBP Lainnya    340.631.586,00 1.096.953.715,00 0,00 
Sumber: PPID Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 Berikut ini adalah informasi visual mengenai penggunaan dana Universitas 
Brawijaya realisasi tahun 2018 – 2019 dan anggaran tahun 2020. 
Tabel 5.5: Data Penggunaan Dana Universitas Brawijaya Tahun 2018-2020 
Uraian Penggunaan 
Dana 
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Anggaran 2020 
Gaji dan Tunjangan 225.382.136.335,00 234.276.882.048,00 245.224.105.000,00 
Pendidikan 147.747.616.623,00 202.208.705.109,00 207.682.875.000,00 
Penelitian 103.879.253.283,00 131.584.507.607,00 127.876.280.000,00 
Pengabdian kepada 
Masyarakat 
10.621.579.209,00 11.754.778.438,00 13.477.500.000,00 
Operasional 663.992.607.360,00 656.095.117.175,00 554.979.257.000,00 
Pengembangan SDM 7.569.262.606,00 9.513.304.727,00 1.625.500.000,00 
Sarana dan Prasarana 237.903.697.262,00 158.120.874.488,00 153.208.298.000,00 
Sumber: PPID Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 
5.1.3.3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 
 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis 
dan penganggaran tahunan yang terdiri dari program tahunan, kegiatan tahunan, 
target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum. Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) merupakan rencana bisnis dan anggaran Perguruan Tinggi 
yang ruang lingkupnya meliputi: 






2. Sistem dokumen meliputi dokumen ULK belanja dan ULK pendapatan unit 
kerja, pengukuran kinerja. 
 Fungsi dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah: 
1. Sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satuan kerja 
Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum. 
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan satuan kerja Pengelola Keuangan 
Badan Layanan Umum. 
3. Sebagai dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satuan kerja 
Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum.  
4. Sebagai Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satuan kerja 
Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum. 
 Kedudukan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada DIPA Badan 
Layanan Umum yaitu Badan Layanan Umum menyusun Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) setiap tahunnya, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disusun 
berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output yang dihasilkan, Rencana 
Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum merupakan bagian dari 
RKA-KL yang pada akhirnya sebagai dasar untuk menyusun DIPA BLU, DIPA 
merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan Badan Layanan Umum 
dengan Kementerian/Lembaga. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 
ditandatangani oleh pimpinan Badan Layanan Umum, diketahui oleh Dewan 
Pengawas, dan disetujui oleh Menteri/Ketua Lembaga. 
 Sebagai Satuan Kerja (Satker) yang telah menerapkan Proses 
Pengelolaan Keuangan (PK-BLU), Universitas Brawijaya wajib menyusun 






dan Anggaran (RBA) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
92/PMK.05/2011. Secara umum, garis besar struktur program atau kegiatan dan 
anggaran yang ada dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sama dengan 
struktur program atau kegiatan dan anggaran yang ada di Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA) indikatif hanya berisikan pagu PNBP dan RM (gaji dan kegiatan 
002) dan akan direvisi kembali menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 
definitif setelah pembahasan pagu definitif dilaksanakan. Adapun prosedur dari 
penyusunan RBA adalah sebagai berikut: 
1. Unit Kerja membuat dan menyerahkan Usulan Lembar Kerja (ULK) ke 
Kepala Biro BAKP.  
2. Kepala Biro BAKP Menerima Dokumen ULK dari Unit Kerja dan 
mendisposisi ke Kepala Bagian Perencanaan.  
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala SubBagian Fisik dan non fisik 
Mengkompilasi data ULK dan membuat RBA Definitif.  
4. Kemudian Kepala Bagian Perencanaan dan Kasubbag. Fisik dan non fisik 
menyerahkan RBA Definitif ke Kepala Biro BAKP.  
5. Kepala Biro BAKP Memeriksa dan memparaf serta mengirim data ke Rektor 
dan Dewan Pengawas.  
6. Rektor bersama Dewan Pengawas Membahas dan mengesahkan RBA 
Definitif.  
7. Kepala Biro BAKP Menerima kembali RBA Definitif yang sudah disahkan 
dan mengirimkan ke Unit Kerja.  
















































Gambar 5.4: Alur Penyusunan RBA Universitas Brawijaya 
Sumber: Universitas Brawijaya (2015) 
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5.1.3.4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 
5.1.3.4.1. Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif 
 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) pagu indikatif di Universitas Brawijaya untuk anggaran tahun n+1 
dilakukan sekitar bulan Juli tahun berjalan. Pagu yang menjadi dasar 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 
tahap satu adalah sebagai berikut: 
1. Pagu PNBP didasarkan pada usulan/persetujuan PNBP dari Kementerian 
Keuangan berdasarkan target PNBP yang telah diusulkan. 
2. Pagu gaji didasarkan pada realisasi bulan April tahun berjalan. 
3. Pagu dari rupiah murni untuk kegiatan 002 (Penyelenggaraan Operasional 
Pemeliharaan dan Perkantoran) besarnya relatif sama dengan tahun 
berjalan. 
 Proses penetapan pagu fakultas/unit di Universitas Brawijaya dijelaskan 
oleh bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP 
Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Penetapan pagu melihat dari cukup banyak hal, misalnya pagu tahun lalu, 
realisasi tahun lalu, pendapatan, saldo luncuran, jumlah mahasiswa, jumlah 
pegawai dan lainnya.” (Selasa, 5 Januari 2020 bersama bapak Fajar Andy 
Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas 
Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Penetapan pagu fakultas dan unit disesuaikan dengan program kerja dan 
pendapatan masing-masing fakultas/unit, sedangkan untuk unit layanan 






Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 
10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Penetapan pagu di tahun yang akan datang mengacu pada besaran pagu 
di tahun sebelumnya, baik tingkat unit ataupun fakultas. Selanjutnya 
rencana kegiatan-kegiatan diisikan dalam aplikasi Sireka, setelah dilakukan 
pembahasan dengan Kemendikbud dan Kemenkeu, maka ditetapkan pagu 
DIPA Universitas Brawijaya, kemudian pagu tersebut dibagi kepada 
unit/fakultas sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing unit/fakultas 
dengan mempertimbangkan urgensi dari setiap kegiatan.” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama Staff SubBagian Perencanaan Universitas 
Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
 Adapun urutan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahap satu adalah sebagai berikut: 
1. Menginput Rencana Pengeluaran/Belanja yang telah disahkan oleh 
pimpinan ke dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).  
2. Menginput Rencana Gaji dan Tunjangan yang berasal dari aplikasi GPP Gaji 
(Bendahara Gaji Universitas Brawijaya) ke dalam aplikasi Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).  
3. Menginput rencana pengeluaran/belanja yang berasal dari anggaran rupiah 
murni untuk kegiatan 002 (Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan dan 
Perkantoran).  
4. Menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) dan data pendukungnya (TOR dan RAB) kepada Bagian 







5. Melakukan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pagu indikatif dengan Bagian 
Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti dan Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud. Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) meliputi program/kegiatan yang sumber 
dananya dari PNBP (indikatif) dan gaji tunjangan serta pemberian alokasi 
rupiah murni (kegiatan 002). Melakukan perubahan dan penyesuaian 
terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 
dan data dukung sesuai dengan penelaahan oleh Bagian Perencanaan 
Ditjen Dikti.  
6. Menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) pagu indikatif beserta data dukungnya (TOR, RAB, dan lain-lain). 
 
5.3.2.4.2. Penyusunan RKA-K/L Pagu Definitif 
 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) pagu definitif dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan 
Oktober. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) pagu definitif dilakukan setelah memperoleh pagu definitif yang 
berasal dari rupiah murni terutama yang berasal dari pagu eks Pembangunan 
dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Adapun tahapan 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 
pagu definitif adalah sebagai berikut: 
1. Universitas Brawijaya memperoleh pagu rupiah murni dari Dikti. Pagu yang 
diperoleh ini biasanya terdiri dari pagu untuk kegiatan eks Pembangunan 






rehabilitasi/pembangunan infrastruktur, pengadaan barang-barang 
inventaris, beasiswa mahasiswa dan beasiswa dosen, tunjangan profesi 
dosen (tambahan yang baru) dan pagu BOPTN (Bantuan Operasional 
Perguruan Tinggi Negeri). 
2. Menyusun/mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) dengan tambahan kegiatan dan anggaran poin 1 (kesatu). 
3. Menyiapkan data pendukung berupa TOR, RAB, price list dan rekomendasi 
dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kegiatan rehabilitasi dan atau 
pembangunan gedung.  
4. Melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ 
Lembaga (RKA-K/L) dengan Ditjen Dikti.  
5. Melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) sesuai dengan hasil penelaahan Ditjen Dikti.  
6. Menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) dan data pendukung kepada Ditjen Dikti.  
7. Memperoleh Alat Dukung Komputer (ADK) Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disahkan oleh Ditjen Anggaran 
dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.  
8. Menyusun Konsep DIPA sesuai dengan Alat Dukung Komputer (ADK) 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang 
diperoleh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.  
9. Melakukan penelaahan konsep DIPA antara Universitas Brawijaya dengan 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur.  
10. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur menerbitkan DIPA 





































Gambar 5.5: Alur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Universitas Brawijaya 
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5.3.2.5. Ambang Batas Anggaran BLU 
 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum menyebutkan 
bahwa belanja Badan Layanan Umum dapat bertambah atau berkurang 
(fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau 
berkurang setidaknya proporsional (flexible budget). Dalam menghitung besaran 
ambang batas belanja tersebut Badan Layanan Umum harus 
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain tren naik/turun 
realisasi anggaran Badan Layanan Umum tahun sebelumnya, realisasi/prognosa 
tahun anggaran berjalan, dan target anggaran yang akan datang. Besaran 
presentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional 
Badan Layanan Umum melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam 
RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, Badan 
Layanan Umum dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus izin dari 
menteri keuangan. 
 Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Universitas Brawijaya 
Tahun 2020 dalam menghitung ambang batas belanja, Universitas Brawijaya 
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, tren naik turun realisasi 
anggaran dan realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan. Perhitungan ambang 
batas belanja hanya dilakukan untuk belanja yang didanai dari PNBP Badan 










5.3.2.6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) 
 Pada tahun 2020 Universitas Brawijaya mengimplementasikan berbagai 
kebijakan baru yang terkait dengan inovasi pengelolaan perguruan tinggi otonom 
yang mudah, efektif, dan efisien. Universitas Brawijaya merumuskan inception 
plan yang disusun menurut konsep GIRAFFE untuk pengelolaan perguruan tinggi 
otonom yang mudah, efektif, dan efisien. Konsep ini berfungsi untuk 
mengarahkan mindset seluruh stakeholders di lingkungan Universitas Brawijaya 
sebagai autonomous way of thinking melalui proses pengintegrasian elemen 
pengelolaan pendidikan tinggi yaitu: G (Governance), I (Innovation), R 
(Reputation), A (Alumni), F (Fund), F (Faculty), E (Efficiency). Dengan demikian, 
GIRAFFE muncul sebagai aktualisasi semangat autonomous university yang 
diemban oleh Universitas Brawijaya dalam statusnya sebagai PTN-BH. Dalam 
konteks pengelolaan institusi pendidikan tinggi, GIRAFFE mengandung nilai-nilai 
yang harus diemban dalam setiap upaya pengembangan Universitas Brawijaya. 
Dengan dinamika tantangan pendidikan tinggi, GIRAFFE meletakkan seluruh 
stakeholders dalam satu kesatuan proses mencapai tujuan pendidikan 
Universitas Brawijaya di setiap tahapnya. Lebih spesifik lagi, sesuai dengan 
dinamika yang ada di Universitas Brawijaya, GIRAFFE merupakan inovasi 
sebagai katalisator untuk mempercepat inlining program dan kegiatan yang 
ditetapkan di dalam Renstra universitas, sehingga Unit Kerja yang ada di 
Universitas Brawijaya akan selalu bersinergi dalam satu langkah. 
 Rencana Strategis Universitas Brawijaya (Renstra UB) 2020-2024 pada 
dasarnya merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Universitas Brawijaya 






1. Transformasi Universitas Brawijaya menjadi PTN-BH.  
2. Keselarasan dengan Agenda ke-3 dari 7 Agenda Pembangunan RPJMN 
Tahap IV tahun 2020 – 2024, yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia 
yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan produktivitas dan 
daya saing.  
3. Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024.  
4. Hasil evaluasi diri yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman Universitas Brawijaya.  
5. Capaian Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2015-2019.  
6. Implementasi Milestone Universitas Brawijaya PTN-BH 2019-2039 Tahap 
Pertama 2019-2024. Renstra Universitas Brawijaya 2020-2024, merupakan 
arah pengembangan Universitas Brawijaya sampai dengan 2024, untuk 
digunakan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Tahunan Rektor, 
Rencana Strategis Fakultas, Rencana Strategis Jurusan dan Rencana 
Strategis Unit Kerja yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya. 
 Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) di Universitas Brawijaya dijelaskan oleh bapak Fajar Andy 
Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya 
yang mengatakan bahwa: 
“Rencana kinerja tahunan seringnya dijalankan saat tahun anggaran 
berjalan, tidak sama dengan RKA yang dijalankan N-1 atau 1 tahun 
sebelum tahun anggaran berjalan.” (Selasa, 5 Januari 2020 bersama 
bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP 
Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 







“Renstra Kementerian menjadi salah satu acuan renstra Universitas 
Brawijaya, renstra Universitas Brawijaya diterjemahkan dalam RKA 
Universitas Brawijaya yang difasilitasi oleh aplikasi Sireka.” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 
10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“RKAT disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis (5 
tahun sekali) oleh Tim Renstra yang telah ditunjuk oleh Rektor Universitas 
Brawijaya, yang berisikan unsur pimpinan, staff ahli, hingga staff 
administrasi, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyusun 
sasaran kinerja berdasarkan pengalaman kegiatan-kegiatan sebelumnya 
dan kebutuhan Universitas, bertujuan untuk meningkatkan kinerja para 
civitas akademika serta mencapai pemeringkatan yang lebih baik. Selain 
rencana strategis yang telah disusun oleh Tim Renstra, ada pula RKA yang 
disusun berdasarkan rencana dari unit/fakultas di lingkungan Universitas 
Brawijaya. Selain menyusun rencana disetiap tahunnya, unit/fakultas 
tersebut harus mampu menganalisa peluang ataupun potensi masalah 
yang dapat dihadapi, beserta strategi penyelesaian masalah terkait.” 
(Senin, 1 Februari 2020 bersama Staff SubBagian Perencanaan 
Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
  
5.1.4. Pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya 
5.1.4.1. Pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
Universitas Brawijaya 
Pengesahan rencana anggaran adalah tahap kedua setelah penyusunan 
rencana anggaran. Proses pengesahan rencana anggaran Badan Layanan 
Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya 
dijelaskan oleh bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator 
Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Pengesahan rencana anggaran dilakukan oleh bagian perencanaan 
sebelum diajukan pembahasan ke tingkat kementerian.” (Selasa, 5 Januari 






SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Universitas Brawijaya mengajukan anggaran melalui aplikasi sirenbaja 
(kemdikbud) dan juga aplikasi SAKTI (kementerian keuangan).” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 
10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Brawijaya disusun 
setahun sekali oleh Tim Perencanaan dengan dibantu oleh unit-unit 
lainnya, seperti Bag. Akademik, Bag. Kemahasiswaan, Bag. Akuntansi, 
Bag. Anggaran & Perbendaharaan, serta Staff Ahli bidang Perencanaan 
Wakil Rektor IV. RBA sebagai pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLU 
disusun berupa dokumen deskriptif yang selanjutnya dimintakan 
persetujuan Rektor Universitas Brawijaya, Dewan Pengawas (diangkat oleh 
Mendikbud, dahulu Menristekdikti), serta Mendikbud.” (Senin, 1 Februari 
2020 bersama Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya pada 
pukul 15.00 WIB). 
  
 Dalam setiap proses pengesahan rencana biasanya terdapat beberapa 
permasalahan atau kendala yang sering dialami. Kendala atau permasalahan 
yang sering terjadi tersebut dijelaskan oleh bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, 
M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Ketidaksesuaian harga dengan standar biaya, ketidaksesuaian rincian 
kegiatan, ketidaksesuaian rincian belanja pengadaan, kurangnya data 
dukung pengadaan (Analisa PU untuk konstruksi, kurang HPS, dll).” 
(Selasa, 5 Januari 2020 bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M 








Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Belum lengkapnya dokumen pendukung dapat menjadikan sebuah 
kendala dalam proses pengesahan.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu 
Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen 
Universitas Brawijaya pada pukul 10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengesahan Rencana Bisnis 
dan Anggaran (RBA) Universitas Brawijaya ada pada proses 
penyusunannya, karena data-data yang dibutuhkan dalam Rencana Bisnis 
dan Anggaran (RBA) Universitas Brawijaya merupakan kolektif dari 
data-data berbagai unit di Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas 
Brawijaya menjadikan hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. 
Padahal permintaan data Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan 
deadline dari Kemdikbud seringkali mendadak. Meskipun pada 
kenyataannya hal tersebut dapat diatasi dengan cukup baik.” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama Staff SubBagian Perencanaan Universitas 
Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
  
 Adanya beberapa kendala maupun permasalahan terkadang dapat 
memberikan solusi tersendiri dalam menyelesaikan sebuah proses pengesahan 
rencana anggaran. Solusi berupa metode atau strategi atau cara yang biasanya 
digunakan yaitu seperti yang dijelaskan oleh bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, 
M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Kendala tersebut biasanya diselesaikan melalui komunikasi cepat, baik 
melalui whatshapp grup mapun melalui surat resmi.” (Selasa, 5 Januari 
2020 bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku 
SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 






SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Dengan cara pengajuan susulan kelengkapan dokumen pendukung ke 
kementerian.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, 
M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya 
pada pukul 10.00 WIB). 
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan Staff SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya yang mengatakan 
bahwa: 
“Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam 
pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Brawijaya 
adalah dengan mempersiapkan dan meminta data-data dari unit terkait 
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Brawijaya 
jauh-jauh hari sebelumnya, sambil terus meng-update data mana saja yang 
berubah hingga pada saat proses penyusunan Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA). Selanjutnya, untuk kendala dalam proses pengesahan 
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dapat diatasi dengan pendekatan 
secara personal dengan Dewan Pengawas, utamanya dalam fleksibilitas 
waktu penyelesaian RBA.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama Staff 
SubBagian Perencanaan Universitas Brawijaya pada pukul 15.00 WIB). 
 
5.1.5. Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya 
5.1.5.1. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (PK BLU) pada pasal 26 ayat 4 disebutkan 
bahwa: 
“BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan 
mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis 
layanannya dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ 







Instansi pemerintah yang menerapkan Proses pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum diharuskan menerapkan manajemen keuangan yang 
berorientasi bisnis. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum memberikan 
fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran meliputi pengelolaan pendapatan dan 
belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan perubahannya, 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum diwajibkan 
menghitung besaran tarif layanan dengan kualitas dan kuantitas yang 
distandarkan oleh kementerian. Disamping itu pula, dalam pertanggungjawaban 
keuangan, Badan Layanan Umum harus mampu menghitung dan menyajikan 
anggaran yang digunakan yang berkaitan dengan layanan yang telah 
direalisasikan. 
 Universitas Brawijaya telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang 
menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (PK BLU) berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tanggal 17 Desember 
2008. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, maka 
Universitas Brawijaya berkewajiban untuk mengembangkan dan menerapkan 
sistem akuntansi Badan Layanan Umum. Sistem akuntansi Badan Layanan 
Umum Universitas Brawijaya ini memberikan gambaran mengenai laporan 
keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi 
kewajiban, dan akuntansi ekuitas. 
 Proses pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya dijelaskan oleh bapak Fajar 
Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas 






“Pelaksanaan anggaran di Universitas Brawijaya berdasarkan aplikasi 
SIREKA. Melaksanakan anggaran menggunakan SIMKEU.” (Selasa, 5 
Januari 2020 bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku 
SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB).  
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi 
Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan program kerja dan 
disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan.” (Senin, 1 Februari 2020 
bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi 
Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 10.00 WIB). 
 
 Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang termuat dalam RKAT 
fakultas/unit kerja di Universitas Brawijaya secara keseluruhan masih belum 
sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini seperti yang dijelaskan oleh ibu Martha 
Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas 
Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Kegiatan-kegiatan yang termuat dalam RKAT fakultas/unit kerja di 
Universitas Brawijaya secara keseluruhan belum sesuai dengan yang 
dianggarkan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kegiatan dalam 
tahun anggaran.” (Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, 
M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya 
pada pukul 10.00 WIB).  
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator 
Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Belum sepenuhnya. Dikarenakan RKT dikerjakan saat tahun anggaran 
berjalan, sedangkan Sireka disusun N-1. Saat sireka disusun, kebanyakan 
belum tahu saat tahun depan apa saja kegiatan yang akan dijalankan.” 
(Selasa, 5 Januari 2020 bersama bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M 
selaku SubKoordinator Non-PNBP Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 
WIB). 
 






SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Jika pelaksanaan belanja dievaluasi dengan rencana anggaran awal, bisa 
dipastikan belanja/kegiatan banyak yang tidak sesuai, hal ini terjadi karena 
banyak hal, seperti wabah covid yang memaksa kita mengubah recana 
anggaran, tapi jika dibandingkan dengan dengan anggaran terbaru maka 
ya sesuai, kan anggarannya sudah diupdate sesuai kebutuhan.” (Senin, 25 
Januari 2020 bersama bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku SubKoordinator 
Monitoring Universitas Brawijaya pada pukul 14.00 WIB). 
 Ada beberapa aturan atau ketentuan atau semacam Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dari biro keuangan agar fakultas/unit kerja tertib dalam 
melaksanakan anggarannya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Abdul 
Azis, S.T, M.M selaku SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang 
mengatakan bahwa: 
“Sejauh ini SOP yang ada adalah untuk mengatur mekanisme pencairan 
dana.” (Senin, 25 Januari 2020 bersama bapak Abdul Azis, S.T, M.M 




Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi 
Manajemen Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Ada SOP pencairan dana UP, LS, GUP, TUP dan sejenisnya.” (Senin, 1 
Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 
SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas Brawijaya pada pukul 
10.00 WIB).  
 
 Beberapa kendala atau permasalahan dilapangan yang terjadi dalam 
proses pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya dijelaskan oleh ibu Martha 
Wartini, S.E, M.AB selaku SubKoordinator Akuntansi Manajemen Universitas 
Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Belum ditetapkannya analisis standar belanja untuk semua jenis belanja.” 
(Senin, 1 Februari 2020 bersama ibu Martha Wartini, S.E, M.AB selaku 






10.00 WIB).  
 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan bapak Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator 
Non-PNBP Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“Belanja yang tidak sesuai aturan, batasan MAK, batasan bajak, 
kesesuaian data dukung, kebijakan-kebijakan pimpinan, belanja di luar 
rencana dan bersifat mendadak.” (Selasa, 5 Januari 2020 bersama bapak 
Fajar Andy Kurniawan, S.E, M.M selaku SubKoordinator Non-PNBP 
Universitas Brawijaya pada pukul 09.00 WIB). 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Abdul Azis, S.T, M.M selaku 
SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya yang mengatakan bahwa: 
“SDM, kegiatan/belanja yang dipaksakan, penggunaan mata anggaran 
yang tidak sesuai.” (Senin, 25 Januari 2020 bersama bapak Abdul Azis, 
S.T, M.M selaku SubKoordinator Monitoring Universitas Brawijaya pada 
pukul 14.00 WIB). 
 
5.1.5.2. Mekanisme pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
Universitas Brawijaya 
 Pelaksanaan anggaran di Universitas Brawijaya merupakan implementasi 
atas perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun 
sebelumnya berdasarkan dokumen DIPA, RKA-K/L, RBA, dan RKT 
Fakultas/Unit. Dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut menjadi 
acuan dalam pencairan anggaran guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
menjadi tugas dan fungsi Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan 
pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat. 
 Pada tahap pelaksanaan anggaran terdapat empat aplikasi dari 
Kementerian Keuangan, yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
(SAKPA) yang digunakan untuk mencatat realisasi anggaran dan belanja, 






penerbitan SMP dana Rupiah Murni (RM), dan Surat Perintah Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja (SP3B) Badan Layanan Umum, aplikasi Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) serta aplikasi SIMAK BMN yang 
digunakan untuk pencatatan aset tetap dan aset berupa persediaan. Di samping 
itu, dalam rangka pengelolaan keuangan internal, Universitas Brawijaya telah 
mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi Surat Perintah Membayar 
dana PNBP yang digunakan oleh Bagian Keuangan Universitas Brawijaya. Sejak 
Universitas Brawijaya menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (PK 
BLU), daya serap setiap anggaran tidak lagi menjadi tolok ukur penilaian kinerja 
keuangan, akan tetapi lebih difokuskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, 
dan hal ini dapat dilihat dalam tabel 5.6 dan tabel 5.7 berikut ini: 
Tabel 5.6: Perbandingan Pagu DIPA Universitas Brawijaya dengan Realisasi 
Belanja Tahun 2018-2020 
Tahun Sumber 
Dana (Rp) 




2018 Non-PNBP 402.569.672.000,00 381.287.499.051,00 94,71% 
PNBP 1.026.793.280.000,00 1.015.808.653.627,00 98,93% 
2019 Non-PNBP 398.389.160.000,00 388.313.002.223,00 97,47% 
PNBP 1.049.134.173.000,00 1.045.241.167.369,00 99,63% 
2020 Non-PNBP 381.117.040.000,00 375.355.298.908,00 98,49% 
PNBP 959.987.542.000,00  928.718.516.092,00 96,74% 
Sumber: Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 
Tabel 5.7: Hasil Optimalisasi Anggaran PNBP (sisa PNBP) Universitas Brawijaya 
Tahun 2018-2020 




Sisa PNBP (Rp) 
2018 1.026.793.280.000,00 1.015.808.653.627,00 10.984.626.373,00 
2019 1.049.134.173.000,00 1.045.241.167.369,00 3.893.005.631,00 
2020 959.987.542.000,00 928.718.516.092,00 31.269.025.908,00 
Sumber: Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 Dari tabel 5.6 dan 5.7 di atas dapat dilihat bahwa penyerapan PNBP 






dari keuangan Universitas Brawijaya sangat baik. Lalu jika diperhatikan pada 
tabel tersebut, untuk penyerapan PNBP pada tahun 2020 mengalami penurunan 
atau lebih rendah daripada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya 
refocusing anggaran yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19. 
 
5.1.6. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan 
Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas 
Brawijaya 
5.1.6.1. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
 Laporan keuangan Universitas Brawijaya terdiri dari laporan keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya yang secara prinsip disusun 
mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan keuangan Universitas 
Brawijaya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang secara prinsip disusun 
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Supaya memudahkan pengguna 
laporan keuangan membacanya maka perlu mendapatkan informasi mengenai 
kesetaraan akun-akun dalam kedua laporan tersebut. Karena obyek yang 
dilaporkan oleh kedua laporan keuangan tersebut adalah sama, maka hakikatnya 
aset yang dilaporkan untuk kedua laporan keuangan tersebut harus sama. Hal ini 
dapat dikonfirmasikan dengan membandingkan neraca pada laporan keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya dan laporan keuangan 









5.1.6.1.1. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
 Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
disusun serta disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum 
di Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan (SAK)) dan berdasarkan pada 
Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 Tahun 2008 mengenai Pedoman 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan basis akrual (accrual), kecuali untuk laporan 
arus kas yang disajikan berdasarkan metode langsung (direct method) dengan 
membagi ke dalam tiga kelompok yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas 
dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya terdiri dari: 
1. Neraca 
1) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU) meliputi aset, kewajiban, serta ekuitas pada tanggal 
tertentu. 
2) Informasi dalam neraca dipergunakan bersama-sama dengan 
informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya, 
sehingga dapat membantu dalam menilai: 
a) Kemampuan Badan Layanan Umum (BLU) dalam memberikan 
jasa berupa layanan secara berkelanjutan. 
b) Likuiditas dan solvabilitas. 








2. Laporan Aktivitas 
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai 
anggaran dan realisasi anggaran Badan Layanan Umum (BLU) secara 
bersamaan yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah 
disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.  
2) Laporan operasional menyajikan informasi mengenai operasi Badan 
Layanan Umum (BLU) mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan 
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Layanan Umum 
(BLU). Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas 
atau laporan surplus defisit. 
3. Laporan Arus Kas 
1) Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan 
kas, dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam 
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
2) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan 
informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga 
dapat membantu untuk menilai: 
a) kemampuan Badan Layanan Umum (BLU) dalam menghasilkan 
kas dan setara kas; 
b) sumber dana Badan Layanan Umum (BLU);  
c) penggunaan dana Badan Layanan Umum (BLU); 
d) prediksi kemampuan Badan Layanan Umum (BLU) untuk 







4. Catatan atas Laporan Keuangan 
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan 
aktivitas, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya 
sehingga dapat memberikan pemahaman yang paripurna atas laporan 
keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 
 
5.1.6.1.2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat 2 mengenai 
Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007, bahwa Menteri atau pimpinan selaku Pengguna Anggaran 
atau Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan 
Kementerian Negara atau Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri 
Keuangan selaku pengelola fiskal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan keuangan Universitas Brawijaya Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) mencakup: 
1. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, 
dan ekuitas dana pada periode 30 Juni Tahun anggaran 2020. 
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 20XX dengan 
realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja selama 






3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, 
metodologi penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang 
diterapkan. Selain itu dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
dikemukakakn penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 
 
5.1.6.2. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
5.1.6.2.1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Sebagai salah satu instansi instansi pemerintah, Universitas Brawijaya 
mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan 
serta penggunaan anggaran kepada pemerintah. Pedoman laporan ini berisikan 
serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun 
yang menyangkut informasi mengenai tingkat keberhasilan serta 
kendala-kendala yang dihadapi Universitas Brawijaya dalam menjalankan tugas 
pokok serta fungsinya. Pedoman ini digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pemenuhan atas instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah, Keputusan Menpan KEP/135/M.PAN/9/2004 yang kemudian 
diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 mengenai pedoman penyusunan 
penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 589/LX/6/Y/1999 yang 






239/IX/6/8/2003 mengenai pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah dan instruksi menteri pendidikan nasional Republik Indonesia 
nomor 1/U/2002 mengenai pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
 
5.1.6.2.2. Laporan Kinerja BLU (Layanan dan Keuangan) 
 Laporan kinerja BLU (Layanan dan Keuangan) Universitas Brawijaya 
disusun berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merupakan 
bagian dari Rencana Strategis Bisnis Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 
dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Brawijaya Tahun 2020-2024. Laporan 
disusun dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam 
Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang khususnya pada tahun 2020 dengan 
realisasi sampai dengan akhir Desember 2020. 
 
 
Tabel 5.8: Indikator Kinerja Utama Universitas Brawijaya Tahun 2019 
Sasaran Indikator  Kinerja Target 
Tersedianya lulusan yang mampu 
bekerja sebagai ilmuwan yang 
professional dan mampu mengkaji 
dan mengnalisis secara kritis 
berbagai permasalahan tingkat 
internasional 
Jumlah Mahasiswa yang 
Berwirausaha 
500 Mahasiswa 
Persentase Lulusan Bersertifikat 
Kompetensi dan Profesi 
90% 
Persentase Lulusan yang 
Langsung Bekerja 
30% 
Terwujudnya kemampuan sivitas 
akademika yang mandiri 
(independent), memiliki otonomi 
(autonomous) dan mampu 
mengarahkan dirinya (selfdirected). 
Persentase Dosen Berkualifikasi 
S3 
37% 
Persentase dosen dengan 
jabatan lektor kepala 
18% 
Persentase dosen dengan 







Terwujudnya mahasiswa UB yang 
memiliki prestasi dalam bidang 
akademik dan kemahasiswaan 
Jumlah Mahasiswa Berprestasi 450 Mahasiswa 
Terwujudnya Sistem Tata Kelola 
dan Kelembagaan yang akuntabel 
Persentase Prodi Terakreditasi A 5 
Akreditasi Institusi A 
Ranking PT Nasional #10 
Opini Penilaian Laporan 
Keuangan Oleh Auditor Publik 
WTP 
Persentase kuantitas tindak lanjut 
temuan BPK 
100 
Persentase kuantitas tindak lanjut 
bernilai rupiah temuan BPK 
75 
Adanya Sarana Prasarana yang 
memenuhi standar mutu perguruan 
tinggi 
Jumlah Pusat Unggulan Iptek 1 PUI 
Dihasilkan produk riset yang 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan pengembangan 
ilmu pengetahuan 
Jumlah Publikasi Internasional 800 Artikel 
Jurnal 
Jumlah Kekayaan Intelektual 
yang Didaftarkan 
127 HKI 
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 38000 sitasi 
Jumlah Prototipe Penelitian dan 
Pengembangan ( Research and 
Development/R & D) 
7 Prototipe 
Jumlah Prototipe Industri 4 Prototipe 
Jumlah Produk Inovasi 10 Produk 
Jumlah Jurnal Bereputasi 
Terindeks Nasional 
45 












Kegiatan Anggaran (Rp.) 
2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional 
Perguruan Tinggi dan Bantuan Pendanaan 
PTN-BH 
135.496.489.000,00 
5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 244.723.287.000,00 
5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan 
Tinggi 
958.052.881.000,00 
 Total 1.338.272.657.000,00 
Sumber: PPID Universitas Brawijaya (2019) 
 Indikator kinerja utama Universitas Brawijaya untuk tahun 2020 dapt dilihat 
dalam table 5.9 berikut ini: 
Tabel 5.9: Indikator Kinerja Utama Universitas Brawijaya Tahun 2020 







1.1. Rata-rata predikat SAKIP 













Persentase lulusan S1 
dan D4/D3/D2 yang 
berhasil mendapat 
pekerjaan melanjutkan 




Persentase lulusan S1 
dan D4/D3/D2 yang 
menghabiskan paling 
sedikit 20 (dua puluh) sks 
di luar kampus; atau 
meraih pretasi paling 







Persentase lulusan S1 
dan D4/D3/D2 yang 
melaksanakan kerja 








Persentase lulusan S1 
dan D4/D3/D2 yang 
menggunakan metode 
pembelajaran 









Persentase lulusan S1 
dan D4/D3/D2 yang 
memiliki akreditasi atau 
sertifikat internasional 







Persentase dosen yang 
berkegiatan tridarma di 
kampus lain, di QS100 
berdasarkan bidang ilmu 
(QS100 by subject), 
bekerja sebagai praktisi 
di dunia industri, atau 
membina mahasiswa 
yang berhasil meraih 
pretasi paling rendah 




Persetase dosen tetap 
berkualifikasi akademik 
S3; memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang 
diakui oleh industri dan 
dunia kerja; atau berasal 
dari kalangan praktisi 
profesional, dunia 
industri atau dunia kerja. 
% 40,00 
1.3. 
Jumlah keluara penelitian 




atau diterapkan oleh 















No. Kode Nama Kegiatan Alokasi 
1 4257 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 











5.2.1. Penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya 
5.2.1.1. Proses Penganggaran Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya 
 Berdasarkan proses penganggaran pada Universitas Brawijaya yang telah 
dijelaskan di atas, maka jika dalam pelaksanaannya dianalisis dengan 
menggunakan prinsip konsep dari Penganggaran Berbasis Kinerja (Kementerian 
Keuangan, 2012) maka hal ini dapat dilihat yaitu: 
1. Alokasi anggaran Universitas Brawijaya berorientasi pada kinerja (output and 
outcome oriented) 








(1) (2) (5) 
4257.002 Dukungan operasional PTN (BOPTN) 45.867.084.000 
4257.003 Layanan pembelajaran (BOPTN) 28.472.745.000 
4257.004 Buku pustaka (BOPTN) 7.614.100.000 
4257.005 Laporan kegiatan kemahasiswaan (BOPTN) 4.271.215.000 
4257.006 Layanan pengembangan sistem tata kelola, 
kelembagaan dan SDM (BOPTN) 
1.625.500.000 
4257.008 Operasional Rumah Sakit Pendidikan 
(BOPTN) 
13.729.945.000 
4257.017 Dukungan penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) (BOPTN) 
11.862.346.000 






4257.010 Layanan pendidikan 143.684.552.000 
4257.011 Penelitian 136.060.559.000 
4257.012 Pengabdian kepada masyarakat 11.908.747.000 
4257.013 Sarana/prasarana pendukung pembelajaran 90.654.504.000 
4257.014 Sarana/prasarana pendukung perkantoran 70.417.067.000 
4257.015 Dukungan layanan pembelajaran 497.506.183.000 
4257.16 Operasional Rumah Sakit Pendidikan (PNBP) 9.755.930.000 
   
  1.341.104.582.000 
Sumber: Universitas Brawijaya (2020) 
 Dari tabel 5.9 di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Universitas 
Brawijaya yang disusun dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) telah diprioritaskan untuk memberikan 
pelayanan pembelajaran pendidikan tinggi kepada mahasiswa di seluruh 
Indonesia yang mencapai ribuan mahasiswa berdasarkan visi dan misi yang 
telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Universitas Brawijaya tahun 
2020-2021. Kinerja pencapaian hasil atau output merupakan indikator utama 
yang penting dalam sebuah instansi Badan Layanan Umum (BLU) yang 
menerapkan konsep New Public Management (NPM) dengan masyarakat 
yang mengharapkan sebuah istitusi pemerintah bisa menghasilkan sebuah 
produk dan jasa kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misinya dengan 
mengelola sumber daya dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Direktorat 
PPK-BL kementerian Keuangan yang merupakan regulator atas kebijakan 
Badan Layanan Umum (BLU) memiliki cara dalam menilai tentang capaian 
penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum 
(BLU), khususnya di bidang pendidikan seperti halnya Universitas Brawijaya, 
yaitu dengan menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor Per-32/PB/2014 mengenai pedoman penilaian kinerja Badan 
Layanan Umum (BLU) bidang layanan pendidikan. Menurut pedoman tersebt 






Umum (BLU) berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Badan 
Layanan Umum (BLU), sedangkan penilaian aspek pelayanan adalah 
penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU) terkait teknis layanan dan 
mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan Badan 
Layanan Umum (BLU). Penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU) 
tersebut dilakukan secara tahunan oleh Direktorat PPK-BLU Kementerian 
Keuangan. 
   
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap 
menjaga prinsip akuntabilitas (let the managers manage) 
 Dokumen penganggaran atau Rencana Kerja Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Universitas Brawijaya menyajikan alokasi 
anggaran yang tidak detail seperti pada anggaran tradisional (line item 
budgeting), anggaran disusun berdasarkan output per unit layanan. 
Masing-masing klasifikasi unit layanan disusun berdasarkan jenis layanan 
yang diberikan oleh Universitas Brawijaya kepada mahasiswa sehingga 
memudahkan dalam menyusun dokumen anggaran dan pencairan dana 
pelaksanaan anggaran. Keleluasaan atau fleksibilitas dalam penganggaran 
ini sangat berpengaruh dalam pencairan pelaksanaan anggaran. Dalam 
proses pencairan anggaran di Universitas Brawijaya, Bagian Keuangan 
Universitas Brawijaya melakukan pembayaran berdasarkan usulan dari 
unit-unit berdasarkan nominatif yang diusulkan berdasarkan usulan-usulan 
dari unit-unit berdasarkan nominatif yang diusulkan berdasarkan output 






dalam Rencana Kerja Anggaran Unit/Fakultas. Namun penyusunan 
anggaran unit dalam internal Universitas Brawijaya masih bersifat sangat 
rinci, baik dari sisi kegiatan maupun dari sisi belanja (mata anggaran 
kegiatan). Universitas Brawijaya mengeluarkan banyak ketentuan dalam 
penyusunan anggaran untuk internal unit seperti ketentuan perjalanan dinas, 
ketentuan pembayaran honorarium dan ketentuan-ketentuan lainnya.  
 Keleluasaan atau fleksibilitas dalam penganggaran dalam Badan 
Layanan Umum yang lain dapat terlihat pada saat dilakukan revisi atas 
anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 
39/PMK.02/2020 mengenai Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 
2020. 
a. “Revisi Anggaran terdiri atas:  
1) Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah; 
2) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan 
3) Revisi Administrasi. 
b. Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyusunan dan penelaahan RKA-K/L 
dan pengesahan DIPA dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran 
BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), dan 
pengesahan DIPA BUN (Bendahara Umum Negara).  
c. Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA 
BUN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan.” 
 
 Dalam revisi tersebut hanya merevisi pergeseran dalam satu kegiatan 
dan satu satker, namun tidak mengubah besaran pagu dalam satu keluaran 
(output), maka kewenangan untuk mengesahkan revisi anggaran tersebut 
adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Satuan Kerja (Satker) 
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah 
Perbendaharaan setempat. Dengan adanya fleksibilitas dalam penyusunan 






melakukan pelaksanaan anggaran guna menyelenggarakan layanan 
pendidikan tinggi. 
 Kesimpulannya adalah flesibilitas Badan Layanan Umum yang dimiliki 
oleh Universitas Brawijaya adalah pada revisi anggaran yang bersifat hanya 
pergeseran kegiatan atau jenis belanja (MAK) dalam satu output yang tidak 
menyebabkan perubahan pagu anggaran dapat dilakukan dengan 
kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini adalah Rektor 
Universitas Brawijaya tanpa harus terlebih dahulu mebgusulkan kepada 
Ditjen Anggaran (DJA) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian 
Keuangan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan Universitas 
Brawijaya, yaitu: 
“Fleksiblitas Badan Layanan Umum yang bisa digunakan yaitu salah 
satunya adalah ambang batas Badan Layanan Umum, yaitu pada saat 
Universitas Brawijaya menerima pendapatan Badan Layanan Umum di 
atas dari target pendapatan Badan Layanan Umum, maka akan 
langsung dapat dipergunakan tanpa harus merevisi dokumen 
perencanaan (DIPA) terlebih dahulu. Fleksibilitas Badan Layanan 
Umum yang lainnya yaitu dalam dokumen perencanaan (RKA-K/L) 
dapat bergeser selama dalam satu output”. 
 
 Fleksibilitas dalam penganggaran selanjutnya adalah anggaran 
disusun tidak berdasarkan model anggaran tradisional (line item) yang detail 
dan rigid, namun dalam anggaran Universitas Brawijaya disusun 
berdasarkan unit layanan yang dibagi dalam beberapa kelompok layanan. 
Fleksibilitas yang penting juga dalam Badan Layanan Umum dan juga 
dirasakan Universitas Brawijaya adalah dapat digunakannya dana yang 
bersumber dari PNBP secara langsung tanpa harus disetor terlebih dahulu 
ke kas negara sehingga memudahkan dan memberikan keleluasaan 






mengelola anggaran lebih baik. Di samping fleksibilitas tersebut Universitas 
Brawijaya sebagai satker Badan Layanan Umum tetap mengedepankan 
unsur akuntabilitas yaitu salah satunya dengan menerbitkan laporan 
keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini membuktikan bahwa dengan fleksibilitas 
yang dimiliki oleh pimpinan Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya 
dalam hal ini adalah Rektor Universitas Brawijaya tetap berkomitmen untuk 
tetap menjaga akuntabilitas Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya. 
 
3. Money Follow Function, Function Followed by Structure 
 Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tingkat Universitas 
Tahun Anggaran 2020, dokumen perencanaan dan penganggaran 
Universitas Brawijaya telah mengikuti prinsip Money follow function yaitu 
alokasi anggaran telah digunakan sesuai tugas dan fungsi Universitas 
Brawijaya sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi yang dapat 
dilihat dalam rincian kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan layanan 
pembelajaran, layanan perkantoran, layanan pendidikan, layanan 
pengembangan sistem tata kelola, kelembagaan dan SDM, serta kegiatan 
penunjang layanan pendidikan seperti pemeliharaan sarana dan prasaran 
pendidikan, pengembangan kompetensi SDM tenaga kependidikan dan 
lainnya. 
 Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip Function 
Followed by Structure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa 






Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja dan 
fakultas-fakultas yang ada dalam struktur organisasi, sehingga dapat 
dipastikan tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi. Dapat dilihat juga dalam 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) bahwa pengalokasian anggaran telah dibagi 
habis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit/fakultas di 
Universitas Brawijaya yang saling sinergi dalam menyediakan layanan 
pendidikan kepada mahasiswa, contohnya adalah untuk kegiatan 
pengembangan bahan ajar dan bahan ujian yang bertanggung jawab adalah 
Fakultas sebagai unsur pelaksana akademik dalam Universitas Brawijaya, 
sedangkan untuk kegiatan yang bersifat penunjang seperti pengelola 
keuangan yang bertanggung jawab adalah Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan (BAUK) sebagai unsur pelaksana administrasi di Universitas 
Brawijaya selain Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Monitoring 
yang juga bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran di 
Universitas Brawijaya.  
 Kesimpulan adalah semua kegiatan dan alokasi anggaran telah dibagi 
habis kepada unit-unit/fakultas penanggung jawab kegiatan berdasarkan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang 
bersifat duplikasi atau saling tumpang tindih antara satu kegiatan dengan 
kegiatan yang lainnya dengan unit yang telah melaksanakan kegiatan 
tersebut. 
 Dilihat dari proses penganggaran Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya dan dianalisis dengan teori fungsi anggaran menurut Nordiawan, dkk. 






1. Anggaran sebagai alat perencanaan sehingga Universitas Brawijaya dapat 
mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang 
akan dibuat. Universitas Brawijaya membuat perencanaan setiap tahun 
sekali untuk menunjang rencana strategis lima tahunan yang dimiliki oleh 
Universitas Brawijaya. 
2. Anggaran sebagai alat pengendalian Universitas Brawijaya dalam mengelola 
anggaran agar dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar 
(overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya 
(misspending). Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran, selain itu 
tujuan utama dari perencanaan dapat tercapai dengan baik, benar, dan 
sesuai. 
3. Anggaran sebagai alat kebijakan. Universitas Brawijaya menjadikan 
anggaran sebagai salah satu alat dalam penentuan kebijakan yang akan 
dibuat dalam menghadapi tahun-tahun ke depannya. Misalnya saja 
pembuatan kebijakan bantuan Covid-19 dan lain sebagainya dalam lingkup 
Universitas Brawijaya, semua tergantung dari anggaran yang ada di 
Universitas Brawijaya. 
4. Anggaran sebagai alat politik. Pada Universitas Brawijaya, komitmen 
pengelola pendidikan tinggi dalam melaksanakan program-program yang 
telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran yang telah dicapai 
sebelumnya dan yang akan direncanakan ke depannya. 
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen 
anggaran yang komprehensif, Universitas Brawijaya dapat berkoordinasi dan 
berkomunikasi dengan fakultas maupun unit kerja yang ada. Hal ini 






matang dapat tercapai sesuai dengan waktu dan tujuan yang diharapkan. 
Sehingga tidak terjadi misskomunikasi dan tumpang tindih anggaran dan 
kegiatan. 
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran sebagai suatu ukuran 
pada Universitas Brawijaya yang bisa menjadi patokan apakah fakultas/unit 
kerja di Universitas Brawijaya telah memenuhi target, baik berupa 
terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Sehingga 
dapat diketahui mana kinerja yang mengalami peningkatan, dan mana yang 
tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga ketika ada program berjalan 
dan kinerjanya mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan harapannya, 
maka akan dengan mudah diketahui permasalahannya.  
7. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran Universitas Brawijaya dapat 
digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal 
yang tercantum sebagai target pencapaian. Hal ini dimaksudkan adalah jika 
Universitas Brawijaya berharap mendapatkan peningkatan nilai anggaran di 
tahun yang akan datang, maka Universitas Brawijaya harus membuat 
sebuah program dan kebijakan yang dapat berefek pada peningkatan nilai 
anggaran, seperti halnya peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan 
kualitas pengajar, peningkatan pagu penerimaan mahasiswa, dan lain 
sebagainya yang hal ini akan dapat berkaitan dengan peningkatan nilai 







5.2.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Brawijaya 
 Strategi Universitas Brawijaya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan 
dirumuskan dalam Rencana Strategis Universitas Brawijaya tahun 2020-2024. 
Rencana strategis Universitas Brawijaya selanjutnya dijabarkan dalam Rencana 
Operasional (Renop). Setiap fakultas dan unit kerja di lingkungan Universitas 
Brawijaya menyusun target unit berdasarkan Rencana Operasional (Renop) 
tahunan. Berdasarkan Rencana Operasional (Renop) tahun 2019, Indikator 
Kinerja Tahunan (RKT) Universitas Brawijaya yang mengandung keseluruhan 
rencana program dan kegiatan Universitas Brawijaya. Selanjutnya berdasarkan 
Rencana Kerja Tahunan Universitas Brawijaya, fakultas dan unit kerja menyusun 
Rencana Kerja Tahunan Fakultas/Unit Kerja dengan memperhatikan target 
fakultas/unit kerja yang ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
Universitas Brawijaya dan Rencana Kerja Tahunan Fakultas/Unit Kerja 
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Universitas Brawijaya tahun 2020 dan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing fakultas/unit kerja. Selanjutnya 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) fakultas/unit kerja diturunkan ke dalam Sasaran 
Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai. 
 Untuk mempermudah penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
fakultas/unit kerja, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) fakultas/unit kerja, maka 
mulai tahun 2020 Universitas Brawijaya mulai mengembangkan dan menerapkan 
penggunaan Sistem Informasi Rencana Kerja (SIREKA) dan Sistem Informasi 
Keuangan (SIMKEU). Di tahun 2020, implementasinya memang belum sampai 






Semua sistem tersebut secara efektif sudah dapat dijalankan pada tahun 2021. 
Pada bulan Januari atau Februari yang mana akan mulai untuk penganggaran 
2021 nantinya penggunaan sistem tersebut akan di mulai dari sana. Hal ini 
sesuai dengan penjelasan dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. 
Gugus Irianto bahwa: 
“Selama beberapa bulan belakangan, tim keuangan, perencanaan, staf ahli 
TIK telah bekerja bersama-sama mencoba mengurai berbagai persoalan 
terkait sistem-sistem tersebut. Universitas Brawijaya memiliki banyak 
subsistem di bagian keuangan akan tetapi antara sistem satu dengan yang 
lainnya masih belum tersambung. Saya sering menyampaikan bahwa 
untuk beberapa hal kita kalah cepat dibanding dengan beberapa 
Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Sistem keuangan mereka dari hulu ke 
hilir sudah terintegrasi dan tersambung dengan baik. Padahal ternyata 
konsultannya dosen-dosen Universitas Brawijaya sendiri, tapi yang di 
Universitas Brawijaya justru belum terintegrasi. Sebelumnya di Sistem 
Informasi Rencana Kerja (SIREKA) kalau ada perubahan rencana atau ada 
rencana baru maka rencana yang lama akan tertumpuk atau hilang begitu 
seterusnya. Ke depan akan diurai, jadi data awal yang sudah terinput akan 
tetap tampak meskipun ada data baru yang masuk. Sehingga revisinya 
nanti dievaluasi dari sisi perencanaan”. 
 
 Dari hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Universitas Brawijaya 
menggunakan Pendekatan Kinerja sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh 
Nordiawan, dkk. (2008) melalui penggolongan pendekatan penyusunan 
anggaran menjadi empat kategori, yang salah satunya adalah yang diterapkan 
oleh Universitas Brawijaya, yaitu: 
“Pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan 
yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang 
disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk 
mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. 
Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek 
pencapaian kinerja dibanding sekadar penghematan biaya semata dengan 
menitikberatkan pada hal-hal yang dapat diukur dan dihitung pada 
output/hasil”. 
 
 Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah kinerja atau 






efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat 
memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat 
adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. 
Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja 
(ABK). 
 
5.2.2. Pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya 
5.2.2.1. Pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) 
Universitas Brawijaya 
 Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan 
khususnya pada pengelolaan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) mengacu pada Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2015 Tanggal 13 Januari 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU). Pada lingkungan Universitas 
Brawijaya selaku Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) proses 
pertanggungjawaban melalui mekanisme Penerbitan Surat Perintah Membayar 
(SPM) pada masing-masing Fakultas/Unit Kerja, kemudian  ditingkat universitas 
membuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Internal selanjutnya 
kumpulan SPN, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Internal tersebut 
direkapitulasi dibuatkan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 






 Untuk mengesahkan atau mempertanggungjawabkan pendapatan dan 
belanja tersebut, Universitas Brawijaya harus merujuk pada Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan berikut ini: 
1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 
tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satuan kerja 
Badan Layanan Umum (BLU).  
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2015 
Tanggal 13 Januari 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang mekanisme 
pengesahan pendapatan dan belanja satuan kerja Badan Layanan Umum 
(BLU).  
Sesuai dengan peraturan tersebut, maka mekanisme pengesahan rencana 
anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya adalah sebagai 
berikut: 
1. Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) membuat Surat Perintah 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B 
BLU) dan kemudian disampakan kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap triwulan.  
2. Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan 
Layanan Umum (SP3B BLU) dapat dilakukan satu kali per triwulan atau 
lebih dari satu kali dalam satu triwulan. Jika dilakukan lebih dari satu kali 
dalam satu triwulan, pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan 
dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU) bisa dilakukan per 






keperluan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya.  
3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan 
Umum (SP3B BLU) yang diajukan dalam satu triwulan disampaikan ke 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada akhir triwulan, 
dan diterima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling 
lambat pada pukul 10.00 waktu setempat pada hari kerja terakhir setiap 
triwulannya.  
4. Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
melakukan cut off realisasi pendapatan dan/atau belanja Badan Layanan 
Umum (BLU) sejak tiga hari kerja sebelum akhir triwulan berkenaan. 
Realisasi pendapatan dan/atau belanja sejak cut off sampai dengan akhir 
triwulan berkenaan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyampaian 
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan 
Umum (SP3B BLU) pada triwulan berikutnya.  
5. Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya tidak melakukan cut 
off realisasi pendapatan dan/atau belanja Badan Layanan Umum (BLU) 
Universitas Brawijaya terhadap Surat Perintah Pengesahan Pendapatan 
dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU) pada akhir triwulan IV.  
Dengan merujuk pada peraturan Menteri Keuangan tersebut maka pengesahan 
pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
dapat dilakukan sebagai berikut: 
1. Pengesahan pendapatan dan belanja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan 
satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya adalah 






a) Jika perintah pengesahan pendapatan dan belanja Badan 
Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya diajukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) triwulan (sekaligus), maka mekanismenya yaitu 
realisasi pendapatan dan belanja dari bulan Januari sampai 
dengan tanggal 28 Maret digabung menjadi 1 Surat Perintah 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum 
(SP3B BLU), sesuai periode cut off 3 hari sebelum akhir triwulan.  
b) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan 
Layanan Umum (SP3B BLU) dengan nilai realisasi pendapatan, 
realisasi belanja, dan saldo triwulan I tersebut diterima oleh Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 
31 Maret atau hari kerja terakhir, pada pukul 10.00 waktu 
setempat.  
c) Realisasi pendapatan dan pelanja pada tanggal 29, 30, dan 31 
Maret dipertanggungjawabkan pada Surat Perintah Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU) 
triwulan berikutnya.  
2. Pengesahan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan satuan kerja 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya adalah sebagai 
berikut: 
a) Jika perintah pengesahan pendapatan dan belanja Badan 
Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya diajukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) triwulan, maka dapat diajukan misalnya 
per bulan dengan periode cut off 3 hari sebelum akhir triwulan. 






Brawijaya dapat mengajukan masing-masing Surat Perintah 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum 
(SP3B BLU) bulan Januari, bulan Februari, dan Surat Perintah 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum 
(SP3B BLU) bulan Maret sampai dengan tanggal 28. Nilai realisasi 
pendapatan/belanjanya menyesuaikan dengan nilai masing- 
masing periode Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU). 
b) Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
Badan Layanan Umum (SP3B BLU) kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) pada akhir triwulan paling 
lambat tanggal 31 Maret atau hari kerja terakhir, pada pukul 10.00 
waktu setempat. Sedangkan realisasi pendapatan dan belanja 
tanggal 29, 30, dan 31 Maret diajukan dengan Surat Perintah 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum 
(SP3B BLU) periode triwulan II.  
3. Lampiran Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan 
Layanan Umum (SP3B BLU) adalah sebagai berikut:  
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani 
oelh Kuasa PA atau Pemimpin Badan Layanan Umum (BLU) yaitu 
Rektor Universitas Brawijaya.  
b) Arsip Data Komputer (ADK) Surat Perintah Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU) 








5.2.3. Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya 
5.2.3.1. Analisis Konsep Block Funding pada Badan Layanan Umum 
(BLU) Universitas Brawijaya 
 Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Universitas Brawijaya 
melakukan anggaran terpusat yaitu pagu anggaran masing-masing unit/fakultas 
dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Bagian Keuangan untuk pelaksanaan 
pencairan dana kegiatan dan Bagian Perencanaan untuk perencanaan alokasi 
anggaran. Masing-masing unit di Universitas Brawijaya memiliki alokasi 
anggaran berdasarkan kegiatan dalam tupoksi masing-masing unit/fakultas dan 
jumlah mahasiswa yang dilayani pada tiap-tiap fakultas. 
 Pelaksanaan pencairan dana dilakukan oleh unit/fakultas berdasarkan 
usulan dana kegiatan yang telah disetujui dan diverifikasi oleh kepala 
unit/fakultas sebagai penanggung jawab kegiatan unit kemudian usulan dana 
kegiatan tersebut disampaikan kepada Subbagian Verifikasi Anggaran Bagian 
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, satuan 
biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan kegiatan yang terdapat 
dalam Rencana Kerja Anggaran Unit/Fakultas (RKA-U/F) yang telah dibahas 
pada tahun sebelumnya dengan Bagian Perencanaan dan disetujui oleh 
Pembantu Rektor II. Kemudian setelah Subbagian Verifikasi Anggaran Bagian 
Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan pencairan dana kegiatan 
tersebut, maka usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan 
untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM disetujui maka 






dijadikan sebagai acuan pencairan dana kegiatan dan telah disetujui oleh Kepala 
Bagian Keuangan. Atas SP2B tersebut kemudian Bagian Keuangan melalui 
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melakukan transfer dana kepada 
rekening unit/fakultas yang diakses melalui aplikasi online banking yang sifatnya 
real time dan tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama, kemudian BPP unit 
akan memeriksa melalui aplikasi tersebut apakah dana tersebut telah masuk 
dalam rekening unit dan jika telah masuk maka dana telah siap digunakan untuk 
membiayai kegiatan. 
 Dari hal tersebut maka peran Kepala Unit/Fakultas sebagai Chief Operating 
Officer (COO) nampak belum memiliki fleksibilitas terhadap alokasi anggaran 
yang dimiliki, karena dalam melakukan pencairan dana masih memerlukan 
persetujuan dari Kepala Bagian Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) 
Universitas Brawijaya dan masih harus melalui prosedur pencairan dana 
kegiatan yang bertahap dan berjenjang. Dalam konsep Block Funding, COO 
diberikan fleksibilitas atas alokasi anggaran yang dimilikinya dengan prinsip 
akuntabel dan transparan serta tetap mengedepankan konsep 3E, Universitas 
Brawijaya sebagai satker Badan Layanan Umum yang menerapkan fleksibilitas 
terhadap pengelolaan keuangan dapat mengimplementasikan konsep Block 
Funding terhadap proses pelaksanaan keuangan dengan memberikan 
fleksibilitas kepada Kepala Unit selaku COO atas alokasi anggaran yang dimiliki 
dengan memberikan pagu dengan proporsi berdasarkan jumlah kegiatan yang 
akan dilakukan atau berdasarkan jumlah mahasiswa yang akan dilayani dalam 
satu semester atau satu tahun. Dengan konsep Block Funding ini alokasi dana 
dapat ditransfer setiap bulan oleh Bagian Keuangan yang memiliki otorisasi atas 






masing-masing. Jika dilihat dari aspek pengendalian peran Kepala Bagian 
Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) Universitas Brawijaya hanya 
sebagai controller (pengendali) dengan melihat kemampuan unit/fakultas dalam 
menyerap anggaran dan memastikan seluruh unit/fakultas untuk dapat 
melaksanakan kegiatannya dengan dana yang telah diberikan dalam bentuk 
Block Funding. Peran Kepala Unit selaku Chief Operating Officer (COO) dapat 
berjalan maksimal dan lebih fleksibel dalam mengoptimalkan alokasi anggaran 
tanpa harus menunggu proses pencairan dana yang lama dan berjenjang namun 
tetap dengan prinsip akuntabel dan transparan serta mengedepankan konsep 
3E. Dengan konsep Block Funding ini diharapkan juga dapat memaksimalkan 
penyerapan anggaran yang menjadi masalah nasional. 
 
 
5.2.3.2. Analisis Konsep Value For Money (VFM) pada Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
 Value For Money (VFM) menurut pendapat dari Barnet, dkk. (2010) 
adalah: 
“mengenai mendapatkan manfaat maksimal dari waktu ke waktu dengan 
sumber daya yang tersedia. Value for money (VFM) adalah tentang 
mencapai keseimbangan yang tepat antara ekonomi, efisiensi dan 
efektivitas lokal, atau membelanjakan secara kurang, membelanjakan 
dengan baik dan membelanjakan dengan bijak untuk mencapai prioritas 
lokal. Value for money (VFM) tinggi, ketika ada keseimbangan optimal 
antara ketiga elemen tersebut, ketika biaya relatif rendah, produktivitas 
tinggi dan hasil yang sukses telah dicapai”. 
Dalam analisis Value For Money (VFM) ini mengaitkan antara penggunaan 
sumber daya yang dimiliki dengan hasil atau output yang dicapai oleh Universitas 
Brawijaya sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi secara efisien, efektif dan 
ekonomis. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 yang 






Proses Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Kementerian 
Keuangan dapat dilihat bahwa kinerja Universitas Brawijaya berdasarkan aspek 
keuangan dan aspek operasional akademik yang secara umum merupakan 
perwujudan atas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengajaran, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
 Jika dilihat dari aspek kinerja keuangan Universitas Brawijaya memiliki 
kinerja keuangan yang baik hal ini dapat dilihat dari realisasi pada 31 Desember 
2020 yang di atas dari target yang direncanakan. Sebagai contoh pada rasio 
pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum 
(BLU) dibandingkan dengan total biaya operasional (sumber dana Rupiah Murni 
dan PNBP) memiliki target 70% namun dalam realisasinya mencapai 94% artinya 
pencapaian pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan 
Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya melebihi dari target pendapatan 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) yang 
direncanakan. 
 Dari realisasi kinerja aspek operasional akademik, Universitas Brawijaya 
memiliki kinerja yang baik seperti dapat dilihat pada daya tampung layanan 
Pendidikan Tinggi dengan indikator jumlah daya tampung mahasiswa yang 
memperoleh layanan pendidikan terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Keputusan 
BAN-PT No. 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, Universitas Brawijaya berhasil 
mempertahankan nilai akreditasi A. Dengan demikian, Universitas Brawijaya 
dinyatakan terakreditasi dengan peringkat A selama lima tahun kedepan, sejak 4 
Desember 2018 hingga 4 Desember 2023. 
 Selain itu Posisi Universitas Brawijaya berdasarkan lembaga 






2017 Universitas Brawijaya berada pada peringkat 290+ untuk tingkat Asia, naik 
dari peringkat 301+ pada tahun 2016. Sedangkan pada tingkat dunia pada tahun 
2017 peringkat Universitas Brawijaya adalah 800+. Posisi Universitas Brawijaya 
berdasarkan lembaga pemeringkatan universitas dunia Times Higher Education 
(THE) World University Rankings untuk pemeringkatan 2020 berada pada posisi 
2 di tingkat Indonesia. Sedangkan untuk pemeringkatan 2020 berdasarkan 
indikator Sustainable Development Goals (SDG), Universitas Brawijaya meraih 
peringkat 201-300 dunia. Posisi Universitas Brawijaya berdasarkan lembaga 
pemeringkatan website universitas dunia Webometrics, pada awal tahun 2019 
Universitas Brawijaya berada pada peringkat 6 di Indonesia. Sedangkan pada 
tingkat Dunia, peringkat Universitas Brawijaya pada 2019 adalah 1500+. Posisi 
Universitas Brawijaya berdasarkan lembaga pemeringkatan website universitas 
dunia 4ICU, pada tahun 2020 UB berada pada peringkat 5 di Indonesia. Dalam 
hal keterbukaan informasi publik, Universitas Brawijaya sejak tahun 2014 telah 
memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi 
Informasi Pusat Republik Indonesia. Pada tahun 2019, Universitas Brawijaya 
mendapat status kategori Informatif. Pada tahun 2017, RISTEKDIKTI 
menganugerahi Universitas Brawijaya penghargaan sebagai unit kerja yang 
mengusulkan pensiun dengan SAPK terbaik. Dalam penghargaan Anugerah 
Humas PTN dan LLDIKTI 2018 yang diselenggarakan oleh RISTEKDIKTI, 
Universitas Brawijaya menerima penghargaan peringkat 1 dalam tiga kategori, 
yaitu kategori Website, kategori Media Sosial, serta kategori Hubungan Media. 
Pada tahun 2017, Rumah Sakit Universitas Brawijaya juga mendapatkan 
Akreditasi Bintang Lima (Paripurna) dari Komite Akreditasi Rumah Sakit. 






Kemahasiswaan, yaitu dengan kembali diraihnya gelar Juara Umum pada ajang 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS) ke XXX di 
Makasar. Perolehan ini sekaligus mengukuhkan Universitas Brawijaya sebagai 
juara Hattrick tiga kali berturt-turut penerima Piala Adikerta Widya yakni pada 
tahun 2015, 2016, 2017. 
 
5.2.3.3. Analisis Efisiensi pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya 
 Menurut Mahsun (2006) seperti yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, bahwa efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang saling 
berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dapat 
dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan 
terhadap input yang digunakan (cost of input). Berikut adalah formula dalam 
menghitung tingkat efisiensi: 
Tabel 5.11: Perbandingan Realisasi Biaya (Penggunaan) dengan Realisasi 
Pendapatan Universitas Brawijaya Tahun 2018-2020 





2018 1.026.793.280.000,00 1.015.808.653.627,00 98% 
2019 1.049.134.173.000,00 1.045.241.167.369,00 99% 
2020 959.987.542.000,00 928.718.516.092,00 96% 
Sumber: Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 Jika dilihat pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Universitas 
Brawijaya telah melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang dipergunakan 
dalam menyelenggarakan kegiatan operasional pendidikan tinggi mulai dari 
tahun 2018 sampai dengan 2019, hal tersebut dapat dilihat dari tabel yang telah 
disajikan bahwa tingkat efisiensi tidak melebihi 100%, yang artinya adalah 






 Biaya-biaya tersebut dapat efisien karena adanya kebijakan initernal 
Universitas Brawijaya atas ketentuan keuangan seperti ketentuan perjalanan 
dinas, ketentuan penggunaan Uang Persediaan (UP), ketentuan pembayaran 
honorarium dan lainnya yang bersifat lebih menekankan pada hasil dan kinerja 
layanan pendidikan tinggi yang diberikan kepada masyarakat dari pada hanya 
pada penyerapan anggaran saja. 
 Namun pada tahun 2020 tingkat efisiensi Universitas Brawijaya mengalami 
penurunan sebesar 2-3% dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini 
disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan 
unit usaha dan lain-lain yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya. Selain itu juga 
karena adanya peralihan pagu anggaran yang lebih digunakan untuk 
penanggulangan virus Covid e-19 dan bantuan terdampak virus Covid e-19 
sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia. 
5.2.3.4. Analisis Efektivitas pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya 
 Menurut Mahsun (2006), bahwa ekonomi adalah suatu hubungan yang 
terjadi antara pasar dan masukan (cost of input) dan sering juga disebut dengan 
kehematan yang terdiri dari pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) 
dan tidak terjadi pemborosan. Suatu kegiatan disebut ekonomis jika dapat 
menghilangkan atau minimal mengurangi biaya yang tidak diperlukan. 
Tabel 5.12: Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pagu DIPA PNBP 
Universitas Brawijaya Tahun 2018-2020 
Tahun Realisasi 
Penerimaan PNBP 
Pagu DIPA PNBP Tingkat 
Efektivitas 
2018 1.026.793.280.000,00 1.026.793.280.000,00 100% 
2019 1.049.134.173.000,00 1.049.134.173.000,00 100% 
2020 959.987.542.000,00 959.987.542.000,00 100% 






 Jika dilihat pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat 
efektivitas Universitas Brawijaya dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sangat 
efektif dan stabil, hal tersebut dikarenakan adanya penyusunan perencanaan dan 
penganggaran yang mampu menyelaraskan kebijakan dari visi, misi, dan tujuan 
yang telah termaktub dalam Rencana Strategis Universitas Brawijaya (Renstra 
UB) tahun 2015-2019 dan  Rencana Strategis Universitas Brawijaya (Renstra 
UB) tahun 2020-2024. 
 
5.2.3.5. Analisis Ekonomis pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya 
 Menurut Mahsun (2006), bahwa ekonomi adalah suatu hubungan yang 
terjadi antara pasar dan masukan (cost of input) dan sering juga disebut dengan 
kehematan yang terdiri dari pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) 
dan tidak terjadi pemborosan. Suatu kegiatan disebut ekonomis jika dapat 
menghilangkan atau minimal mengurangi biaya yang tidak diperlukan. 
Tabel 5.13: Perbandingan Realisasi Belanja dengan Realisasi DIPA PNBP 
Universitas Brawijaya Tahun 2018-2020 
Tahun Realisasi Belanja 
PNBP 
Pagu DIPA PNBP Tingkat 
Ekonomis 
2018 1.015.808.653.627,00 1.026.793.280.000,00 98,93% 
2019 1.045.241.167.369,00 1.049.134.173.000,00 99,63% 
2020 928.718.516.092,00 959.987.542.000,00 96,74% 
Sumber: Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 Dari tabel yang disajikan di atas terlihat bahwa tingkat ekonomis 
Universitas Brawijaya sangat tinggi yang dapat dilihat dari perbandingan antara 
realisasi belanja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pagu DIPA 
PNBP di atas 90%, hal ini berarti bahwa realisasi belanja PNBP masih rendah 






efektif menjadi sebuah kebijakan pimpinan Universitas Brawijaya dalam 
mengawal pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, hal tersebut dapat dilihat 
dalam penerapan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada seperti 
halnya Universitas Brawijaya menerapkan penghematan penggunaan listrik, 
internet, dan telepon yang kemudian hal ini berdampak pada penurunan biaya 
listrik, internet, dan telepon. 
 
5.2.3.6. Analisis Surplus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh satker 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya dari layanan yang diberikan 
kepada masyarakat harus dioptimalkan penggunaannya dalam konsep Value For 
Money (VFM) yang dikenal dengan Ekonomis, Efektif dan Efisien (3E). 
Universitas Brawijaya sebagai satker Badan Layanan Umum (BLU) telah 
menerapkan konsep 3E tersebut dan hasil dari penerapannya adalah adanya 
surplus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar dari tahun 
2018-2020. Optimalisasi penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
merupakan peran serta pimpinan, pegawai dan para stakeholder yang 
menginginkan bahwa satker pemerintah dapat mengelola pendapatannya 
dengan konsep 3E namun tetap memiliki hasil kinerja (output) yang maksimal 
dan sesuai dengan arah kebijakan Rencana Strategis dan harapan para 
stakeholder yaitu masyarakat. 
 Hasil dari optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut 
digunakan Universitas Brawijaya untuk investasi jangka pendek seperti halnya 






pekerjaan yang telah dihasilkan atau yang disebut dengan Remunerasi. 
Remunerasi Universitas Brawijaya diperuntukkan bagi Pimpinan, Pegawai dan 
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya yang 
merupakan imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan 
kinerja pegawai yang akan berdampak juga kepada kinerja layanan pendidikan 
Universitas Brawijaya serta yang paling utama adalah terlayaninya semua 
pengguna jasa pendidikan tinggi Universitas Brawijaya yaitu mahasiswa 
Universitas Brawijaya. Penerapan remunerasi Universitas Brawijaya juga 
berdampak pada hasil kinerja pegawai dan kinerja Universitas Brawijaya yang 
semakin baik. Dalam formula penghitungan remunerasi masing-masing pegawai 
memiliki beban kerja yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya 
yang berdasarkan pada jabatan yang diemban oleh masing-masing individu yang 
dinilai oleh atasan (pimpinan) langsung pegawai tersebut. 
 Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dibayarkan berupa gaji Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (gaji 
Badan Layanan Umum (BLU)) sebesar kurang lebih 30% dan berupa insentif 
kinerja sebesar 70%. Remunerasi pada Universitas Brawijaya terdiri atas gaji 
Rupiah Murni (RM) yang besarannya sesuai peraturan perundang-undangan, gaji 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) 
merupakan selisih dari gaji yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 195/KMK.05/2016 dikurangi gaji pegawai negeri, honorarium 
untuk Dewan Pengawas dan insentif kinerja sesuai lampiran Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 195/KMK.05/2016. Insentif Kinerja dibagi menjadi dua yaitu 
insentif berdasarkan nilai perilaku dan insentif berdasarkan nilai Capaian 






Umum (BLU), honorarium dan insentif perilaku dibayarkan setiap bulan 
sedangkan insentif Capaian Sasaran Kerja Pegawai (CSKP) dibayarkan setiap 
tiga bulan sekali. Setelah diberlakukan Remunerasi Badan Layanan Umum 
(BLU), Universitas Brawijaya tidak lagi memperoleh alokasi tunjangan kinerja dari 
Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). 
 Adapun surplus dari hasil optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut: 
Tabel 5.14: Perbandingan Surplus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dengan Pagu DIPA Universitas Brawijaya Tahun 2018-2020 
Tahun Pagu DIPA UB 








A B C D E = C – D F = E / B 
2018 1.429.362.952.000,00 1.026.793.280.000,00 1.015.808.653.627,00 10.984.626.373 0,76% 
2019 1.447.523.333.000,00 1.049.134.173.000,00 1.045.241.167.369,00 3.893.005.631 0,26% 
2020 1.341.104.582.000,00 959.987.542.000,00 928.718.516.092,00 31.269.025.908 2,33% 
Sumber: Universitas Brawijaya (2018-2020) 
 
5.2.3.7. Analisis Surplus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
terhadap Pagu Rupiah Murni (RM) pada Badan Layanan Umum 
(BLU) Universitas Brawijaya 
 Badan Layanan Umum dibentuk oleh pemerintah dengan dasar semangat 
New Public Management (NPM) yaitu dengan tujuan untuk menciptakan suatu 
institusi pemerintah yang lebih mengarah kepada budaya ala korporasi 
(perusahaan) yang menerapkan unsur profesionalisme, efektif, ekonomis dan 
efisien (3E) di dalam memanajemen dan memanfaatkan semua sumber daya 
yang dimilikinya, namun tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. 
Pemerintah mengarahkan Badan Layanan Umum untuk dapat mengelola secara 






dalam penggunaan pendapatannya langsung tanpa disetor terlebih dahulu pada 
kas negara. Adanya ambang batas Badan Layanan Umum yaitu keadaan di 
mana pada satuan kerja Badan Layanan Umum jika realisasi pendapatannya 
melebihi dari rencana pendapatannya maka dapat langsung digunakan tanpa 
harus melakukan perubahan atau merevisi dokumen penganggaran terlebih 
dahulu melalui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 
 Peran pemerintah dalam mensubsidi anggaran juga diharapkan semakin 
minimal dengan adanya kemandirian pengelolaan dan fleksibilitas yang dimiliki 
oleh satuan kerja Badan Layanan Umum dengan lebih mengoptimalkan kinerja 
dalam mencapai penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 
diharapkan dapat membiayai semua kegiatan operasional pada satuan kerja 
Badan Layanan Umum terutama untuk membiayai atas kegiatan yang menjadi 
core business atau kegiatan utama dari satker Badan Layanan Umum itu sendiri, 
seperti Universitas Brawijaya misalnya core business utamanya adalah usaha 
penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
 Di bawah ini adalah tabel perbandingan komposisi pada pagu 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pagu Rupiah Murni (RM) dalam 
DIPA Universitas Brawijaya tahun 2018-2020: 
Tabel 5.15: Perbandingan Surplus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dengan Pagu DIPA Universitas Brawijaya Tahun 2018-2020 
Tahun Sumber 
Dana 
Pagu DIPA Total Pagu DIPA % Komposisi 
A B C D (Non PNBP + PNBP) E (C/D) 
2018 Non PNBP 402.569.672.000,00 1.429.362.952.000,00 28% 
PNBP 1.026.793.280.000,00 72% 
2019 Non PNBP 398.389.160.000,00 1.447.523.333.000,00 27,5% 
PNBP 1.049.134.173.000,00 72,5% 
2020 Non PNBP 381.117.040.000,00 1.341.104.582.000,00 28,4% 
PNBP 959.987.542.000,00 71,6% 






 Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa komposisi pagu 
anggaran DIPA Universitas Brawijaya tahun 2018-2020, pagu yang bersumber 
dari PNBP masih mendominasi komposisi pagu dibandingkan dengan pagu yang 
bersumber dari Rupiah Murni (RM). Pagu yang bersumber dari Rupiah Murni 
(RM) hanya untuk membiayai gaji pegawai negeri, pemeliharaan sarana 
prasarana dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang berasal 
dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti untuk membiayai 
kegiatan layanan pendidikan tinggi seperti penyelenggaraan layanan pendidikan 
tinggi mahasiswa Universitas Brawijaya. 
Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pagu sumber dana Rupiah 
Murni (RM) rata-rata sekitar 27,96% dari komposisi keseluruhan pagu anggaran 
Universitas Brawijaya tahun 2018-2020. Jika dilihat pada analisis surplus 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada pembahasan sebelumnya 
dengan persentase surplus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) rata-rata 
sekitar 1,12% dari komposisi keseluruhan pagu anggaran Universitas Brawijaya 
tahun 2018-2020 diharapkan peran dari pemerintah dalam alokasi pagu sumber 
dana Rupiah Murni (RM) dapat dikurangi, hal ini dapat dicapai apabila kinerja 
layanan Universitas Brawijaya semakin baik dan yang kemudian akan berkorelasi 
dengan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas 
Brawijaya yang semakin besar serta dapat dimungkinkan juga Universitas 
Brawijaya akan menjadi sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang dalam melakukan kegiatan utamanya tidak ada unsur subsidi dari 
pemerintah. Pemerintah hanya memberikan bantuan modal penyertaan awal di 
saat pendirian BUMN tersebut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan, visi, dan misi 






mengenai perubahan status Universitas Brawijaya dari Badan Layanan Umum 
(BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). 
Dari beberapa perbandingan dan perhitungan pada data-data yang 
disajikan pada beberapa tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
Universitas Brawijaya dapat dinilai baik, hal ini sesuai dengan pendapat dari 
Mahsun (2006) yang menyatakan bahwa  
“kinerja dalam suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang 
bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan tujuan 
mencapai tujuan yang ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya 
yang rendah”. 
 
a. Dilihat dari kinerja dalam segi ekonomi, Universitas Brawijaya dapat 
mengurangi biaya yang tidak diperlukan, hal ini sesuai dengan tabel 5.12 
yang telah disajikan di atas. 
b. Dilihat dari kinerja dalam segi efisien, Universitas Brawijaya telah mengalami 
efisiensi, hal ini dapat dilihat dari penggunaan sumber daya dan biaya yang 
serendah rendahnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini 
sesuai dengan tabel 5.10 yang telah disajikan di atas. 
c. Dilihat dari kinerja dalam segi efektivitas, Universitas Brawijaya telah 
melakukan efektifitas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan dalamh 
mencapai tujuan dan sasaranpada akhir kebijakan. Hal ini sesuai dengan 







5.2.4. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan 
Umum (BLU) berdasarkan anggaran berbasis kinerja di Universitas 
Brawijaya 
5.2.4.1. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
 Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan 
Undang-Undang APBN Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai 
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain yaitu menyusun dan 
menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. 
 Universitas Brawijaya adalah entitas akuntansi dari Kemendikbud (dahulu 
Kemenristekdikti) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
 Laporan Keuangan Universitas Brawijaya terdiri atas Laporan Keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya yang secara prinsip disusun 
mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Laporan Keuangan 
Universitas Brawijaya-SAP yang secara prinsip disusun mengikuti Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) 
Universitas Brawijaya disusun dan disajikan berdasar pada prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan) dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 mengenai Pedoman Akuntansi dan 






dengan menggunakan basis akrual (accrual), kecuali laporan arus kas yang 
disajikan dengan basis kas. 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas 
dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja 
dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 
yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Pada bagian penjelasan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan 
keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para 
pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan 
keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini 
sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan 
sebanding dengan manfaat yang diperoleh.  
 Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya ini maka hal tersebut sejalan dengan teori 
yang disampaikan oleh Tanjung (2014: 11) mengenai akuntabilitas yaitu: 
“mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas 
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. 
 
Selain itu, Universitas Brawijaya selaku Badan Layanan Umum (BLU) juga 







a. Adanya komitmen dari pimpinan Universitas Brawijaya beserta jajarannya 
dan seluruh staf Universitas Brawijaya dalam melakukan pengelolaan 
pelaksanaan hingga pelaporan keuangan agar akuntabel. 
b. Universitas Brawijaya telah membentuk sistem yang dapat memberikan 
jaminan dalam penggunaan sumber daya-sumber daya yang secara 
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Laporan Keuangan Universitas Brawijaya terdiri atas Laporan Keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya yang secara prinsip 
disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Laporan 
Keuangan Universitas Brawijaya-SAP yang secara prinsip disusun mengikuti 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya disusun dan disajikan berdasar pada 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Standar Akuntansi 
Keuangan) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 
mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU), disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual 
(accrual), kecuali laporan arus kas yang disajikan dengan basis kas. 
c. Selain itu Universitas Brawijaya juga telah menunjukkan beberapa tingkatan 
dalam sebuah beberapa pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  
d. Universitas Brawijaya selalu berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta 
hasil dan manfaat yang diperoleh, selain itu jujur, objektif, transparan dan 
inovatif sebagai katalisator dalam perubahan manajemen dalam bentuk 








5.2.4.2. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
 Laporan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
disusun berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merupakan 
bagian dari Rencana Strategis Bisnis Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 
dan tahun 2020-2024. Laporan disusun dengan cara membandingkan antara 
target yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya 
tahun 2014 dengan realisasi sampai dengan akhir Desember 2019. Dan tahun 
2020 dengan realisasi sampai dengan akhir Desember 2024. Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Universitas Brawijaya pada tabel 5.8 merupakan kontrak antara 
Rektor Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya dengan Dirjen 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjadi pedoman dalam penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya. 
Terdapat 22 indikator yang menjadi target utama dalam pelaksanaan kegiatan 
dan penggunaan anggaran. 
 Ditjen Perbendaharaan melalui Direktorat Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) melakukan penilaian kinerja terhadap 
seluruh satker BLU. Penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU) meliputi 
penilaian kinerja keuangan dan kinerja layanan. Penilaian kinerja keuangan 
meliputi aspek keuangan, dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum (BLU) seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2 berdasarkan 
Buku Manual Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan yang diterbitkan oleh 
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 
Penilaian kinerja layanan sangat tergantung dari jenis layanan dari Satuan Kerja 






Penilaian kinerja layanan selanjutnya digabungkan dengan penilaian kinerja 
keuangan sehingga menghasilkan penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU) 
secara keseluruhan. Penilaian kinerja layanan Badan Layanan Umum (BLU) 
akan terdiri dari beberapa aspek yang antara lain meliputi penilaian terhadap 
produktivitas, efisiensi, mutu layanan, pengembangan organisasi dan 
pengelolaan SDM, dan aspek lain yang sesuai dengan karakteristik Badan 
Layanan Umum (BLU) bidang pendidikan (Kementerian Keuangan, 2013). 
 Adanya penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia 
mengenai piagam keterbukaan informasi pada Universitas Brawijaya 
menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya menerapkan akuntabilitas kinerja 
pelayanan maupun keuangan. Selain itu Universitas Brawijaya juga menyediakan 
informasi publik mengenai laporan keuangan sesuai dengan Ikhtisar RKA tahun 
2000. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori yang dikemukakan oleh Baswir 
(2000:7) yaitu bahwa: 
“laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat 
dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas 
pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, maupun politik. 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang 
memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki 
kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Akuntabilitas 
pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberikan kepada 
rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya 
dan dan masyarakat beserta penggunanya”. 
 
5.2.4.3. Analisis Implementasi Proses Keuangan Badan Layanan Umum 
(BLU) Universitas Brawijaya 
 Berdasarkan hasil observasi mengenai kondisi yang ada dan penelaahan 
dokumen yang ada di Universitas Brawijaya dan dibandingkan dengan konsep 






Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Direktorat 
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkeu. 
a. Tahap Perencanaan dan Penganggaran 
Pada tahap perencanaan dan penganggaran Universitas Brawijaya 
sebagai satker Badan Layanan Umum (BLU) telah menyusun Rencana 
Strategi Bisnis pada awal pengusulan untuk ditetapkan sebagai satker 
Badan Layanan Umum (BLU) oleh Kementerian Keuangan yang berisi apa 
yang hendak dicapai oleh Universitas Brawijaya pada saat ditetapkan 
sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) seperti proyeksi 
pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dalam 5 tahun ke depan, 
membuat analisis Strength, Weakness, Opportunity & Threat (SWOT) 
untuk memetakan kekuatan dan kelemahan Universitas Brawijaya dalam 
mempersiapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang 
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah 
mahasiswa. Kemudian Universitas Brawijaya juga menyusun Rencana 
Bisnis dan Anggaran (RBA) yang berisi rencana pendapatan dan 
pengeluaran pada tahun ke depan yang kemudian akan menjadi rencana 
pengeluaran pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-K/L) Universitas Brawijaya. Untuk mendukung kedua dokumen 
tersebut sebagai persyaratan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum 
(BLU) wajib memiliki tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai 
dasar landasan dalam memungut imbalan kepada masyarakat atas barang 
atau jasa yang telah diberikan kepada masyarakat. Tarif layanan Badan 
Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya disusun berdasarkan 






Brawijaya berdasarkan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang 
dibagi atas jumlah mahasiswa pada prodi masing-masing dan kemudian 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
b. Tahap Pelaksanaan Anggaran 
Pada tahap pelaksanaan anggaran sebagai satuan kerja Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya telah menyusun sistem akuntansi 
Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 mengenai Badan Layanan Umum (BLU) 
bahwa satuan kerja yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum 
(BLU) wajib menyusun sistem akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) 
berdasarkan karakteristik satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) 
masing-masing yang kemudian akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
Sistem akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya telah 
disusun dan masih menunggu persetujuan dari Kemenristekdikti dan 
Kemenkeu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
bahwa satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dapat menyusun 
pedoman pengadaan barang dan jasa, namun dalam pelaksanaannya 
Universitas Brawijaya sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) 
masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengenai 
pengadaan barang dan jasa yang umum dipakai oleh semua instansi 
pemerintahan di Indonesia. 
c. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Badan Layanan Umum (BLU) bahwa dalam 






Universitas Brawijaya wajib memiliki laporan keuangan pokok berdasarkan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai satuan kerja Badan Layanan 
Umum (BLU) telah memiliki laporan keuangan pokok berdasarkan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP) Independen Luthfi 
Muhammad, Ak.CA.CPA dan Rekan tahun anggaran 2018 dan 2019 
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
d. Tata Kelola 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Badan 
Layanan Umum (BLU) bahwa dalam persyaratan administratif satuan kerja 
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya wajib memiliki tata 
kelola yang dapat mampu mendukung Universitas Brawijaya sebagai 
Badan Layanan Umum (BLU) dalam memberikan pelayanan kepada 
mahasiswa: 
1) Universitas Brawijaya memiliki organisasi dan tata laksana 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya yang memuat 
mengenai struktur organisasi yang menggambarkan posisi satker 
dalam kerangka organisasi K/L, serta hubungan, wewenang, dan 
tanggung jawab di antara unit kerja atau jabatan di dalamnya. Selain 
itu juga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang 
pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah 
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 






Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) dan juga Peraturan 
Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja. 
2) Universitas Brawijaya memiliki prosedur kerja yang menggambarkan 
alur proses dan prosedur penyelesaian tugas sesuai wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing jabatan yang dikoordinasikan oleh 
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) 
Universitas Brawijaya. Prosedur tersebut adalah prosedur yang 
berhubungan dengan layanan mahasiswa seperti prosedur registrasi 
mahasiswa sampai dengan penetapan kelulusan atau wisuda 
mahasiswa serta prosedur pendukung layanan mahasiswa seperti 
prosedur pengusulan dan pencairan dana kegiatan. 
3) Universitas Brawijaya memiliki ketersediaan dan pengembangan SDM 
yang memadai untuk menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai 
tujuannya. Ketersediaan SDM mencakup kuantitas SDM, standar 
kompetensi, Proses rekrutmen dan rencana pengembangan SDM 
yang telah dibuat oleh Unit Kepegawaian (UP) Universitas Brawijaya. 
4) Universitas Brawijaya telah menyusun Standar Pelayanan Minimal 
yang menggambarkan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh 
satker instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (PK BLU) dengan mempertimbangkan kualitas 







5) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka ditunjuklah 
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
091/P/2012 tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang 
diselenggarakan oleh pemerintah yang menerapkan pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 
Dari uraian tersebut di atas maka dapat dibuat suatu tabel ringkasan atas 
implementasi Badan Layanan Umum (BLU) di Universitas Brawijaya seperti pada 
tabel 5.15 yang menggambarkan mengenai kriteria yang ditetapkan oleh Manual 
Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Layanan Pendidikan Kementerian 
Keuangan dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di Universitas Brawijaya. 
Tabel 5.16: Pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
No. Indikator Implementasi Badan Layanan Umum (BLU) 
Kriteria (Manual Badan Layanan 
Umum (BLU) Pendidikan dan 
Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012) 
Kondisi Badan Layanan Umum (BLU) 
Universitas Brawijaya 
A. Tahap Perencanaan dan Penganggaran 
1. Rencana Strategis dan Bisnis BLU 
(RSB-BLU) 
Telah disusun oleh Universitas Brawijaya 
RSB untuk Tahun 2020-2024. 
2. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU 
(RBA-BLU) 
Telah disusun oleh Universitas Brawijaya 2 
RBA setiap tahun (RBA Indikatif dan 
definitif). 
3. Tarif Layanan Badan Layanan 
Umum 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 
63/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan 
Badan Layanan Umum Universitas 
Brawijaya Pada Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Sistem Akuntansi Badan Layanan 
Umum 
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 






dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK-BMN). 
2. Pedoman/Sistem Pengadaan Barang 
dan Jasa Badan Layanan Umum 
Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 70 Tahun 2012. 
C. Tahap Pelaporan 
1. Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) (Tahun 
2018-2019) yang di audit oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP) Independen 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
pada Laporan Keuangan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) Universitas Brawijaya 
Tahun 2018 dan 2019. 
D. Tata Kelola 
1. Dewan Pengawas Badan Layanan 
Umum 
Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 091/P/2012 tentang 
Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi 
yang diselenggarakan oleh pemerintah 
yang menerapkan pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU). 
2. Remunerasi Badan Layanan Umum Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
195/KMK.05/2016 tentang Penetapan 
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan 
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan 
Umum Universitas Brawijaya pada 
Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi. 
Peraturan Rektor Universitas Brawijaya 
Nomor 43 Tahun 2016 tentang Remunerasi 
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan 
Pegawai yang Dibiayai dari Penerimaan 
Negara Bukan Pajak. 
3. Organisasi dan Tata Laksana Badan 
Layanan Umum 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 






Universitas Brawijaya yang memuat 
mengenai struktur organisasi yang 
menggambarkan posisi satker dalam 
kerangka organisasi K/L, serta hubungan, 
wewenang, dan tanggung jawab di antara 
unit kerja atau jabatan di dalamnya. 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
361/KMK.05/2008 tentang Penetapan 
Universitas Brawijaya Malang pada 
Departemen Pendidikan Nasional sebagai 
Instansi Pemerintah yang Menerapkan 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum. 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Brawijaya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
130). 
Peraturan Rektor Universitas Brawijaya 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja. 
4. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimum Universitas Brawijaya. 
5. Prosedur Kerja Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Brawijaya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
130). 
Peraturan Rektor Universitas Brawijaya 






Organisasi dan Tata Kerja. 
6. Ketersediaan dan pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit 
Kepegawaian Universitas Brawijaya. 
Sumber: Data diolah 
 
 Dari analisis berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 
Universitas Brawijaya telah mengimplementasikan Proses Pengelolaan Badan 
Layanan Umum dari mulai tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 
serta pelaporan sesuai dengan Manual Badan Layanan Umum Bidang 
Pendidikan sebagai standar dan kebijakan teknis Badan Layanan Umum (BLU) 
bidang pendidikan yang terbitkan Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian 
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Penyusunan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Universitas 
Brawijaya telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 
berdasarkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dari Direktur Jenderal 
Anggaran Kementerian Keuangan dengan menerapkan tiga prinsip yaitu 
Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (Output and Outcome oriented), 
Fleksibilitas Pengelolaan Anggaran untuk Mencapai Hasil dengan Tetap 
Menjaga Prinsip Akuntabilitas (Let the Managers Manage), dan Money 
Follow Function, Function Followed by Structure. 
2. Pengesahan rencana anggaran Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan 
anggaran berbasis kinerja di Universitas Brawijaya. Untuk mengesahkan 
atau mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja tersebut, 
Universitas Brawijaya harus merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang mekanisme pengesahan 
pendapatan dan belanja satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) serta 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2015 Tanggal 
13 Januari 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang mekanisme pengesahan 






3. Penggaran di Universitas Brawijaya sudah menerapkan prinsip-prinsip 
anggaran berbasis kinerja yaitu dengan telah menerapkan konsep Value For 
Money (VFM) dengan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang 
digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional pendidikan tinggi 
yaitu realisasi biaya yang dikeluarkan masih berada di bawah realisasi 
pendapatan. Selain itu, penganggaran di Universitas Brawijaya juga telah 
mengedepankan output dan outcome yang ingin dicapai, terbukti dengan 
terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) sesuai dengan 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimum Universitas Brawijaya. 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Universitas Brawijaya terdiri 
atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Brawijaya 
yang secara prinsip disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
dan Laporan Keuangan Universitas Brawijaya-SAP yang secara prinsip 
disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), selain itu juga 
Universitas Brawijaya mengedepankan pelaporan yang akuntabilitas dan 
keterbukaan informasi publik. 
 
6.2. Saran 
1. Rekomendasi Teoritis: 
Penelitian yang dilakukan ini tidak memperhatikan dimensi sumber daya 
manusia. Sehingga pada studi selanjutnya diharapkan peneliti yang lain 
perlu untuk mempertimbangkan dimensi sumber daya manusia sekitar obyek 
yang diteliti, misalnya dengan menggunakan model manajemen sumber 






menurut Matutina (2001: 205) yang mengacu pada pengetahuan 
(knowledge), keterampilan (skill), dan kompetensi (abilities). 
 
 
2. Rekomendasi Praktis: 
a. Untuk mempermudah penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
fakultas/unit kerja, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) fakultas/unit kerja, 
diharapkan Universitas Brawijaya untuk dapat memaksimalkan 
penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dengan baik mulai dari 
tahap penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan sampai dengan 
pelaporan anggaran dan kinerja dalam setiap proses operasional yang 
berguna untuk memangkas waktu dan biaya, sehingga dapat menjadi 3E 
serta dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan 
Universitas Brawijaya. Seperti halnya penggunaan Sistem Informasi 
Rencana Kerja (SIREKA) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), 
yang seharusnya keduanya saling terintegrasi satu sama lainnya. 
b. Universitas Brawijaya membutuhkan suatu alat untuk dapat mengukur 
bagaimana suatu visi dan misi suatu institusi yang telah dirumuskan dapat 
dicapai dengan menghasilkan layanan yang sesuai dengan harapan 
masyarakat. Dari beberapa model pengukuran kinerja, Universitas 
Brawijaya lebih cocok menggunakan Balanced scorecard (BSC) dan hal 
ini dapat menjadi sebuah bahan penelitian selanjutnya mengenai model 
pengukuran kinerja pada Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi (BLU 









APBN  = Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
BLU = Badan Layanan Umum 
ABK = Anggaran Berbasis Kinerja 
SAK = Standar Akuntansi Keuangan 
SAP = Standar Akuntansi Pemerintah 
PNBP = Pendapatan Negara Bukan Pajak 
RBA = Rencana Bisnis dan Anggaran 
RKA-K/L = Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
  Kementerian/Lembaga 
RKT = Rencana Kinerja Tahunan 
RKA = Rencana Kerja dan Anggaran 
LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
PTN = Perguruan Tinggi Negeri 
PTS = Perguruan Tinggi Swasta 
Satker = Satuan Kerja 
PPK = Proses Pengelolaan Keuangan 
ASB = Analisa Standar Belanja 
POSDCORB = Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,  
  Reporting, Budgeting 
NASPAA = The National Association of Schools of Public Affairs 
and Administration 
PBK = Penganggaran Berbasis Kinerja 
PMK = Peraturan Menteri Keuangan 
SBM = satuan biaya masukan 
SBK = satuan biaya khusus 
DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
SP3B = Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
LO = Laporan Operasional 
LRA = Laporan Realisasi Anggaran 
SOP = Standar Operasional Prosedur 
SDM = Sumber Daya Manusia 
SIREKA = Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran 
SAKIP = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
RKAT = Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 
BOPTN = Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri 
UKT = Uang Kuliah Tunggal 
TRPNBP = Target Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak 
ULK = Usulan Lembar Kerja 
ADK = Alat Dukung Komputer 
PTN-BH = Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 
UP = Uang Persediaan 
LS = Belanja Langsung 
GUP = Ganti Uang Persediaan 
TUP = Tambahan Uang Persediaan 






SAKPA = Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
SPM = Surat Perintah Membayar 
SP3B = Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
LPJ = Laporan Pertanggungjawaban 
SIMAK BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara 
LKKL = Laporan Keuangan Kementerian Negara atau 
Lembaga 
LKPP = Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
CaLK = Catatan atas Laporan Keuangan 
LAKIP = Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 




























Output and Outcome Oriented = alokasi anggaran berorientasi pada kinerja 
Let the Managers Manage = fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk 
mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip 
akuntabilitas 
Money Follow Function = belanja dibagi secara merata kepada setiap 
tugas dan fungsi 
Function Followed by Structure = suatu prinsip yang menggambarkan struktur 
organisasi yang dibentuk sesuai dengan 
fungsi yang diemban 
Value For Money = konsep pengelolaan organisasi sektor publik 
yang mendasarkan pada tiga elemen utama, 
yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 
Block Funding = anggaran yang diberikan kepada BLU-SKPD 
atau BLU-Unit Kerja yang peruntukannya 
tidak dirinci dan pencairannya dilakukan 
secara periodik 
Managerial Plan for Action = pengelolaan langkah strategis yang dilakukan 
oleh organisasi atau perusahaan untuk 
mewujudkan sasaran startegisnya 
New Public Management = manajemen publik baru 
financial administration = administrasi keuangan 
financial management = pengelolaan keuangan 
budgeting reform = reformasi sistem penyusunan anggaran 
financing reform = reformasi sistem pembiayaan 
accounting reform = reformasi sistem akuntansi 
audit reform = reformasi sistem pemeriksaan 
financial management reform = reformasi sistem manajemen 
performance based budgeting = anggaran berbasis kinerja 
line item budgeting = metode penganggaran sektor publik dengan 
sistem penganggaran tradisional 
incrementalism = menambah atau mengurangi jumlah rupiah 
pada item-item anggaran yg sudah ada 
sebelumnya dengan data tahun sebelumnya 
sebagai dasar menyesuaikan besarnya 
penambahan/pengurangan tanpa kajian yg 
mendalam/kebutuhan yg wajar 
coercive isomorphism = muncul sebagai akibat dari pengaruh tekanan 
kekuatan politik guna memperoleh legitimasi 
bagi sebuah organisasi 
mimetic ishomorphism = reaksi organisasi atas ketidakpastian yang 
hadir di lingkungan tempatnya beroperasi 
normative ishomorphism = proses homogenisasi organisasi melalui proses 
pendidikan dan asosiasi organisasi profesional 
traditional budget = anggaran tradisional 
Old Public Administration = Administrasi Publik Lama 






new public service = pelayanan publik baru 
self interest = kepentingan pribadi 
owners of government = pemilik pemerintahan 
decentralization within cities = desentralisasi kepada unit-unit pemerintahan 
yang lebih kecil dalam lingkup daerah itu 
sendiri 
public goods = barang-barang yang bersifat publik 
good governance = pemerintahan yang baik 
consensus = kesepakatan 
rule of law = penegakan hukum 
responsiveness = daya tanggap 
view of the individual = pandangan terhadap individu 
impersonal = berdiri sendiri 
rational-scientific = ilmu pegetahuan yang rasional 
budgeting = penganggaran 
cost and benefit = keuntungan dan biaya 
rational-comprehensive = rasional menyeluruh 
outsourcing = pengalihan bisnis 
Constitutional Integrity = Ketaatan pada Konstitusi 
procedural due process = prosedur berdasarkan hukum yang berlaku 
equal protection equity = persamaan di depan hukum bagi semua 
masyarakat 
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